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KATA PENGANTAR PENULIS
Bismillahirrahmanirrahim...
Puji syukur kehadirat Allah swt, serta Salawat dan salam kepada Rasulullah
Muhammad saw. Semoga keistiqomahan dan keberkahan selalu menyertai
dalam setiap aktivitas. Buku ini diberi judul: Pendidikan Kewarganegaraan
Untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship) yang
membahas tentang kewarganegaraan yang bertujuan untuk mewujudkan
good citizenship (warganegara yang baik). Mahasiswa merupakan generasi
penerus bangsa, sebagai agen perubahan, sebagai tonggak mewujudkan Indo-
nesia adil dan makmur.
Materi yang diulas dalam buku ini disajikan dengan detail sehingga
membantu mahasiswa dalam memahami dan menginternalisasikan nilai-
nilai yang terkadnung dalam setiap pembahasan. Ditambah lagi, buku ini
menyajikan kajian Islam untuk setiap pembahasan. Hal ini dimaksudkan,
agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam hal pengintegrasian
ilmu pengetahuan sebagai perwujudan dari pradigma keilmuan UIN Sumatera
Utara yaitu Wahdathul ‘Ulum dengan karakteristik lulusan Ulul Albab yaitu
keseimbangan antara pikir dan zikir, keseimbangan antara pengetahuan,
sikap, dan tindakan.
Pembahasan dalam buku ini, sangat cocok diterapkan bagi mahasiswa
sebagai generasi milineal yang memiliki berbagai soal permasalahan terutama
dalam hal menjadi warga Negara yang baik. Dikarenakan, dalam buku ini
juga terdapat kajian khusus tentang peran generasi milineal dalam mewujudkan
warga Negara yang baik.
Banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, dalam bidang
agama, politik, sosial, ekonomi, dll. hal ini harus segera diselesaikan. Penulisan
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buku ini merupakan salah satu upaya kecil dalam penyelesaian masalah tersebut.
Diharapkan setelah mempelajari isi pembahasan dari buku ini, mahasiswa
memiliki pengetahuan, sikap, serta dapat mengimplementasikannya dalam
setiap sendi kehidupannya sebagai warga Negara yang baik.
Akhirnya, diharapkan buku ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi
bagi penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan saat ini. Terakhir, masukan
dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini.




Hamidah Purba, S.ST., M.KM.
Muhammad Kaulan Karima, M.Pd.
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KATA SAMBUTAN
Dekan Fakultas Kesahatan Masyarakat
UIN Sumatera Utara Medan
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah. Ungkapan rasa syukur dipersembahkan kehadirat Allah
SWT, atas nikmat, taufik, hidayah Nya serta telah mengutus Nabi Muhammad
SAW yang dimuliakan sekalian alam, yang kepadanya dihaturkan shalawat
dan salam sebagai wujud kecintaan terhadap beliau, semoga Allah meridhoi
kita sebagai manusia yang terus memiliki komitmen melaksanakan segala
ajaran dan sunnah yang telah disampaikan. Semoga dengan hal tersebut
kita tergolong kepada ummat yang mendapatkan syafaatnya. Aamiin
Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik buku ini dimana
kajian-kajian pendidikan kewarganegaraan dibahas dengan baik dan mudah
dipahami, ditambah lagi buku ini memberikan bahasan kajian Islam untuk
setiap babnya, hal ini sangat dibutuhkan dan harus dilakukan bagi dosen
UIN Sumatera Utara dalam menghasilkan karya-karyanya, yang memiliki
paradigma keilmuan Wahdathul ‘Ulum, serta transdisipliner ilmu pengetahun.
Sehingga, dapat menjadikan khazanah keilmuan bernilai Islami, yang akan
menjadikan lulusan UIN Sumatera Utara sebagai insan Ulul Albab (Integrasi
dan Keseimbangan pikir serta zikir) .
Dengan terbitnya buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan
Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship), dapat membantu para
Dosen pada perguruan tinggi dalam mengampu mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan, yang merupakan mata kuliah wajib pada setiap perguruan
tinggi, sebagai upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman serta terwujudnya
warga negara yang baik di tengah-tengah krisis karakter saat ini. Sebagaimana
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yang diketahui, mahasiswa merupakan aset besar bagi masa depan Negara,
bangsa dan agama.
Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi
dosen-dosen lain dalam menghasilkan karya-karya terkhusus dalam hal pengintegrasian
ilmu pengetahuan.
Medan, April 2021
Dekan FKM UIN SU Medan
Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Mata Kuliah
Dasar Umum (MKDU) dan Pengembangan Kepribadian (MPK)
Amanat Undang-Undang No 12 tahun 2012, bahwa perguruan tinggi
memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, namun pada pelaksanaannya
diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal.
Peserta didik di perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa merupakan
insan dewasa, sehingga dianggap memiliki kesadaran dalam mengembangkan
potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesional.
Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun
12 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil,
kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
Intinya adalah lulusan yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan
akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki
dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri
menjadi profesional.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka mahasiswa harus menempuh
pembelajaran Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). MKDU ini telah dinyatakan
sebagai mata kuliah wajib, diantaranya yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan,
dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran,
maka MKDU ditambah dengan bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata
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kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang
terintegrasi maupun individu.
Sejatinya, mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya
adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang
berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah
air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai
bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang
Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indo-
nesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga
negara yang baik dan terdidik (smart and goodcitizen) dalam kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara yang demokratis (Kemenristek Dikti, 2016). Hal ini juga
berarti mengarahkan PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian
mahasiswa.
PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) dinyatakan
dengan tegas dalam beberapa regulasi. Seperti yang termuat dalam Undang-
Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan
dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian
pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi
wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budaya.
Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan
sebagai mata kuliah wajib. Dinyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan
adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka
Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga Negara yang memiliki
rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada Undang-Undang ini juga menyatakan
bahwa lulusan program sarjana mampu mengamalkan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penalaran ilmiah sehingga diharapkan akan menjadi
intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau
menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Begitu pula pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan
yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau
kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan
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profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan
sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya,
sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara,
bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,
maka Anda berstatus warga Negara.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan
jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Menjadi pertanyaannya adalah mengapa PKn diposisikan sebagai MPK?
Apa urgensi PKn sebagai MPK? MPK adalah suatu program pendidikan
nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi
dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para
mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian
mant ap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan
dan kebangsaan (Iriyanto, 2005).
MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman
dan dasar kekaryaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu
menerapkan bekal pendidikannya sebagai cara-cara penemuan, pisau analisis
(a method of inquiry) dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat,
kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamdan Mansoer, 2004).
PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dikarenakan dapat
membantu mahasiswa-mahasiswi menjadi warga negara yang baik sekaligus
paham antara hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis,
dengan dibekali nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat. Mata kuliah PKn juga merupakan pelajaran yang menyelenggarakan
pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, mdan kewarganegaraan
bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar
akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat
diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Akhirnya, mahasiswa
yang juga merupakan bagian dari warga Negara memiliki rasa kebangsaan
dan cinta tanah air, seperti yang dituangkan pada keputusan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu
Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Kepribadian di Perguruan Tinggi.
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Begitu pula bila dicermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan
sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pada pembentukan warga negara
agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, PKn diharapkan mampu
mengemban misi fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Melalui
pengasuhan PKn di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya
menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban,
diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional,
berdaya saing secara internasionasional, warganegara Indonesia yang memiliki
rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
B. Dinamika dan Tantangan PKn
Saat ini seluruh Negara di dunia harus siap menghadapi era globalisasi,
otomatisasi, dan digitalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya
sistem kapitalisme di bidang ekonomi, serta demokrasi liberal di bidang
politik. Dalam praktiknya sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang
disponsori oleh negara-negara maju, mampu menggeser tatanan dunia lama
yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global.
Bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan
internal setiap bangsa di dunia. Tarik ulur yang memicu ketegangan saat ini
sedang terjadi dalam internal setiap bangsa, antara keinginan untuk mempertahankan
sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa, dengan adanya kekuatan
nilai-nilai asing yang telah dikemas melalui teknologinya (Iriyanto, 2004).
Sejauh mana kekuatan setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk
mengadaptasi nilai-nilai asing tersebut. Bagi negara-negara yang sedang berkembang
seperti Indonesia sangat rentan terkooptasi nilai-nilai asing yang cenderung
berorientasi praktis dan pragmatis dapat menggeser nilai-nilai dasar kehidupan.
Kecenderungan munculnya situasi semacam ini sudah mulai menggejala di
kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini.
Banyak usaha yang telah dilakukan, misalnya dilaksanakannya konferensi
internasioanl tentang pendidikan tinggi oleh UNESCO di Paris tahun 1998,
dalam konferensi ini disepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa
depan bertolak dari pandangan bahwa tanggungjawab pendidikan adalah;
(1) Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni, tetapi juga melahirkan warganegara yang berkesadaran tinggi tentang
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bangsa dan kemanusiaan; (2) Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang
produktif dalam konteks yang dinamis; (3) Mengubah cara berfikir, sikap
hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam
rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong
perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas.
Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri agar tidak
tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan
searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional
memiliki fungsi sangat strategis yaitu “mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa” Tujuan Pendidikan nasional “ berkembangnya
potensi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Nyatanya, yang tampak adalah sebagian masyarakat, bahkan para elit
yang sudah semakin melupakan peran nilai-nilai dasar yang wujud kristalisasinya
berupa Pancasila dalam perbincangan lingkup ketatanegaraan atau bahkan
kehidupan sehari-hari. Pancasila sudah semakin tergeser dari perannya dalam
praktik ketatanegaraan dan produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Praktik
penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas
dari konsep filosofis yang seutuhnya. Eksistensi Pancasila nampak hanya
dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem
filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat
dan bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan dan arah pembangunan.
Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Yaitu
persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan
hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat
primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan
dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam
kelanggengan persatuan bangsa Indonesia.
Hal ini terjadi, karena kurangnya pemahaman seorang warga negara
dalam memahami Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sebuah alat legitimasi
kekuasaan Orde Baru yang tidak dapat menyelesaikan krisis yang sedang
dihadapi oleh negara. Pemikiran seperti ini membuat semakin banyak orang
yang menganggap remeh Pancasila, bahkan menjadi anti Pancasila. Kesalahpahaman
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seperti ini menjadikan masyarakat telah kehilangan sumber dan sarana orientasi
terhadap nilai sikap anti Pancasila seperti ini dapat menimbulkan masalah
baru dalam masyarakat, yaitu berkurangnya sikap nasionalisme.
Masalah lain yang muncul dari eksternal yaitu yang bersumber dari luar
adalah globalisasi yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistem
kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Munculnya
sistem baru seperti ini mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal
regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global. Masuknya nilai
dan sistem-sistem baru dari luar seperti ini menyebabkan terjadinya loncatan
atau pergeseran dalam sistem tata nilai kita. Muncul suatu keraguan untuk
menerima nilai-nilai baru tersebut atau mempertahankan nilai-nilai dasar
yang dipegang oleh negara kita.
Gambar: Pengaruh Globalisasai bagi Dunia (Sumber: Google.com)
Disinilah peran PKn harus dimunculkan sebagai solusi pemecahan masalah
di atas. Dimana PKn mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya
tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya
warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap
generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga
pengembangan karakter publik.
Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga
tercakup dalam PKn. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa
menempuh PKn, akan lebih baik lagi jika PKn dimanfaatkan untuk pengembangan
diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat setiap
orang tidak akan mudah goyah dengan tawaran kejayaan, kekuasaan, dll yang
sifatnya hanya sementara.
7Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
Selain itu, tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang
bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-
nilai yang berlaku di Indonesia. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa
diperoleh begitu saja tanpa belajar. Oleh karena itu, PKn sangat penting
manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara
mendasar konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya.
Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya
dengan cara demokratis dan juga terdidik.
Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu di tingkat perguruan
tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan
perguruan tinggi. Mahasiswa dianggap mempunyai tingkat intelektual yang
tinggi, cerdas dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Cepat bertindak
dan tepat, selalu berpikir kritis adalah sifat yang sudah melekat dalam mahasiswa,
hal itu merupakan prinsip saling melengkapi (Siswoyo, 2007).
Selama perkuliahan mahasiswa tidak hanya masuk dan mengerjakan
tugas dari dosen saja, tetapi harus mampu melaksanakan serta mengembangkan
ilmu yang telah diterimanya, sehingga memiliki kemampuan untuk mengemban
tanggung jawab intelektual.
Menurut hasil penelitian dari Suranto dan Rusdianti (2018), bahwa
soft skill yang menentukan kesuksesan seseorang dalam kepemimpinan suatu
bisnis. Seperti penelitian Arnata & Surjosepuo (2014) mengemukakan bahwa
di Harvard University Amerika Serikat mengatakan bahwa 20% kesuksesan
seseorang diperkirakan berasal dari intelegensia yaitu kemampuan untuk
belajar dan memahami. Sementara itu, 80% sisanya berasal dari kemampuan
untuk memahami diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain.
Karena masalah hubungan antara warga negara dan pemerintah telah
menjadi masalah/wacana umum bahkan banyak dibicarakan hingga merambah
ke berbagai lapisan masyarakat dan telah menjadi persoalan bersama maka
para mahasiswa sudah seyogyanya dikenalkan pada masalahnya agar mengetahui
dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga dapat berperilaku
sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara
yang sadar akan hak dan kewajibannya dan berperilaku sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
Oleh Karena itu, mahasiswa sebagai agen perubahan dalam kehidupan
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bermasyarakat harus mampu menunjukkan pengetahaun, sikap, dan prilaku
yang mencerminkan sebagai warga Negara yang baik yaitu yang menjalankan
keseimbangan antara hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Jangan
hanya biasa menuntut hak, akan tetapi kewajiban tidak dilaksanakan.
Gambar 2: Mahasiswa sebagai Agen Perubahan (Sumber: Dunia Kampus-wordpress.com
C. Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya Bagi
Lulusan Perguruan Tinggi
PKn sebagai mata kuliah Pengembangan Kepribadian juga sebagai pendidikan
nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai
pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi (PT). PKn sebagai MPK
diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensinya adalah keseluruhan
materi program pembelajaran PKn harus mengandung nilai-nilai Pancasila.
Nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi
pengembangan kekaryaan setiap lulusan PT. Dikarenakan Pancasila merupakan
dasar nilai bagi bangsa Indonesia dalam kehidupannya.
Apalagi bagi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang harus
mengintegrasikan nilai Islam dan ilmu pengetahuan, memadukan IPTEK
(ilmu pengetahuan teknologi) dan IMTAK (iman dan takwa) untuk mempersiapkan
lulusan berkarakter tangguh dalam menghadapi tantangan zaman serta memiliki
keunggulan kompetitif dalam persaingan global.
Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa Nilai Ketuhanan (agama) harus
menjadi dasar dalam pengembangan PKn, nyatanya, pengajaran dan pembelajaran
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berdasarkan agama masih terbatas dalam dalam menanamkan dan meningkatkan
karakter bangsa (Asyafah, 2014).
Peran nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila yang dijelaskan dalam buku
Modul Kuliah Kewarganegaran (Kemendikbud, 2012) adalah:
1. Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME: melengkapi ilmu pengetahuan
menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa
dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya
dan bukan pusatnya. Faham nilai ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME,
tidak memberikan ruang bagi faham ateisme, fundamentalisme dan ekstrimisme
keagamaan, sekularisme keilmuan, antroposentrisme dan kosmosentrisme.
2. Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi
arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus
didasarkan pada tujuan awal dit emukan ilmu atau fungsinya semula,
yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia,
ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.
3. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan
universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan
sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk
kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi.
Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia sesnsinya adalah pengakuan
kebhinnekaan dalam kesatuan: koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan,
dan supremasi hukum.
4. Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu
pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi
penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat
dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai
penerapan massal. Nilai Kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya adalah
menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi
ruang bagi faham egoisme keilmuan (puritanisme, otonomi keilmuan),
liberalisme dan individualsime dalam kontek kehidupan.
5. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan
kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan
antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepent ingan individu
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tidak boleh terinjak oleh kepent ingan semu. Individualitas merupakan
landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.
Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi
dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan
di Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan
pendidikan demokrasi, HAM dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif
Pancasila. Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai civic education, democracy education, civil education
dsb, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKn di perguruan
tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri, yang notabenenya merujuk pada
nilai Pancasila, akan tetapi hal utama dari nilai tersebut adalah nilai Ketuhanan
atau nilai agama.
Sehingga setelah mempelajari PKn diharapkan mahasiswa mampu menjadi
warga Negara yang berpikir kritis dan bersikap dan bertindak demokratis.
Meminjam ungkapan Zamroni (2003) yaitu warga Negara yang “mudah dipimpin
tapi sulit dikendalikan, mudah diperintah tapi sulit untuk diperbudak”.
Bahan Diskusi:
- Pernahkah saudara memikirkan atau memimpikan menjadi seorang
sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional
itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Coba kemukakan secara
lisan berdasar pengetahuan awal Anda.
- Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan
kemampuan utuh sarjana atau profesional?
- Mengapa Pancasila dikatakan sebagai Nilai Dasar PKn dalam mengembangkan
lulusan perguruan tinggi?





Pengertian PKn dapat ditelusuri dengan mengungkapkan konsep PKn,
secara etimologis, yuridis, dan teoretis. Secara etimologis (bahasa), Pendidikan
Kewarganegaraan terdiri dari dua kata yaitu Pendidikan dan Kewarganegaraan.
Istilah pendidikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online dinyatakan
bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Sedangkan kewarga-
negaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara; keanggotaan
sebagai warga Negara.
Sedangkan secara yuridis definisi pendidikan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Selanjutnya istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan
dinyatakan bahwa Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan
dengan warga negara. Sedangkan Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air. (UU RI No. 20 tahun 2003 dan UU No. 12 tahun 2006).
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Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan
istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan
kewarganegaraan. Dalam literatur bahasa Inggris dinyatakan dengan istilah
citizen, citizenship dan citizenship education.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Kerr (Winataputra dan Budimansyah,
2007), bahwa Citisenship education or civics education: “Cirizenship or civics
education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their
roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (trough
schooling, teaching, and learning ) in that preparatory process”.
Hal di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan
secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil
peran dan tanggung jawab sebagai warganegara, dan secara khusus, peran
persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warganegara
tersebut.
Menurut Branson dkk. (1999) civic education dalam demokrasi adalah
pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam pemerintahan
otonom (self goverman). Pemerintah otonom demokratis berarti bahwa negara
aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri mereka tidak hanya menerima
dikte orang lain dengan pengembangan PKn.
Para ahli di Indonesia mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan
adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas
dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh pengaruh positif
dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses
guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak
demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 (M. Nu’man Somantri, 2001; Abdul Azis Wahab dan Sapriya,
2011; Winarno, 2013).
Nurwardani, dkk. (2016) menuliskan pada buku Pendidikan Kewarganegaraan
untuk Penguruan Tinggi yang dikembangkan oleh Dirjen Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kemenristek Dikti bahwa PKn pada dasarnya adalah belajar
tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian
Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia.
Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat
Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian
Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air
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Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik
(smart and good citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang
demokratis.
Hal ini senada dengan yang dinyatakan Setiawan (2015) bahwa PKn
sebagai pendidikan politik, fokusnya lebih menekankan bagaimana membina
warga Negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat
suatu proses belajar mengajar.
Ditambahkan dengan pendapat Soemantri (1984) bahwa civics atau
PKn adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan
manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam
hubungannya dengan Negara.
Penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan
suatu proses penyiapan peserta didik melalui pembelajaran agar menjadi
warga Negara baik, memiliki komitmen yang kuat serta konsisten untuk memper-
tahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Pancasila
dan UUD 1945. Akhirnya PKn harus mampu menekankan serta menginternalisasikan
nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik.
B. Fungsi dan Tujuan PKn
PKn memiliki fungsi yang sangat urgen dalam membentuk karakter
mahasiswa, sehingga PKn termasuk pada kelompok Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi yang berfungsi sebagai orientasi mahasiswa
dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air,
demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragamaan dan partisipasinya
membangun bangsa berdasarkan Pancasila (Wibisono, 2006).
Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 12 tahun 2012
pasal 35 ayat 3, bahwa PKn menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi,
hukum, multikulural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung
terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas,
terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa
dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan
dan profesinya.
Untuk merealisasikan fungsi PKn tersebut maka pembelajaran PKn semestinya
berusaha mewujudkan tujuan, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan:
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a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
b. Berpartisipasi secara aktif, bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi;
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat Indonesia Pancasila agar dapat hidup bersama
dengan bangsa-bangsa lainnya;
d. Berinteraksi dengan bangsabangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi.
Jika dicermati tujuan pembelajaran PKn tersebut memiliki tiga bentuk
komponen kompetensi kewargaan, yaitu; civic knowledge, civic skills yang memuat
kecakapan intelektual dan partisipasi, dan civic dispositions. Intinya adalah
PKn bertujuan untuk menjadi warga Negara yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan dan berkarakter.
Ketika warga Negara memiliki pengetahuan dan keterampilan maka ia
akan menjadi seseorang yang memiliki kompetensi. Ketika warga Negara memiliki
pengetahuan dan karakter maka ia akan menjadi seseorang yang percaya diri.
Ketika warga Negara memiliki keterampilan dan karakter maka ia akan menjadi
seseorang yang berkomitmen. Ketika warga Negara memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan karakter, maka seseorang akan menjadi warga Negara yang
intelek, tangguh, dan bertanggungjawab.
Dalam tiga bentuk inilah seharusnya PKn difokuskan. Sebagaimana
digambarkan pada gambar 3 berikut:
Gambar 3: Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
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Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama civic knowl-
edge “berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui
oleh warganegara” (Branson dkk, 1999). Aspek ini menyangkut kemampuan
akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik,
hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan bidang kajian multidisipliner.
Kedua, civic skill meliputi keterampilan intektual (intelectual skills) dan
keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Contoh: keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam
merespon berbagai persoalan politik, misal merancang dialog dengan DPRD.
Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak
dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas
terjadinya kejahatan yang diketahui.
Ketiga, civic dispossition (watak-watak kewarganegaraan) merupakan
dimensi yang paling subtantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi
watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan
kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan
mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan
pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.
Ketika civic knowledge digabungkan dengan civic skill maka akan menghasilkan
kompetensi, seseorang yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan
terampil dalam menyapaikan pengetahuannya maka akan terciptalah kompetensi
dalam dirinya. ketika civic knowledge digabungkan dengan civic disposition maka
akan menghasilkan kepercayaan diri, dimana seseorang yang memiliki pengetahuan
kewarganegaraan serta senatiasa mewujudkannya dalam kehidupannya maka
akan terbentuklah kepercayaan dirinya untuk selalu melakukan kebaikan-
kebaikan. Ketika civic skill digabungkan dengan civic disposition maka akan
menghasilkan komitmen. Seseorang yang terampil dalam menyampaikan
pengetahuannya dan senantiasa memiliki sikap untuk menyampaikan kebaikan
dan kebenaran maka akan terciptalah seseorang yang memiliki komitmen.
Apabila ketiga kompetensi itu dapat dimiliki sekaligus, maka akan terciptalah
warganegara yang cakap dalam ilmu pengetahuan, serta memiliki keterampilan
dalam menyampaikan pengetahuannya, dengan sikap komitmen untuk selalu
menyampaikan ilmu pengetahuan, hal inilah yang disebut sebagai “warga
negera yang berkualitas dan dapat dipercaya”.
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C. Sejarah Perkembangan PKn di Indonesia
Pendapat Soemantri yang dikutip oleh Cholisin (2004) bahwa sejarah
singkat perkembangan PKn sesudah kemerdekaan diawali dengan pendidikan
moral di Indonesia yang berisi nilai-nilai kemasyarakatan adat dan agama.
Tahun 1957, pelajaran kewarganegaraan membahas tentang cara memperoleh
hak dan kehilangan kewarganegaraan. Berikutnya tahun 1961, istilah kewarganegaraan
berubah menjadi civics yang membahas tentang sejarah nasional, sejarah
proklamasi, UUD 1945, Pancasila, pidato-pidato kenegaraan Presiden, pembinaan
persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana pembelajarannya dilaksanakan dengan
metode indoktrinasi. Tahun 1968, pemerintah menetapkan kurikulum yang
baru dengan mengganti nama pelajaran Kewargaan Negara menjadi Pendidikan
Kewargaan Negara (PKN). Kemudian, setelah dilaksanakan seminar Nasional
tentang Pengajaran dan Pendidikan Civics di Surakarta tahun 1972 dan meng-
hasilkan serta menetapkan istilah civics diganti dengan istilah Ilmu Kewargaan
Negara (IKN), dan civic education menjadi Pendidikan Kewargaan Negara.
Berikutnya pada tahun 1989 dimana Pendidikan Kewarganegaraan dimuat
pada kurikulum dengan disahkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 yaitu Pancasila yang mengarah
pada moral, tentunya diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-
hari. Berikutnya pada kurikulum 1994 dilakukan upaya dengan mengintegrasikan
antara pengajaran pendidikan Pancasila dengan Pendidikan Kewarganegaran
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dimana pada
Kurikulum 1994 ini pelajaran PPKn lebih banyak menimbulkan kejenuhan
dan membosankan bagi peserta didik. Hal ini disebabkan, materi yang diajarkan
cenderung monoton, teoretik, kognitif, bahkan verbalistik. Hal ini dibuktikan
pada prakteknya, dimana tampak sekali ada gejala keinginan untuk menolak
pembelajaran PPKn yang semata-mata menampilkan nilai moral (Samsuri,
2010).
Berikutnya, pada tahun 2004 pada Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) PPKn berubah kembali namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) dimana isinya meliputi: Pancasila, persatuan dan kesatuan, norma,
hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga Negara, konstitusi
Negara, kekuasaan dan politik, dan globalisasi.
Saat ini setelah adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 menjadi UU
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, nama Pancasila
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tidak dieksplisitkan (disembunyikan) lagi. Dimana pembahasan Pancasila
dibahas sendiri pada mata kuliah Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan
dibahas sendiri secara terpisah, walaupun nilai-nilai yang diajarkan pada
PKn tidak bisa dilepaskan dari nilai Pancasila.
Kalau diurut perubahan nama PKn yaitu dari civics, kewargaan Negara,
PMP (pendidikan Moral Pancasila), PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewargaan
Negara), kemudian berubah lagi menjadi PKn (Pendidikan Kewarganegaraan).
Perubahan terakhir ini diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas
akar keilmuan yakni politik, hukum, dan moral (Cholisin, 2004).
Gambar 4: Cover Buku PMP yang digunakan (Sumber: Tirto.ID)
Singkatnya, pada tahun 1957 dikenal dengan istilah Kewarganegaraan,
tahun 1960 dikenal dengan istilah Civics, berikutnya pada kurikulum 1975
PKn dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila
(PMP). Adapun sekarang ini, berdasarkan Kurikulum 2013, pendidikan
kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan
nama mata pelajaran PPKn. Sedangkan di Perguruan tinggi menyelenggarakan
mata kuliah pertama, Pendidikan Pancasila dan kedua, Pendidikan Kewarganegaraan.
Perkembangan paradigma PKn di Indonesia antara paradigma lama
dan paradigma baru adalah untuk memberikan istilah PKn yang sejalan dengan
tuntunan era reformasi dan yang sekarang dikembangkan dengan standar
isi. Paradigma baru PKn antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan
yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, filsafat moral filsafat
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Pancasila dan memiliki visi yang kuat nation and character building, citizen
empowerment (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan
civil society (masyarakat kewargaan) yang memiliki arti penting dalam pembaharuan
serta yang sejalan dengan sistem politik demokratis.
Paradigma baru ini merupakan upaya untuk menggantikan paradigma
lama PKn (PPKN), yang antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak
jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim, memiliki visi
untuk memperkuat state building (Negara otoriter birokratis) yang bermuara
pada posisi warga negara sebagai obyek yang sangat lemah ketika berhadapan
dengan penguasa. Akibat dari kondisi tersebut, PKn semakin sulit untuk
mengembangkan karakter warga negara yang demokratis (Cholisin, 2008).
Akan tetapi pergantian nama atau istilah PKn yang selama ini terjadi,
mengalami masalah yang cenderung sama, yaitu masalah pada konten dan
metode.
Hal ini sebagaimana hasil temuan Wahab (1999) bahwa terdapat dua
variabel besar yang menganggu proses pembelajaran PKn yakni materi dan
metode pembelajaran. Aspek materi materi PKn meskipun mengemban amanat
untuk membentuk warga negara yang baik, tetapi pemilihan atau penggunaan
materi (konten) PKn dominan dengan muatan kepentingan politik rezim.
Sementara itu dari segi metode di lapangan, sebagian besar guru banyak menggunakan
cara, model, dan pendekatan doktrinisasi pada peserta didik. Hal ini dipengaruhi
oleh rezim yang berkuasa yang mereka peroleh pada waktu pelatihan-pelatihan
ataupun seminar-seminar yang diadakan oleh pemerintah. Ini berdampak
pada penerapan metode pembelajaran PKn tersebut sehingga misi PKn untuk
membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, partisipatif, dan
kritis jauh dari harapan.
Berikutnya pada tahun 2013 terjadi perubahan kurikulum, dari pendidikan
dasar sampai pendidikan tinggi. Perubahan ini dilakukan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12
tahun 2012, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan
kurikulum. Namun pada pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama
agar dapat mencapai hasil yang optimal. Perubahan ini disesuaikan dengan
potensi, keunggulan dan kemampuan perguruan tinggi tersebut dengan mem-
perhatikan kondisi mahasiswa secara umum di perguruan tinggi (Edi Saputra,
2015). Mahasiswa merupakan insan dewasa, sehingga dianggap sudah memiliki
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kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual,
ilmuwan, praktisi, dan atau profesional.
Penanaman nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari menjadi
kurang terinternalisasi melalui pembelajaran PKn di kelas. Sehingga menyebabkan
semakin sulit mengembangkan Pendidikan Karakter dikarenakan materi PKn
lebih fokus pada materi pendidikan politik dan hukum.
Permasalahan karakter bangsa Indonesia secara umum tampak pada
hilangnya karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral,
bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik. Khusus pada mahasiswa,
terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seks bebas, kriminalitas,
terjebak pada terorisme dan pemaham yang sesat terhadap agama. Sementara
itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat tidak
lagi berorientasi atau dijiwai oleh Iman dan Takwa kepada Tuhan yang Maha
Esa (Gunaryadi, 2012).
Untuk itu, diperlukan sebuah konten PKn yang berbasis pada sudut
pandang Agama, terkhusus kajian Islam pada setiap konten atau materi pada
PKn sebagaimana yang disajikan dalam buku ini.
Bahan Diskusi:
- Apa hakikat pendidikan kewarganegaraan dari analisa saudara berdasarkan
penjelasan di atas? Rumuskan pengertian PKn menurut Anda.
- Bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di Negara, serta bagi
saudara sebagai warga Negara?
- Coba saudara analisa, apa yang melatarbelakangi terjadi perubah nama
pada PKn?




Identitas itu berasal dari bahasa Inggris yaitu “identity” yang dapat
diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang,
kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Ciri-ciri
itu adalah suatu yang menandai suatu benda atau orang. Ada ciri-ciri fisik
dan ada ciri-ciri non fisik. Misalnya: orang Cina mempunyai ciri fisik tersendiri,
misalnya matanya sipit, kulitnya putih. Sedangkan orang Irian atau Papua
juga mempunya ciri fisik tersendiri misalnya kulitnya hitam dan rambutnya
keriting. Ciri-ciri yang bersifat non fisik misalnya, gaya seseorang ketika berbicara,
ketika bermain, ketika bermain dan sebagainya.
Kata Identity menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia yaitu identitas
atau jati diri. Jadi, identity atau identitas atau jati diri, dapat memiliki dua arti:
pertama, identitas atau jati diri yang menunjuk pada ciri-ciri yang melekatkan
pada diri seseorang atau sebuah benda, dan yang kedua, identitas atau jati
diri dapat beerupa surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang
dan riwayat hidup seseorang. Disamping itu, identitas atau jati diri dapat
juga digunakan untuk menggambarkan pengertian diri sendiri yang menyangkut
siapa dia (baik laki-laki maupun perempuan).
Ada dua sumber utama dari identitas atau jati diri seseorang: pertama,
aturan-aturan sosial yang menjelaskan dari defenisi tingkah laku tertentu
dan sejarah hidup seseorang. Kedua, orang lain, yaitu yang satu dengan orang-
orang yang lainnya berdasarkan konsepsi mereka dari identitas mereka masing-
masing pada dua sumber tadi.
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Identitas atau jati diri adalah pengenalan atau pengakuan terhadap
seseorang yang termasuk dalam suatu golongan yang dilakukan berdasarkan
atas serangkaian ciri-cirinya yang merupakan suatu satuan bulat dan menyeluruh,
serta menandainya sehingga ia dapat dimasukkan dalam golongan tersebut
(Parsudi Suparlan, 1999).
Singkatnya identitas merupakan ciri atau penanda yang dapat membedakan
antara seseorang dengan yang lain. Identitas umumnya berlaku pada entitas
yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama,
alamat, jenis kelamin, agama, pekerjaan dan sebagainya.
Contohnya: polisi mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menyebabkan
ia dibedakan dengan yang lain. Ciri-ciri dari polisi tersebut merupakan
satu satuan yang bulat dan menyeluruh, serta menandainya sehingga ia dapat
dimasukkan dalam golongan tersebut menyebabkan seseorang dapat digolongkan
sebagai polisi. Jika seseorang memakai atau mengenakan ciri-ciri polisi, ternyata
ciri-ciri polisi yang ia kenakan tidak lengkap atau tidak mencerminakan layaknya
seorang polisi, maka jati diri orang tersebut sebagai polisi diragukan kebenarannya,
dan orang tersebut dapat diidentifikasikan sebagai polisi gadungan.
Sejatinya, identitas juga dapat diwujudkan dalam seuatu benda sebagai
pengenal diri atau penanda yang dimiliki oleh sesorang, pribadi dan dapat
pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk
identitas diri, misal dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), ID Card, Surat
Ijin Mengemudi, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa.
Berbeda dengan pendapat Soedarsono (2002) ia menyatakan konsep
identitas dimaknai sebagai tanda diri kita, yang menunjukkan siapa kita
walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah,
artinya belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Sedangkan
jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya.” Makna identitas dalam konteks
ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Jati diri sebagai sifat
dasar manusia. Dinyatakannya bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang
nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang.
Hemat penulis, hal inilah yang seharusnya diajarkan dan ditanamkan
kepada mahasiswa karena identitas seharusnya bukan hanya sekedar pengenalan
diri dengan yang tampak saja yang biasanya ditampilkan dengan simbol atau
lambing ataupun benda. Sejatinya, identitas harus berupaya diungkap dengan
jati diri atau lebih kepada sikap, karakter seseorang, dengan harapan akan
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timbul upaya yang kuat dalam membentuk jati diri dari aspek sikap dan
karakter bukan hanya sekedar simbol formalitas saja. Identitas dari aspek
jenis kelamin misalnya, kalau anda memiliki identitas laki-laki, maka tunjuklah
secara fisik bahwa anda adalah laki-laki baik dari potongan rambut, suara,
bentuk tubuh, dll. Selain itu, sebagai laki-laki juga harus menunjukkan jati
dirinya yang bertanggungjawab, dominasi akal dari pada perasaan, bersikap
tegas bukan sebaliknya bersikap “klemak-klemek” (lambat, tidak memiliki
pendirian) dll. Begitu pula kalau anda sebagai wanita maka tunjukkan fisik
dan sikap karakter anda sebagai wanita, bukan sebaliknya tomboy, urak-urakan,
dekil, dll.
Ciri-ciri individu ini dapat dipengaruhi oleh interaksi dalam kelompok.
Pengalaman kelompok inilah yang membuat makhluk manusia mempunyai
ciri-ciri yang bersifat manusiawi. Melalui pengalaman berkelompoklah dapat
menghayati norma-norma kebudayaan, serta bersama-sama memiliki nilai-
nilai, tujuan, perasaan, dan kebanyakan hal yang membedakan manusia
dengan jenis hewan lainnya.
Perasaan dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh keanggotaan
kelompok. Apakah seseorang itu akan menjadi pengecut atau pahlawan
dikarenakan dipengaruhi oleh interaksi dalam kelompoknya. Inilah yang
dapat mungkin dikatakan bahwa didalam mempelajari identitas kolektif
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga kerekatan antara satu
dengan yang lainnya dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, identitas
setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya, secara alami akan berakulturasi
dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Oleh karena itu, lingkungan
yang kondusif dibutuhkan untuk membentuk identitas individu maupun
kelompok yang baik, sejahtera dan makmur sehingga membantu dalam
upaya mewujudkan good citienzhip.
Sehingga dapat disimpulkan Identitas itu adalah jati diri seseorang
atau kelompok. Dimana identitas muncul dan ada dalam interaksi. Interaksi
adalah kenyataan empirik yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain
atau dengan kelompok lain yang berupa tindakan para pelaku yang menandakan
adanya hubungan antar para pelaku tersebut. Seseorang mempunyai jati
diri tertentu karena adnya pengakuan atas keberadaannya oleh seseorang
atau orang dalam hubungan yang berlangsung.
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B. Pengertian Identitas Nasional
Setelah dibahas panjang tentang Identitas, maka selanjutnya akan dibahas
tentang Nasional. Nasional berasal dari bahasa Inggris “national” yang dapat
diartikan “warga negara” atau “kebangsaan. Sedangkan asal katanya adalah
“nation” yang berarti bangsa (Winarno, 2013).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan;
berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa.
Sehingga identitas nasional berasal dari kata “national identity”, yang
dapat diartikan sebagai “kepribadian nasional” atau “jati diri nasional”. Kepribadian
nasional atau jati diri nasional yang berarti jati diri yang dimiliki oleh suatu
bangsa. Kepribadian atau jati diri satu bangsa akan berbeda dengan kepribadian
atau jati diri bangsa lain.
Tilaar (2007) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian
bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang
karena dari padanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya,
seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan
kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam
konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya
sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan
bangsa lainnya.
Indonesia merupakan sebuah negara yang khas karena memiliki ciri
tersendiri. Tak ada negara lain, selain Indonesia, yang terbentang 5.077 km
jauhnya, terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil. Sejak mendaulat diri
sebagai sebuah negara, Indonesia telah memiliki berbagai keanekaragaman
sosial dan budaya. Indonesia ditinggali oleh 90% penduduk muslim dan
10 % nonmuslim dengan ribuan tradisi, ratusan suku bangsa, dan berbagai
bahasa daerah. Keberagaman yang amat mempesona dan bangsa ini menempuh
kesehariannya yang beraneka dalam keadaan yang cukup damai serta terkendali.
Hasil survei dan verifikasi terakhir di tahun 2010, Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 13.000
pulau yang menyebar dari Sabang hingga Merauke (antaranews, 2011). Indo-
nesia juga terdiri dari lebih 491 etnis dan berbicara dalam 567 bahasa dan
dialek berbeda (Ministry of Culture and Tourism Republic of Indonesia,
Directorate General of Marketing, 2011). 
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Lebih dari hal di atas, Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan
sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan
pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang
membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat
diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat
batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani.
Kedua hal inilah, yang sebelumnya telah diungkapkan oleh penulis
bahwa identitas itu bukan hanya sekedar simbol, lambang, kondisi wilayah,
dll tapi lebih kepada paradigma, ideologi, keyakinan, dan karakter dari
bangsa itu sendiri sehingga penghormatan bangsa lain akan lebih meningkat
terhadap Indonesia.
Gambar 5: KTP Merupakan Identitas
Kita memiliki laut yang luas, hutan dan tanah yang subur, tapi kalaulah
karakter bangsa Indonesia adalah ‘perusak, serakah’ dll maka itu tidak ada
artinya dimata bangsa lain, karena akhirnya itu semua akan rusak, hancur,
bahkan binasa.
Identitas nasional atau jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan
bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan
bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan
usaha yang sangat dibutuhkan karena sebagai akar dalam keutuhan hidup
berbangsa dan bernegara (Rahayu, 2007).
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Ungkapan serupa oleh Kaelan (2006) bahwa identitas nasional pada
hakikatnya adalah manisfestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang
dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan
ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.
Kepribadian atau jati diri nasional di Indonesia diadopsi dari nilai-
nilai agama dan nilai-nilai budaya yang diyakini kebenarannya. Jika ada yang
mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa
yang berbudaya, bangsa yang beretika, maka itulah yang dikatakan kepribadian
atau jati diri nasional bangsa Indonesia. Walaupun istilah ini menurut hemat
penulis lebih tepatnya harus diistilahkan dengan “bangsa berTuhan atau
berAgama” sehingga bangsa Indonesia ini “tidak asing, tidak rancu, tidak
sinis, tidak anti, tidak kepo” dengan Tuhan/Agama, sehingga dalam berkehidupuan
berbangsa dan bernegara harus identik dengan nilai kebaikan dan kebenaran
yang diajarkan dalam Agama.
Jika dalam kehidupan sehari-hari tidak mengindahkan nilai-nilai agama,
maka menurut pandangan penulis, sejatinya bangsa Indonesia tidak memiliki
kepribadian atau jati diri nasional sehingga tidak layak dikatakan sebagai
bangsa yang berTuhan atau berAgama. Dimana sila pertama dalam Pancasila
jelas dan tegas dituliskan “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini merupakan identitas
Nasional kita yang Pertama dan yang Utama.
Sedangkan sila-sila yang lain berhubungan dengan nilai-nilai sosial seperti
nilai kemanusian, nilai persatuan, nilai demokrasi/musyawarah/ kebersamaan,
dan nilai keadilan. Sopan-santun, ramah- tamah juga merupakan bagian dari
sekian banyak dari jatidiri nasional Indonesia. Jatidiri nasional sebagaimana
yang dijelaskan di atas harus terus dipupuk dan dilestarikan , sehingga bangsa
Indonesia tetap digolongkan oleh bangsa lain sebagai sukubangsa yang berTuhan/
berAgama dan beradab.
C. Faktor Terbentuknya Identitas Nasional
Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional
yaitu faktor primodial dan faktor kondisional.
Faktor primodial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat
alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi dan demografi.
Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan
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yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar
wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan
demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.
Faktor kondisional atau faktor subyektif adalah keadaan yang mempengaruhi
terbentuknya identitas nasional. Faktor subyektif meliputi faktor historis,
sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis
ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia,
beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya.
Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut.
Misalnya, Identitas nasional terbentuk karena bangsa Indonesia merasa
sebagai bangsa yang memiliki pengalaman bersama, sejarah yang sama, dan
penderitaan yang sama.
Diketahui bahwa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai
pengalaman yang sama dan juga memiliki sejarah yang sama dalam mengusir
penjajah dari Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang mendalam,
baik secara fisik maupun non fisik. Pengalaman yang begitu pahit inilah yang
akhirnya membuat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok
atau wilayah, suku, agama yang berbeda, bersama-sama mewujudkan keinginan
bersama dalam mengusir penjajah untuk merdeka.
Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang dapat membentuk suatu
identitas nasional. Identitas nasional juga terbentuk melalui saling adanya
kerjasama antara identitas kelompok yang satu dengan identitas kelompok
yang lain. Meskipun kelompok yang satu dengan kelompok yang lain mempunyai
banyak perbedaan, namun keinginan kuat di antara mereka untuk saling
merekatkan kelompoknya dengan kelompok yang lain dapat juga membentuk
identitas nasional.
Selain kedua faktor tersebut terdapat faktor lain yaitu faktor sakral
dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner
yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan Ideologi merupakan
faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara.
Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru.
Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Tokoh kepemimpinan
dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula
dijadikan faktor yang menyatukan bangsa negara.
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Prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan (unity in deversity)
juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Yang disebut bersatu dalam
perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang
disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada
suku bangsa, adat, ras, agamanya (Astawa, 2017).
Sesungguhnya warga bangsa memiliki kesetiaan ganda (multiloyalities).
Warga setia pada identitas primordialnya dan warga juga memiliki kesetiaan
pada pemerintah dan negara, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang
lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di bawah
satu pemerintah yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama di bawah
satu bangsa meskipun berbeda latar belakang. Oleh karena itu, setiap warga
negara perlu memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap
suatu identitas bersama yang tujuannya adalah menegakkan Bhinneka Tunggal
Ika atau kesatuan dalam perbedaan (unity in deversity) suatu solidaritas yang
didasarkan pada kesantunan (civility).
Kenyataan saat ini adalah, bangsa dihadapkan dengan adanya krisis
kepercayaan terhadap pemimpinnya, yang kelihatannya seolah-olah mengesampingkan
agama dengan Negara, menomorduakan Kitab Suci, memarginalkan tokoh
agama, dll.
Seyogyanya Agama merupakan pondasi dasar dalam membangun peradaban
bangsa bukan malah dianggap atau dicurigai sebagai “racun” dalam berbangsa
dan bernegara. Akan tetapi menjadi CATATAN PENTING, bahwa yang diajarkan
dalam agama khusunya agama Islam, juga menerima nilai-nilai kebudayaan
yang disepakati bersama selama tidak menodai dan menciderai keyakinan
beragama.
Seorang yang memiliki identitas nasional, ia harus memililki rasa kebanggaan
bahwa Indonesia sebagai negaranya, karena salah satu ciri dari identitas atau
jatidiri nasional orang Indonesia adalah orang yang mempunyai peradaban
yang tinggi. Rasa kebanggaan juga harus ditingkatkan pada kecintaan, dan
rasa cinta inilah yang harus dapat diwujudkan dalam prilaku yaitu menjaga
dan mengembangkan identitas nasional. Jika seseorang merasa bahwa dirinya
adalah bagian dari bangsa Indonesia, maka konsekuensinya adalah ia harus
berbuat dan berkorban untuk bangsanya, mahasiswa harus mengorbankan
waktu, pikiran, tenaga, uang, dll untuk menyelesaikan kuliahnya, sembari
memberikan kontribusinya bagi bangsa dan Negara.
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D. Identitas Nasional di Indonesia
Setiap negara yang merdeka dan berdaulat dapat dipastikan berupaya
memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-
bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu
menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup Negara-bangsa. Negara-bangsa
memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan
bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan.
Untuk itu, pertanyaan yang ditimbulkan dalam benak kita adalah apa,
siapa, dimana, sejak kapan, mengapa, dan bagaimana kondisi Indonesia? Dari
pertanyaan ini maka akan muncul pengetahuan tentang cirri/karakteristik
Negara-bangsa Indonesia yang membedakan dengan negara lain.
Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan,
adat istiadat, serta karakter khas suatu Negara misalnya: pakaian adat, batik,
tarian adat, dll. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin
dalam simbol-simbol kenegaraan seperti: Pancasila, Bendera Merah Putih,
Bahasa Nasional yaitu Bahasa Indonesia, Semboyan Negara yaitu Bhinneka
Tunggal Ika, Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila, Konstitusi (Hukum Dasar)
negara yaitu UUD 1945 serta Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan–pahlawan rakyat masa perjuangan nasional
seperti Pattimura, Hasanudin, Lafran Fane, Ki Hajar Dewantara dll.
Identitas nasional Indonesia yang menunjukan jati diri bangsa tercantum
dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 35, 36,
36A, 36B, 36C dijelaskan mengenai tentang bendera, bahasa, lambang negara,
serta lagu kebangsaan Indonesia.
1. Bendera Negara Indonesia
Bendera Negara Indonesia disebut dengan Bendera Pusaka Sang Saka
Merah Putih. Ketentuan tentang bendera Negara diatur dalam Undang-undang
Negara No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 1a, pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera
merah putih dikibarkan pertama kali pada Tanggal 17 Agustus 1945 Bendera
Sang Merah Putih dikibarkan saat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945 di jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta
disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka
Merah Putih disimpan dan dipelihara di monument Nasional Jakarta.
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Gambar 6: Bendera Merah Putih
2. Bahasa Negara
Bahasa Negara Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia
sebagai bahasa Negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-Undang
No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 1b, pasal 25 sampai 45. Bahasa Indonesia
berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan
(lingua franca), setelah itu diangkat dan diikrarkan sebagai Bahasa persatuan
pada kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat
bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati
diri dan identitas nasional Indonesia.
3. Lambang Negara
Lambang Negara Indonesia adalah Burung Garuda Pancasila. Selanjutnya
yang diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 1c, pasal
46 sampai 57.
Adapun arti dan makna simbolik dari lambang Negara Burung Garuda
ialah burung yang dinamakan juga “Sang Raja Wali” seperti yang disebutkan
dalam cerita Ramayana dan Bharatayuda.
- Burung tersebut merupakan lambing kekuasaandan kekuatan
- Sayap yang masing-masing terdiri dari 17 helai, berarti tanggal 17. Ekor
burung yang terdiri dari 8 helai, berarti bulan ke-8 atau bulan Agustus.
- Jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu
kecil di bawah leher sebanyak 45 helai, berarti tahun 1945 hal ini mengigatkan
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kita pada tanggal 17 Agustus 1945, Hari Proklamasi Kemerdekaan NKRI,
yang dikumandangkan oleh Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan
Timur (sekarang Jalan Proklamasi) nomor 56 Jakarta.
Gambar 7: Garuda Pancasila Lambang Negara
4. Lagu Kebangsaan
Lagu kebangsaan Indonesia yang diakui menjadi suatu lagu resmi dan
menjadi simbol negara adalah Lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ini diatur
dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 1d, pasal 58 sampai
64. Lagu Kebangsaan dapat membentuk identitas nasional suatu negara dan
dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukan nasionalisme dan patriotism.
Perbedaan antara lagu kebangsaan dengan lagu patriotik adalah bahwa
lagu kebangsaan ditetapkan secara resmi menjadi simbol suatu negara dan
menjadi ciri khasnya. Indonesia Raya, Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf
Soepratman pada tahun 1924.
31Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
Gambar 8: Indonesia Raya Lagu Kebangsaan
Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki banyak agama, dan
suku bangsa, maka Indonesia dikatakan sebagai negara yang rawan konflik.
Meskipun Indonesia memiliki agama, sukubangsa yang berbeda-beda dan
kebudayaan yang bermacam-macam tentu saja tidak ada yang menginginkan
bahwa perbedaan tersebut menjadi penghambat persatuan, justru dengan
adanya perbedaan akan memberikan motivasi untuk menjadi bangsa yang
bersatu dan bukan bangsa yang terpecah-pecah akibat adanya perbedaan.
Ditambah lagi pada era globalisasi ini eksistensi bangsa-bangsa di dunia
sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional
baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Apabila bangsa tersebut
tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang
menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-
ambing oleh tantangan zaman.
Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan
menjadi kacau, bimbang dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan
hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu
merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai
bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena
itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat
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mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-
cita dan tujuan hidup bersama.
Sehingga, kebijaksanaan integrasi nasional merupakan solusi strategis
yang harus diterapkan oleh pemerintah hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan
identitas nasional. Penciptaan identitas kebudayaan Indonesia adalah salah
satu tujuan integrasi nasional.
Salah satu contoh penerapan integrasi nasional adalah sebagai warga
negara Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya pembentukan negara
ini, sehingga dapat menambah kecintaan kita pada tanah air ini. Para pendiri
negara Indonesia (the founding fathers) menyadari bahwa negara Indonesia yang
hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan
golongan yang beragam. Hal yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu
sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, citacita, dan karena
berasal dalam ikatan wilayah atau wilayah yang sama.
Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan,
yang pada gilirannya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu
penjajahan dan tidak lagi mau dan terikut untuk diadu domba oleh bangsa
lain. Selanjutnya nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan
negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya
masyarakat yang adil dan makmur.
Bahan Diskusi:
- Menurut saudara Apa itu Identitas Nasional?
- Mengapa identitas diperlukan oleh setiap orang?
- Aga urgensinya identitas bagi suatu bangsa dan negara?
- Apa yang mengakibatkan suatu Bangsa dan Negara kehilangan identitasnya?
- Bagaimana agar identitas nasional tidak rapuh, terkikis, atau hilang
yang diakibatkan oleh globalisasi?
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BAB IV
KONSEP NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
A. Pengertian Negara
Istilah negara yang menggunakan kata-kata asing yaitu “Staat” (bahasa
Belanda dan Jerman), “State” (bahasa Inggris), “Etat’’ (bahasa Perancis), “lo
stato” (Itali) yang kesemuanya memiliki arti adalah “status, kedudukan”
yang secara etimologis tidak ada hubungannya memiliki pengertian “Negara”.
Barulah pada abad ke-16 kata itu dipertalikan dengan kata “Negara” atau
“kesatuan wilayah yang dikuasai”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Negara adalah organisasi di
suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati
oleh rakyatnya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara adalah kelompok sosial
yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan
politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Beberapa ahli mengemukakan, konsep Negara, sebagaimana Abyhara
(2010) menuliskan bahwa Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi
yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk
kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk
melindungi, menyejahterakan masyarakat yang dinaunginya.
Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authorithy)
yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama
rakyat.
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Harold J. Laski mengungkapkan bahwa Negara adalah suatu masyarakat
yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa
dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan
bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang
hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan
mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus
ditaati baik oleh individu maupun oleh Asosiasi-Asosiasi ditentukan oleh
suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi
pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat
yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia
dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
Budiardjo (1984) mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi yang
dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaanya secara sah terhadap
semua golongan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan
bersama itu.
Berdasarkan pendapat ahli dia atas maka definisi umum tentang negara
adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat
dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan-
undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan
yang sah.
Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis
dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah
dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan
lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama
itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai mana kekuasaan
dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan
golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian
ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari
penduduknya ke arah tujuan bersama.
Berdasarkan penjelasan di atas, sejatinya pembahasan tentang terbentuknya
suatu Negara perlu dijelaskan lebih terperinci berdasarkan teori-teori.
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B. Asal Mula Terbentuknya Negara
Asal mula negara merupakan satu masalah yang tersulit dirumuskan
dalam ilmu politik. Disebabkan karena perihal genetika negara, saat-saat negara
yang dibentuk, belum ada bukti-bukti yang meyakinkan. Karena tiadanya
bukti-bukti yang meyakinkan itu, teori-teori tentang asal mula negara bercorak
spekulatif dan abstrak dan lebih banyak merupakan renungan-renungan
dan pemikiran-pemikiran teoritis-deduktif dari uraian-uraian yang empiris-
induktif.
Teori-teori tentang asal-mula negara dapat dimasukkan ke dalam dua
golongan besar, yakni teori yang spekulatif dan teori yang historis atau teori
yang evolusionistis.
a. Teori Spekulatif
Teori spekulatif memiliki bagian diantaranya: kontrak sosial, teori teokratis,
teori kekuatan, teori patriarkhal, teori organis, teori daluwarsa, teori alamiah,
dan teori yang bersifat idealistis.
1. Teori Kontrak Sosial
Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa
Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini
adalah salah satu teori yang terpenting asal usul negara. Di samping tertua,
teori ini juga relatif bersifat universal, karena ditemukan baik dalam tulisan-
tulisan sarjana Barat maupun dalam tulisan-tulisan sarjana Timur, baik dalam
agama Nasrani maupun dalam agama Islam.
Hobbes mengungkapkan bahwa pada umumnya kehidupan manusia
yang terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada negara
(status naturalis. State of nature) dan keadaan bernegara. Bagi Hobbes, keadaan
alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman sentosa, adil dan makmur.
Tetapi sebaliknya, keadaan alamiah itu merupakan suatu keadaan sosial yang
kacau, suatu “inferno” di dunia ini tanpa hukum yang dibuat oleh manusia
secara sukarela dan tanpa pemerintah, tanpa ikatan-ikatan sosial antarindividu
itu. Dalam keadaan demikian,” hukum” dibuat oleh mereka yang dibuat
oleh mereka yang fisiknya terkuat sebagaimana keadaan di hutan belantara.
Manusia seakan-akan merupakan binatang dan menjadi mangsa dari manusia
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yang fisik lebih kuat dari padanya. Keadaan ini dilukiskan dalam bahasa
Latin “homo homini lupus”.
Manusia saling bermusuhan, terus menerus terus menerus dalam keadaan
perang-perangan Yang satu melawan yang lain, keadaan ini dikenal sebagai
“bellum omnium contra omnes” (perang antara semua melawan semua). Bukan
perang dalam arti peperangan yang terorganisasikan, tetapi perang dalam
arti keadaan bermusuhan yang terus menerus antara individu dan individu
lainnya.
Keadaan serupa tidak dapat dibiarkan berlangsung terus, manusia dengan
akalnya mengerti dan menyadari bahwa demi kelanjutan hidup mereka sendiri,
keadaan alamiah itu harus diakhiri. Hal ini dilakukan dengan mengadakan
perjanjian bersama, individu- individu yang tadinya hidup dalam keadaan
alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya
kepada seseorang atau sebuah badan.
Akan tetapi, perjanjian saja belum cukup, orang atau sekelompok
orang yang ditunjuk itu harus diberikan pula kekuasaan. Negara harus berkuasa
penuh sebagaimana halnya dengan binatang buas “leviathan” yang dapat
menaklukkan segenap binatang buas lainnya. Negara harus diberikan kekuasaan
yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi dan disaingi
oleh kekuasaan apapun. Di dunia ini tiada kekuasaan yang dapat menandingi
dan menyaingi kekuasaan Negara.
Dengan perjanjian seperti itu tidak mengherankan bahwa Hobbes meletakkan
dasar-dasar falsafah dari negara yang mutlak, teristimewa negara kerajaan
yang absolut. Hobbes adalah seorang royalis yang berpendirian bahwa hanya
negara yang berbentuk negara kerajaan yang mutlaklah dapat menjalankan
pemerintahan yang baik. (Isjwara, 1982).
Lain pula dengan pandangan Locke, keadaan alamiah ditafsirkan sebagai
suatu keadaan di mana manusia hidup bebas dan sederajat, menurut kehendak
hatinya sendiri. Keadaan alamiah ini sudah bersifat sosial, karena manusia
hidup rukun dan tentram sesuai dengan hukum akal (law of reason) yang
mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan,
kebebasan dan milik sesamanya.
Dalam konsepsi tentang keadaan alamiah ini terletak pada perbedaan
pertama antara Locke dan Hobbes. Bila Hobbes melihat keadaan alamiah
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sebagai suatu keadaan anarkhi, Locke sebaliknya melihat keadaan itu sebagai
suatu keadaan “of peace, goodwill, mutual assistance and preservation”.
Locke juga merasakan bahwa keadaan itu potensial dapat menimbulkan
anarki, karena manusia hidup tanpa organisasi dan pimpinan yang dapat
mengatur kehidupan mereka. Dalam keadaan alamiah setiap individu sederajat,
baik mengenai kekuasan maupun hak-hak lainnya, sehingga penyelenggaraan
kekuasaan dan yurisdiksi dilakukan oleh individu sendiri-sendiri, berdasarkan
asas timbal balik (treciprocity). Setiap individu adalah hakim dari perbuatan
dan tindakannya. Keadaan alamiah, karena itu, dalam dirinya sendiri mengandung
potensi untuk menimbulkan kegaduhan dan kekacauan. Oleh karena itu,
manusia membentuk negara dengan suatu perjanjian kepemilikan bersama.
Locke memberi garis peringatan bahwa penguasa tidak pernah mutlak
tetapi selalu terbatas. Karena dalam mengadakan perjanjian dengan seorang
atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-
hak alamiah mereka. Ada hak-hak alamiah yang merupakan hak-hak asasi
yang tidak dapat dilepaskan, juga tidak oleh individu itu sendiri. Dan penguasa
yang diserahi tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan harus
menghormati hak-hak asasi itu. Juga dalam konstruksi perjanjian itu terdapat
perbedaan fundamental antara Locke dan Hobbes.
Jika Hobbes hanya mengkonstruksi satu jenis perjanjian masyarakat
saja, yaitu pactum subjectionist. Locke mengajukan kontrak itu dalam fungsinya
yang rangkap. Pertama, individu dengan individu lainnya mengadakan suatu
perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara.
Ini adalah perbedaan kedua antara Locke dan Hobbes.
2. Teori Teokratri (Ketuhanan)
Teori ini bersifat universal. Dapat ditemukan baik di dunia Timur maupun
di dunia Barat, baik di dalam teori maupun dalam praktik.
Tatkala manusia dalam keadaan alamiah yang anarkis itu menderita
keganasan-keganasan dari keadaan itu, maka mereka menghampiri Tuhan
dan memohon kepadanya agar Tuhan menyediakan seorang Raja bagi mereka
yang dapat menolong melepaskan mereka dari keadaan yang ganas dan kacau
balau itu. Sehingga Raja tersebut di gelar sebagai makhluk yang suci. Baik di
India, Mesir, Jepang, China, dll.
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Doktrin Teokratis (ketuhanan) ini memperoleh bentuknya yang sempurna
dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa dalam Abad Pertengahan yang menggunakan
teori itu untuk membenarkan kekuasaan raja-raja yang mutlak. Dengan mengambil
doktrin ketuhanan sebagai alasan, dikatakan bahwa raja bertahta karena
kehendak Tuhan. Doktrin ini mengemukakan hak-hak raja yang berasal dari
Tuhan, untuk memerintah dan bertahta sebagai raja (Devine Rights of Kings).
Doktrin ketuhanan lahir sebagai resultante-resultante köntroversial dari kekuasaan
politik dalam Abad Pertengahan. Kaum “monarchomach” (penentang raja)
berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tiranik dapat diturunkan dari
mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber
kekuasaan adalah rakyat, sedangkan raja-raja pada waktu itu beranggapan kekuasaan
mereka diperoleh dari Tuhan.
3. Teori Kekuatan
Teori kekuatan adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap
kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan.
Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih
kuat terhadap kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan
negara.
Negara merupakan resultante positif dari sengketa dan penaklukan.
Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah sebagai suatu faktor tunggal yang
menimbulkan suatu negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan
dan yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk negara itu. Dalam
teori ini pula “kekuatan membuat hukum (might make right). Kekuatan adalah
pembenarannya dan raison d’etre-nya negara”.
Doktrin kekuatan merupakan hasil analisa antropososiologis dari pertumbuhan
suku-suku bangsa di masa lampau, terutama suku-suku bangsa yang masih
primitif. Dalam sejarah tampak bahwa suku-suku bangsa yang bertetangga
terus menerus berada dalam keadaan permusuhan dan pertikaian. Semula
kelompok etnis yang ditaklukkan itu juga dimusnahkan, tetapi lambat laun
penakluk mempertahankan kelompok yang ditaklukkan itu dan itulah menandakan
saat lahirnya Negara.
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4. Teori Patriarkhal dan Teori Matriarkhal
Teori patriarkhal adalah kesatuan sosial yang paling utama dalam masyarakat
primitif. Dimulai dari Ayah yang berkuasa dalam keluarga dan garis keturunan
diambil dari pihak ayah. Selanjuntya keluarga berkembang biak dan terjadilah
beberapa keluarga yang kesemuanya dipimpin oleh kepala (ayah) keluarga
induk. Lambat laun keluarga-keluarga tersebut menjadi kesatuan etnis yang
besar dan terjadilah suku patriarkhal (gens) yang pertama.
Suku pertama ini masih dikuasai oleh kepala keluarga induk. Kepala-
kepala suku merupakan primus inter pares, sampai saat dibentuk semacam
pemerintahan yang disentralisasikan. Lambat laun persekutuan suku itu meluas,
karena lancarnya hubungan dengan suku-suku tetangga. Dengan kelancaran
perhubungan ini timbul pula masalah-masalah baru yang memperluas fungsi
kepala-kepala keluarga. Suku menjadi persekutuan-persekutuan etnis yang
bercorak ragam dan inilah benih-benih pertama dari negara. Negara adalah
perkelompokan beberapa suku.
Matriarkhi dalam hal ini adalah persekutuan, yang terdapat hak-hak
keibuan (mother right) yang mungkin didampingi pimpinan kaum ayah (father
rule). Menurut teori matriarkhal, persekutuan primitif yang pertama tidak
mengenal pria sebagai kepala keluarga, tidak ada semacam pater familias dari
keluarga-keluarga Romawi atau seorang patriarch yang menguasai persekutuan
itu. Malahan sebaliknya, garis keturunan ditarik dari kaum ibu; kekeluargaan
didasarkan atas ibu dan keturunannya. Hubungan darah ditentukan oleh
keturunan ibu. Bukan gens yang merupakan kesatuan yang terutama, tetapi
clan.
5. Teori Organis
Konsepsi organisasi tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu
konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah- istilah ilmu alam.
Negara dianggap atau dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau
binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap
sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Doktrin organis dari segi isinya dapat
digolongkan ke dalam teori-teori organisme moral (Negara terbentuk karena
kodrat manusia sebagai makhluk moral), organisme psikis (Negara terbentuk
dan berkembang dipersamakan seperti perkembangan intelektual individu),
organisme biologis (adanya persamaan Negara dengan makhluk hidup asal
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mula, perkembangan, organisasi dan aktivitas negara diselidiki seperti kelahiran,
struktur dan fungsi fungsi organisme biologis) dan organisme sosial (Negara
sebagai salah satu bentuk perkelompokan, dan perkumpulan sosial) (Isjwara,
1982).
6. Teori Daluwarsa
Menurut teori daluwarsa, raja bertahta bukan karena jure divino (kekuasaan
berdasarkan hak-hak ketuhanan), tetapi berdasarkan kebiasaan, jure consuetudinario.
Raja dan organisasinya yaitu negara kerajaan timbul karena adanya pemilik
yang sudah lama, yang kemudian melahirkan hak milik. Raja bertahta karena
hak milik itu yang didasarkan atas hukum kebiasaan.
Teori daluwarsa juga dikenal sebagai doktrin legitimisme dan dikembangkan
di Perancis dalam abad ke I7. Misalnya oleh Jean Bodin yang menghubungkan
teori daluwarsa atau teori legitimisme dengan teori patri-arkhal. Loseau,
seorang sarjana hukum bangsa Perancis, membentangkan dan mempertahankan
doktrin milik karena kadaluwarsa. Raja, menurutnya, bertahta dengan cara
yang berbeda- beda, ada yang bertahta dengan seizin rakyat dan ada pula
yang dengan kekuatan belaka. Tetapi semua raja yang bertahta itu kemudian
memperoleh kedaulatan karena daluwarsa. Dengan perkata lain, raja karena
daluwarsa menjadi pemilik kedaulatan. Doktrin milik karena daluwarsa,
jika memang dapat menerangkan asal mula negar-negara dan kekuasaan raja,
hanya terbatas pada negara-negara yang berbentuk monarkhi saja, karena
doktrin itu khusus berkisar pada raja dan negara kerajaan. (Isjwara. 1982.).
7. Teori Alamiah
Teori alamiah (natural theory) tentang asal-mula negara pertama-tama
dikemukakan oleh Aristoteles. Baginya, negara adalah ciptaan alam. Kodrat
manusia membenarkan adanya negara, karena manusia pertama-tama adalah
makhluk politik (zoon politicon) dan baru kemudian makhluk sosial. Karena
kodrat itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara.
Yang dimaksud dengan zoon politicon ialah manusia baru merupakan
manusia yang sempurna, manusia yang beretis baik,apabila manusia hidup
dalam sesuatu ikatan kenegaraan. Di luar negara, manusia hanya mengenal
dua opsi: dia binatang atau dewa. Negara adalah organisasi yang rasional
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dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuan dalam hidupnya,
untuk mencapai yang baik dan adil. Karena itu, Aristoteles melihai tujuan
dan raison d’etre dari negara adalah dalam memberikan dan mempertahankan
hidup yang baik (the good life) bagi individu yang merupakan komponen-
komponen dari negara. Harus ditambahkan dalam hal ini bahwa bagi Aristoteles
negara ialah negara kota atau “polis.
8. Teori Idealistis
Teori idealistis dikenal juga dengan nama-nama lain seperti teori mutlak,
teori filosofis dan lebih lazim lagi dengan nama teori metafisis. Barangkali lebih
tepat jika dikatakan bahwa nama-nama itu semua tidak ada yang salah, karena
masing-masing dengan sifat-sifat khas dari teori idealistis. Teori itu bersifat
idealistis karena merupakan pemikiran tentang negara sebagaimana negara
itu “seharusnya ada”, “negara sebagai ide”. Teori ini bersifat mutlak karena
melihat negara sebagai suatu kesatuan. Teori ini bersifat filosofis karena
merupakan renungan-renungan tentang negara dan bagaimana negara itu
seharusnya ada; dan teori itu bersifat metafisis karena adanya negara dianggap
terlepas dari individu yang menjadi bagian dari bangsa. Negara memiliki kemauan
sendiri, kepentingan sendiri dan nilai-nilai moralitas sendiri. Menentang
kekuasaan negara tidak pernah dapat dibenarkan. Kewajiban menaati negara
adalah suatu tugas suci, sekalipun penguasa itu tidak sah karena negara menjelmakan
idea yang suci dan bersifat ketuhanan.
Maka dari itu, teori idealistis memandang negara sebagai kesatuan yang
mistis yang bersifat supranatural. Negara memiliki hakikat-hakikat yang terlepas
dari komponen- komponennya. la bukan ciptaan mêkanistis atau yang dibuat-
buat saja, tetapi suatu kesatuan ideal yang melambangkan manusia dalam
bentuknya yang megah dan sempurna. (Isjwara. 1982).
b. Teori Historis
Saripati teori historis atau teori evolusionistis atau gradualistic theory
ini ialah bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara
evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga
sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia,
maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu dan
tuntutan-tuntutan zaman.
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Teori historis diperkuat dan telah dibenarkan oleh penyelidikan-penyelidikan
historis dan ethnologis/anthropo-logis dari lembaga-lembaga sosial bangsa-
bangsa primitif di benua Asia, Afrika, Australia, Amerika. Perlu ditambahkan
bahwa pada saat ini teori historislah yang umum diterima oleh sarjana-sarjana
ilmu politik sebagai teori yang paling mendekati kebenaran tentang asal mula
negara.
Sekalipun teori-teori historis pada umumnya mencapai persesuaian
faham mengenai pertumbuhan evolusionistis dari negara, namun dalam
beberapa hal masih juga terdapat pendapat. Umpamanya pertanyaan, apakah
yang mendahului negara itu keluarga dan suku yang didasarkan atas sistem
kebapakan ataukah yang didasarkan atas sistem keibuan? Atau bagaimanakah
peran faktor-faktor kekeluargaan, agama, dan lain-lain dalam pesanan negara?
Dalam hal-hal seperti ini belum terdapat persesuaian paham (Isjwara. 1982).
C. Tujuan, Fungsi, dan Wewenang Negara
1. Tujuan dan Fungsi Negara
Negara mempunyai tugas sebagaimana yang diungkapkan oleh Abyhara
(2010): Pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang
asosial, yakni yang bertentangan sama satu lain, supaya tidak ada aturan antagonistik
yang membahayakan. Kedua, mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan
manusia dan golongan-golongan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan
bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan dengan satu
sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.
Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan
perantaraan pemerintah beserta alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara
mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur; maka dari itu semua
golongan atau asosiasi memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan
diri dalam rangka ini. Berdasarkan tugas Negara di atas, maka tujuan Negara
adalah menciptakan ketertiban, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan.
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Gambar 9: Tujuan Negara (sumber: RuangBimbel.co.id)
Hal ini sebagaimana pendapat Harold J. Laski bahwa tujuan negara
adalah menciptakan keadaan yang rakyatnya dapat mencapai terkabulnya
keinginan-keinginan secara maksimal. Negara harus memiliki fungsi sebagai
berikut: 1. melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan
bersama dan mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat,
negara harus melaksanakan penertiban atau negara bertindak sebagai stabilisator
mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 2. pertahanan, untuk
menjaga kemungkinan serangan dari luar 3. menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan
melalui badan-badan pengadilan. (Budiardjo,1984).
Berbeda dengan pendapat di atas, dimana teori marxis menganggap
bahwa suatu negara bukanlah alat untuk mencapai tujuan bersama, akan
tetapi tujuan kelas yang berkuasa. Dikarenakan teori ini lahir pada saat zaman
feodal dengan sistem monarki (kerajaan). Negara dalam era saat ini merupakan
alat kapitalisme untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang menjadi
pemilik modal, mereka mencari keuntungan yang sebesarbesarnya dan menindas
kaum buruh dan kelas pekerja. (Abyhara, 2010).
Kaum Marxis berpendapat bahwa tujuan negara adalah melanggengkan
ketimpangan kelas, dan itu terjadi karena negara (kelas berkuasa) memiliki
alat-alat pemaksa dan menguasai aparatur-aparatur hukum, sosial dan politik.
Negara hadir dalam arena pertentangan kelas ini. Bagi kaum Marxis, perjuangan
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politik pada ranah kenegaraan adalah mengalahkan kelas penguasa atau kapitalis
dengan jalan revolusi kelas kerja.
Dimana pandangan Marxisme bertujuan untuk membangun masyarakat
komunis, sehingga bonum publicum selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya
masyarakat komunis. Tafsiran itu mempengaruhi fungsi-fungsi negara di bidang
kesejahteraan dan keadilan. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai
komunisme dalam arti bahwa segala alat kekuasaannya harus dikerahkan
untuk mencapai tujuan itu. Begitu pula fungsi di bidang kesejahteraan dan
keadilan (termasuk hak-hak azasi warganegara) terutama ditekankan pada
aspek kolektifnya, dan sering mengorbankan aspek perseorangannya.
Hal inilah yang sangat tidak diterima oleh Negara dan Bangsa Indonesia,
karena menghalalkan segala cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaannya,
termasuk mengorbankan ribuan bahkan jutaan nyawa manusia. Fakta sejarah
telah menorehkan tinta merah yang sangat tidak diinginkan terurang kembali
yaitu peristiwa pembantaian akibat dari paham komuniksi ini. hal ini jelas
dan tegas dituliskan dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang
Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme. Untuk itu, jangan lagi anak bangsa
berdebat tentang paham komunis ini harus ada di Indonesia, karena bangsa
ini pernah merasakan peristiwa pahit dengan komunisme. Ajaran Islam merupakan
solusi sangat tepat menyelesaikan masalah paham tentang bernegara dan berbangsa.
Dimana ajaran Islam TIDAK ADA PERTENTANGAN SAMA SEKALI
dengan Pancasila, bahkan nilai yang ada pada Pancasila, Islam terlebih dahulu
sudah mengajarkan dan menjalankannya, yaitu nilai Ketuhanan Maha Esa,
Islam menyakini Tuhan hanya Satu, nilai Kemanusiaan dan Persatuan, Islam
memiliki konsep Ukhuwah dan Muamalah, nilai Demokrasi, Islam memiliki
konsep Musyawarah, nilai Keadilan, Islam memiliki konsep hukum syariah.
2. Wewenang Negara
Untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut, maka Negara harus memiliki
sifat dan wewenang dalam menjalankan fungsinya. Secara umum sifat Negara
adalah mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua.
Sifat memaksa. Agar peraturan undang-undangan ditaati dan dengan
demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah,
maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk
memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara,
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dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai
aturan; akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.
Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional
yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaan ini tidak
perlu menonjol; akan tetapi di negara-negara baru yang kebanyakan belum
homogen dan konsensus nasional kurang kuat, sering kali sifat paksaan ini
akan lebih tampak. Dalam hal demikian di negara demokratis tetap disadari
bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya
dipakai persuasi (meyakinkan). Lagi pula pemakaian paksaan secara ketat
selain memerlukan organisasi yang ketat juga memerlukan biaya yang tinggi.
Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketetuan tentang pajak. Setiap warga
negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini
dapat dikenakan denda, atau disita miliknya atau di beberapa negara malahan
dapat memberlakukan hukuman kurungan.
Sifat Monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan
bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa
suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan,
oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
Sifat Mencakup Semua (all-encompassing, all-embracing). Semua peraturan
perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk
semua orang tanpa terkecuali.
Akan tetapi bukan berarti sifat yang dimiliki oleh Negara ini, hanya
menjadi “senjata dan alat” penguasa (pemerintah) untuk mempertahankan
kekuasaannya. Sifat ini lebih kepada upaya penciptaan keteraturan dan keadilan,
serta kemakmuran. Kalaulah sifat yang dimiliki Negara ini dimanfaatkan oleh
penguasa maka yang terjadi adalah sebaliknya, Negara dan bangsa ini akan
terpecahbelah, terjadi perlawanan, pemberontakan, dikarenakan diperlakukan
tidak adil dan bijaksana oleh penguasa.
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Gambar 10: Ilustrasi Penyalahgunaan Kekuasaan (Sumber: AcehTrend.com)
Dikarenakan tujuan terakhir setiap negara ialah penciptaan kebahagiaan
bagi rakyatnya, serta semaksimal mungkin menjadikan rakyatnya berkembang
serta bebas menyelenggarakan daya ciptanya, bukan malah sebaliknya digunakan
untuk menyiksa, menyengsarakan, menindas, memenjarakan, atau bahkan
membunuh rakyat.
Diketahui bahwa tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang
termuat dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “untuk mem-
bentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial “ dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah desa dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).
D. Unsur-Unsur Negara
Terwujudnya suatu Negara, maka harus memenuhi paling tidak tiga
unsur sebagai kesatuan politik, yaitu: penduduk, wilayah, pemerintah yang
berdaulat.
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1. Penduduk
Penduduk sesuatu negara, adalah semua orang yang pada suatu waktu
mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim disebut “rakyat”
dari negara itu. Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan
manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-
sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari segi hukum. rakyat
merupakan warganegara suatu negara. Warganegara adalah seluruh individu
yang mempunyai ikatan hukum dengan sesuatu negara tertentu. Mungkin
tidak dapat dibayangkan adanya suatu negara tanpa rakyat, tanpa warganegara.
Rakyat (warganegara) adalah substratum personil dari negara. Tanpa warganegara,
negara akan merupakan suatu fiksi besar.
Berapa besar jumlah manusia yang diperlukan untuk dapat menciptakan
negara, merupakan masalah akademis belaka. Tidak perlu ditentukan terlebih
dulu jumlah itu. Setiap negara mempunyai sejumlah individu yang menyebut
dirinya warganegara, rakyat dari negara itu. Jumlah itu biasanya relatif besar
atau kecil. Penduduk negara-negara di dunia memang berbeda-beda jumlahnya.
Ada enam negara yang mempunyai penduduk yang besar jumlahnya. Yakni
RRC, India, Rusia, Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia. Kualitas sesuatu
negara sedikit juga ditentukan oleh kuantitas penduduknya. Tidak mengherankan
bahwa apa yang disebut “negara- negara besar” (Great Powers) pada umumnya
mempunyai penduduk yang relatif lebih banyak dari negara lainnya, misalnya
Amerika Serikat, Jepang, atau Uni Soviet (waktu itu sebelum terpecah belah).
Namun besarnya jumlah penduduk sekali-kali bukan merupakan faktor satu-
satunya yang menjadikan sesuatu negara menjadi “negara besar”. Faktor-faktor
lainnya, seperti pendapatan per kapita dan kemajuan teknologi, juga turut
serta menentukan kebesaran sesuatu negara.
2. Wilayah
Jika penduduk adalah substratum personil sesuatu negara, maka wilayah
adalah landasan materil atau landasan fisik negara. Negara tidak dapat dibayangkan
dan digambarkan kalau tidak memiliki fisiknya. Sekelompok manusia dengan
pemerintahan tidak dapat menimbulkan Negara dan tidak bisa menjalankan
Negara, apabila kelompok/penduduk itu tidak menetap pada suatu wilayah
tertentu.
Bangsa-bangsa yang nomadis (berpindah-pindah) tidak mungkin mendirikan
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negara, sekalipun sudah mengakui segelintir orang-orang sebagai penguasa.
Luas wilayah negara ditentukan oleh perbatasan-perbatasannya dan di dalam
batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda
yang berada di dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda
yang dibebaskan dari yurisdiksi itu, misalnya perwakilan diplomatik negara
asing dengan harta benda mereka.
Wilayah yang dimaksudkan bukan hanya wilayah geografis atau wilayah
dalam arti sempit, tetapi terutama wilayah dalam arti hukum atau wilayah
dalam arti yang luas. Wilayah hukum atau wilayah dalam arti luas ini merupakan
wilayah di atas mana dilaksanakan yurisdiksi negara dan meliputi baik wilayah
geografis maupun udara di atas wilayah itu sampai tinggi yang tidak terbatas
(menurut asas usque ad coelum) dan laut di sekitar pantai negara itu, yaitu
apa yang disebut “laut teritorial”. Dalam batas-batas wilayah dalam arti yang
luas ini negara menjalankan “kedaulatan teritorialnya”.
Sekelompok manusia dengan pemerintahannya tidak dapat menciptakan
negara tanpa wilayah. Tanpa wilayah maka lenyaplah negara itu. Berikut contoh
yang dapat menjelaskan pernyataan tersebut, betapa pentingnya wilayah
bagi sesuatu kesatuan politik.
Misalnya Polandia. Dalam tahun 1772, 1793 dan 1795 kerajaan Polandia
yang pernah merupakan kerajaan besar di Eropa Tengah diduduki dan wilayahnya
dimasukkan berturut-turut ke dalam wilayah kekuasaan Rusia, Prusia dan
Austria. Lenyaplah negara Polandia sebagai negara dan baru kemudian dalam
tahun 1919 sesudah Perang Dunia I, Polandia direhabilitasi sebagai negara.
Tetapi 20 tahun kemudian, yaitu dalam tahun 1940, kembali wilayah Polandia
dimasukkan ke dalam wilayah Jerman dan Rusia. Tatkala Jerman dikalahkan
dalam Perang Dunia II dalam tahun 1945, Polandia kembali menjadi negara
yang berdaulat dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tahun
1946.
Contoh di atas bahwa sesuatu kesatuan politik untuk menjadi negara
harus memenuhi syarat fisik (materil) ini, yaitu suatu wilayah yang luasnya
ditentukan oleh perbatasan-perbatasannya, yang biasanya ditentukan dalam
suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih disebut
perjanjian antarnegara (Perjanjian internasional). Perjanjian internasional yang
dibuat antara dua negara disebut perjanjian bilateral (bi = dua); perjanjian
yang dibuat antara banyak negara disebut perjanjian multilateral (multi = banyak)
(Isjwara. 1982).
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3. Pemerintah
Pemerintah juga merupakan salah satu diantara tiga unsur konstitutif
negara. Sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami wilayah,
namun belum juga dapat diwujudkan suatu negara, jika tidak ada segelintir
orang yang berwenang mengatur dan menyusun hidup bersama itu. Pemerintah
adalah organisasi yang mengatur dan memimpin negara. Tanpa pemerintah
tidak mungkin negara itu berjalan dengan baik.
Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan
perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan.
Oleh karena itu, mustahillah adanya masyarakat tanpa pemerintah. Pemerintah
yang menetapkan, menyatakan dan menjalankan kemauan individu-individu
yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah
adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan menjalankan
kepentingan-kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan
negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama.
Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan efektif,
pemerintah menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Pada
pemerintahanlah kedaulatan sebagai atribut negara dikonkretisasikan. Kekuasaan
pemerintah biasanya dibagi atas Legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lebih
lanjut pokok bahasan ini akan diuraikan panjang lebar dalam pelajaran lain,
yaitu pemerintahan dan demokrasi.
E. Kajian Islam tentang Negara
Al-Qur’an sebagai kitab yang sempurna dipastikan tidak ada keraguan
di dalamnya. Al-Qur’an sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam
dalam menata hidup dan kehidupannya di muka bumi.
Kesempurnaan Al-Qur’an disepakati seluruh umat Islam. Namun, apakah
kesempurnaan Al-Qur’an itu meliputi seluruh aspek kehidupan dan memberi
penjelasan yang detail ataukah hanya mengandung ajaran-ajaran dasar yang
bersifat global, umat Islam terbagi menjadi dua kelompok (Mapuna, 2017).
Pertama, mengakui bahwa Al-Qur’an mencakup segala-galanya. Tidak
satu hal pun yang tidak disebut dan dijelaskan di dalamnya. Di dalamnya
terdapat penjelasan tentang sistem politik, sistem ekonomi, system keuangan,
sistem kemasyarakatan, sistem pertanian, perindustrian dan sebagainya.
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Kelompok kedua berlawanan dengan kelompok pertama di atas. Mereka
menyatakan bahwa Al-Qur’an tidaklah mengandung segala-galanya. Yang
dimaksud dengan penyempurnaan agama dalam QS. Al-Maidah ayat 3 (Pada
hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku cukupkan
kepadamu nikmat Ku dan telah Ku ridhoi Islam itu sebagai agamamu) tidaklah
berarti penyempurnaan dengan segala ilmu pengetahuan, tekhnologi dan
sistem kemasyarakatan manusia dalam segala aspek. Penyempurnaan mengandung
arti lain, yaitu dalam arti hokum, ajaran atau dasar agama atau halam serta
haram. Rasyid Ridha berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat itu ialah
penyempurnaan iman, hukum, budi pekerti, ibadah dengan terperinci dan
muamalat dalam garis besar (Ridha, 1367 H).
Hal ini juga dapat dianalisis dari ayat Al Qur’an sendiri, dimana ayat-
ayat Al-Qur’an tidak mengandung perincian mengenai berbagai hal.
Sebagaimana ditemukan oleh Khallaf (1956) dalam kitabnya ‘Ilmu
Ushul al-Fiqh, ayat-ayat mengenai kemasyarakatan terdapat sekitar 228 ayat.
Perinciannya adalah sebagai berikut: Menyangkut kekeluargaan, perkawinan,
perceraian, hak waris dan sebagainya (70 ayat); Perdagangan, Gadai, perekonomian,
jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perseroan, kontrak, dan sebagainya
(70 ayat); masalah pidana (30); hubungan orang Islam dengan orang bukan
Islam (25 ayat); pengadilan (13 ayat); hubungan orang kaya dengan orang
miskin (10); dan masalah ketatanegaraan (10 ayat).
Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang tidak disebutkan,
yaitu, antara lain, masalah keuangan, perindustrian, dan pertanian. Masalah
kenegaraan memang disebut, tetapi ayat tersebut tidak menjelaskan sistem
pemerintahan yang harus dijalankan oleh umat Islam. Di dalamnya tidak
disebut apakah pemerintahan harus berbentuk kerajaan atau republik. Penjelesannya
adalah berkaitan dengan dasar-dasar yang harus dipakai dalam mengatur
Negara (Nasution, 1995).
Hal ini sejalan dengan tulisan Mapuna (2017) dalam Jurnal Al Daulah
bahwa tidak ditemukan dalil yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan
sebuah Negara. Akan tetapi, prinsip-prinsip dasar dari Al-Qur’an dapat diterapkan
dalam pengelolaan Negara, baik yang berbentuk republik maupun monarki.
Pada dasarnya berdirinya kota Madinah sebagai suatu Negara merupakan
kisah tentang keberhasilan Nabi dalam membangun tatanan sosial masyarakat
yang adil, damai dan berkeadaban. Keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan
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dan sumber inspirasi bagi umat Islam dari dulu hingga sekarang. Madinah
merupakan simbol kemenangan yang dapat membangkitkan gairah solidaritas
dan kebanggan di kalangan Muslim
Akan tetapi, terbentuknya Negara Madinah di bawah kepemimpinan
Muhammad saw., bukan sebuah manifestasi dari perintah atau kewajiban
agama, melainkan lebih merupakan kebutuhan yang muncul seiring dengan
semakin bertambah banyaknya umat Islam pada saat itu.
Meskipun demikian, dalam mengelolah Negara dan pemerintahannya,
Muhammad tidak terbebas dari kontrol wahyu Allah swt. Itulah sebabnya,
para ahli umumnya menyebut bahwa Negara yang dibentuk Nabi saw., adalah
Negara teokrasi dalam arti Negara yang kedaulatannya ada pada Tuhan (Mulia,
2010). Sedangkan pembahasan lebih lanjut mengenai Negara Islam atau Negara
yang berlandaskan Islam, baru muncul setelah berakhirnya sistem khilafah
di Turki (1924). Sejumlah apemikir politik Islam terlibat dalam perdebatan
mengenai hubungan agama (Islam) dan Negara.
Fokus perdebatan tersebut adalah apakah ajaran Islam mengandung
atau membawa aturan-aturan mengenai kenegaraan atau tidak? Dalam perkembangan
selanjutnya, diskursus tersebut melahirkan tiga corak atau aliran pemikiran
(Mapuna, 2017).
Pertama, aliran yang memandang bahwa ajaran Islam adalah kaffah (sempurna).
Seluruh aspek kehidupan umat manusia diatur di dalamnya, termasuk mengenai
aturan kenegaraan. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya kembali kepada
sistem ketatanegaraan Islam, seperti yang pernah dipraktekkan oleh Nabi
dan Khulafa’ Rasyidin. Untuk itu, Islam harus menjadi dasar Negara dan
syariah harus diterima sebagai konstitusi Negara. Gagasan tentang Negara
bangsa (nation state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam)
yang tidak mengenal batas politik atau kedaerahan (Effendy, 2009). Tokoh
Timur Tengah pada pandangan ini adalah Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, Abu
al-A’la al-Maududi, sedangkan tokoh di Indonesia adalah M. Natsir, M. Rasyidi,
Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosoejoso dan A. Wahid Hasyim.
Kedua, aliran atau corak pemikiran yang berpendapat bahwa Islam
adalah agama yang semata-mata mengurusi hubungan antar manusia dan
Tuhan serta masalah-masalah kehidupan di akhirat. Di dalam ajaran-ajarannya
sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah politik atau
ketatanegaraan. Menurut pandangan ini, Nabi Muhammad saw., diutus
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Tuhan untuk mengajak manusia supaya percaya kepada Tuhan yang Maha
Esa dan kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi
budi pekerti luhur. Nabi tidak pernah diperintahkan untuk mendirikan
dan mengepalai suatu Negara (Mulia, 2010).
Tokoh utama aliran pemikiran yang kedua ini adalah ‘Ali ‘Abd a-Raziq
(1888- 1966). Pemikirannya mengenai khilâfah dan pemerintahan dituangkan
dalam bukunya al-Islam wa Ushul al-Hukm, sempat menghebohkan masyarakat
Mesir. Hal itu terjadi pada tahun 1925. Di dalam bukunya tersebut, ‘Ali ‘Abd
al-Raziq menegaskan bahwa tidak ada satu dalil pun, baik dari Al-Qur’an
maupun Hadis yang mendukung pernyataan bahwa Nabi saw., diutus untuk
membentuk Negara atau kerajaan (Mulia, 2010).
Syariat Islam menurut al-Raziq semata-mata bercorak spiritual yang
tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktik duniawi. Islam tidak mempunyai
kaitan apapun dengan sistem pemerintahan pada periode Nabi maupun al-
Khulafa’ alRasydin. Dia menolak keras pendapat bahwa Nabi pernah mendirikan
Negara.
Terhadap pendapatnya tersebut, Antony Black mengomentari bahwa
itu akan membebaskan institusi-institusi politik dan banyak praktik sosial,
legal, dan politik secra pasti dari batasan-batasan syariat (Black, 2006).
Pendapat al-Raziq di atas didukung oleh an-Naim seorang pemikir muslim
kontemporer kelahiran Sudan, ia menegaskan bahwa pemisahan Islam dan
Negara secara kelembagaan sangat perlu agar syariat dapat berperan positif
dan mencerahkan bagi umat Islam. Selain itu, prinsip syariat akan kehilangan
otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan Negara (an-Naim, 1994).
Selain an-Naim, pendapat ini juga didukung Abied al-Jabiri, pemikir
Islam dari Maroko, ia mengajukan pertanyaan retoris berkaitan dengan sistem
pemerintahan Nabi yang kemudian diteruskan oleh khulafa’ al-Rasyidin. “Seandainya
Islam menyediakan rumusan baku menyangkut sistem pemerintahan, mengapa
para sahabat mengalami kebingungan pasca wafatnya Nabi.” Hal ini membuktikan
bahwa model pemerintahan pasca Nabi adalah bentuk dari sebuah penalaran
atau hasil dari negosiasi, bukan merupakan ketentuan ilahi.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid Negara adalah
salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif.
Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang dimesinya adalah spiritual
dan pribadi (Mapuna, 2017).
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Pandangan ini mendapat penolakan dari kelompok tradisionalis konservatif,
karena menganggap pandangan ini dianggap identik dengan sekularisme. Serta
merasa khawatir akan terjadi sekularisme seperti di Turki, terjadinya bid’ah-
bid’ah di dalam syariat dan aqidah, ijtihad yang membabi buta, dan penafsiran
bebas akan hukum-hukum Islam yang dikhawatirkan bisa menyebabkan pragmatisme
di dalam masyarakat. (Rachman, 2010).
Terlepas dari perdebatan dua pendapat di atas, berikutnya diutarakan
pandangan ketiga, berpandangan bahwa Islam bukanlah agama yang semata-
mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama
yang serba lengkap dalam arti ajarannya mencakup segala aspek kehidupan
secara rinci. Islam cukup memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani
manusia dalam menata hidup dan kehidupannya, baik dalam berhubungan
dengan Tuhan maupun berhubungan dengan sesama manusia (masyarakat).
Pandangan ini disebut sebagai corak pemikiran reformis (Mulia, 2010).
Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Husein Haikal dalam bukunya
al-Hukumah al-Islamiyah bahwa benar Islam bukanlah agama yang serba mencakup
tetapi tidak berarti bahwa Islam hanyalah agama yang mementingkan ritual
semata dan mengesampingkan urusan-urusan duniawi.
Kesimpulan penulis dari kajian Islam berkenaan dengan Negara sebagaimana
yang telah dijabarkan di atas bahwa Negara pada dasarnya terbentuk atas
kesepakatan manusia secara bersama-sama dalam satu wilayah, kesepakatan
tersebut dilakukan agar dapat terciptanya persatuan dan kesatuan, perdamaian,
keadilan, dan kesejahteraan. Adapun berkaitan dengan Negara Islam, hemat
penulis bahwa tidak ada perintah Allah atau Nabi sekalipun untuk mendirikan
Negara Islam, hanya saja syariat Islam harus terus dilaksanakan oleh umat
Islam tidak terkecuali dibentuk Negara apapun (demokrasi, monarki, dll).
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Gambar 11: Ilustrasi Hubungan Agama dan Negara
F. Konsep Kewarganegaraan
1. Asas Kewarganegaraan
Siapakah yang tergolong sebagai warganegara sesuatu negara? Menurut
Hukum Internasional, tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan sendiri
siapa yang akan menjadi warganegaranya. Untuk itu, ada dua azas yang biasanya
dipakai dalam penentuan kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan asas ius
sanguinis.
Asas ius soli (law of the soil) menentukan warga negaranya berdasarkan
tempat tinggal, dalam arti siapapun yang bertempat tinggal di suatu negara
adalah warganegara tersebut. Misal, Negara Inggris, Amerika menganut asas
ini. Dimana apabila seseorang yang berasal dari Negara lain melahirkan di
Inggris, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warganegara Inggris.
Sedangkan asas ius sanguinis (law of the blood) menentukan warganegara
berdasarkan pertalian darah, dalam arti siapapun seorang anak kandung
(yang sedarah seketurunan) dilahirkan seorang warganegara tertentu, maka
anak tersebut juga dianggap warganegara yang bersangkutan. Negara RRC
misalnya, dimanapun warganegaranya lahir maka anak tersebut adalah warga
RRC.
Sebagai tambahan ada pula yang menganut asas perkawinan. Yang terdiri
dari pertama, asas persamaan hukum dimana suami istri merupakan keluarga
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yang memiliki ikatan kesatuan yang tidak boleh terpecah sebagai masyaarakat,
oleh karena itu, diusahakan status kewarganegaraan suami istri adalah sama.
Kedua, asas persamaan derajat yaitu perkawinan tidak menyebabkan salah
satu pihak tunduk secara hukum terhadap yang lain. Asas ini memiliki
pandangan bahwa Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan
status kewarganegaraan sendiri. Dengan demikian, mereka tetap memiliki
kewarganegaraan masing-masing sebagaimana sebelum terjadi perkawinan
(Yuliastuti, 2011).
Tetapi, dengan adanya ketentuan status kewarganegaraan yang berlainan
pada setiap negara dapat menimbulkan masalah kewarganegaraan bagi seseorang,
yaitu: Apatride, artinya seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Contohnya, seorang anak lahir di negara RRC yang menganut asas ius san-
guinis, sementara orang tuanya berkewarganegaraan Amerika Serikat yang
menganut asas ius soli.Anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan
dari negara RRC karena bukan keturunan dari orang RRC dan juga tidak
berkewarganegaraan AS karena tidak lahir di wilayah AS. Bipatride, artinya
seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda). Contohnya,
seorang anak lahir di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sementara
orang tuanya berkewarganegaraan RRC yang menganut asas ius sanguinis.Anak
tersebut memperoleh dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu dia menjadi warga
negara AS karena lahir di wilayah AS dan menjadi warga negara RRC karena
orang tuanya adalah warga negara RRC.
Berkaitan dengan adanya apatride dan bipatride, maka di dalam suatu
negara terdapat sistem yang lazim digunakan, yaitu Stelsel aktif, yaitu agar
seseorang dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan-tindakan hukum
tertentu secara aktif. Dalam hal ini, seseorang dapat menggunakan hak opsi
atau hak untuk memilih menjadi warga negara. Stelsel pasif, yaitu seseorang
secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum
tertentu. Dalam hal ini, seseorang dapat menggunakan hak repudiasi atau
hak untuk menolak menjadi warga negara (Yuliastuti, 2011).
Selanjutnya bagaimana ketentuan kewarganegaraan di Indonesia? Sebelum
dibahas lebih lanjut, maka harus dipahami terlebih dahulu istilah warga
negara dan penduduk dikarenakan dari pemahaman konsep inilah nantinya
dapat diketahui hak dan kewajiban warganegara.
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2. Istilah Penduduk dan Bukan Penduduk
Rakyat atau penduduk merupakan salah satu syarat untuk berdirinya
suatu negara. Menurut Soepomo, penduduk adalah orang yang dengan sah
bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah disini memiliki arti tidak
bertentangan dengan segala ketentuan tentang masuk dan mendirikan tempat
tinggal secara tetap di dalam wilayah negara tersebut. Dilihat dari pengertian
ini, maka seseorang dapat dikatakan penduduk atau bukan penduduk didasarkan
pada hubungannya dengn suatu wilayah tertentu.
Disebut sebagai penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami suatu
wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang mempunyai
status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan dinamakan
warga negara, sedangkan yang menetap disebabkan oleh suatu pekerjaan dinamakan
warga negara asing.
Disebut sebagai bukan penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami
suatu wilayah negara untuk sementara waktu (dalam jangka yang pendek),
misalnya para wisatawan (Yuliastuti, 2011).
3. Warga Negara dan Bukan Warga Negara
Kata warga negara merupakan terjemahan kata dari bahasa Inggris, citizen
yang memiliki arti warga negara, sesama penduduk, dan orang setanah air.
Pengertian warga negara menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:
a) Menurut A.S. Hikam, warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas
yang membentuk negara itu sendiri.
b) Menurut Koerniatmanto, warga negara adalah anggota negara.
c) Menurut Austin Ranney, warga negara adalah orang-orang yang memiliki
kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara (Yuliastuti, 2011).
Adapun dilihat dari hubungannya dengan kekuasaan pemerintah negara
tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara dan bukan warga
negara karena alasan-alasan berikut:
a) Disebut warga negara, bila seseorang berdasarkan hukum adaian merupakan
anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status
kewarganegaraan asli maupun keturunan asing.
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b) Disebut bukan warga negara, bila seseorang berdasarkan hukum merupakan
anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada kekuasaan
pemerintah negara lain, Contoh duta besar dan konsuler negara lain
yang ada di Indonesia.
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah
orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara.
Dengan demikian, warga negara memiliki hubungan hukum dengan negara
dalam bentuk hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Hak warga negara
merupakan kewajiban negara dan kewajiban warga negara merupakan hak
bagi negara.
G. Warga Negara Indonesia
1. Pengertian Warga Negara Indonesia
Warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yaitu:
a. Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara;
b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
di Indonesia;
c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia
adalah orang Indonesia asli, yaitu orang-orang yang di zaman pemerintahan
Belanda termasuk dalam golongan bumi putra. Adapun bangsa-bangsa lain
menjadi warga negara Indonesia setelah disahkan dengan undang- undang
adalah orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab
yang bertempat kedudukan di Indonesia serta mengakui Indonesia sebagai
tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya pasal 26 UUD 1945 di atas, diatur dan dijabarkan kembali
pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yaitu:
a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau
berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain
sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia
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b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu
warga negara Indonesia
c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara
Indonesia dan ibu warga negara asing
d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara
Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberikan kewaganegaraan kepada anak tersebut
e) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
f) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara
Indonesia
g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara
asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya
dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan
belas) tahun atau belum kawin
h) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu
lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
i) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak ketahui
j) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan
ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
k) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang
ayah dan ibu warga hegara Indonesia yang karena ketentuan dari negara
tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada
anak yang bersangkutan
l) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
2. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,
ada beberapa cara bagi seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan
menjadi warga negara Indonesia.
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18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan
dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi
tanpa kewarganegaraan
d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa inin terlebih dahulu dar presiden
e) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia
f) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada negara
asing atau bagian dari negara asing tersebut
g) tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing
h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau
surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaan yang masih berlaku
dari negara lain atas namanya
i) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selam 5
(lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan
yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan nya untuk tetap
menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu
berakhir dan genap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak
mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada
perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut
telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang
tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak warga negara adalah hak yang ditentukan dalam konstitusi negara
sehingga hanya berlaku pada negara yang bersangkutan.Sedangkan kewajiban
warga negara adalah suatu pembatasan yang timbul dalam hubungan antara
manusia dengan seamanya, manusia dengan kelompoknya (masyarakat) maupun
manusia dengan negara.Pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara
secara jelas diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, dapat dilihat pada
tabel 2 berikut:
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































66 Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
Bahan diskusi:
- Menurut saudara, teori mana yang mendekati kebenaran berkaitan
dengan terbentuknya suatu Negara?
- Menurut saudara apakah tujuan dan fungsi Negara pada kondisi saat
ini, berjalan sebagaimana mestinya, atau sebaliknya, kenapa? Berikan
argumentasi!
- Bagaimana menurut saudara, apabila salah satu dari unsur atau komponen
suatu Negara tidak ada atau terpenuhi, apakah masih bisa disebut
sebagai Negara? Berikan argumentasinya!
- Jelaskan secara singkat, bagaimana kajian Islam mengenai Negara?
- Bagaimana menurut saudara, apakah syarat dan ketentuan yang ditetapkan
oleh Negara dalam memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan terlalu
sulit atau mudah, kenapa? Berikan argumentasi!
- Bagaimana sikap saudara, apabila hak sebagai warganegara belum dapat
dipenuhi oleh Negara? Berikan argumentasi!




Hampir semua negara di dunia, memiliki konstitusi baik tertulis maupun
tidak tertulis yang biasa discbut dengan undang-undang dasar atau konvensi.
Istilah konstitusi berasal dari Inggris yaitu kata ‘Constitution’ yang berarti
membentuk, menyusun, pernyataan. Sedangkan bahasa Prancis berasal dari
kata constituer yang artinya membentuk. Dalam bahasa Latin, merupakan
gabungan dari dua kata, yaitu cume yang artinya “bersama-sama dengan...”
dan statuere yang berarti berdiri, membuat sesuatu berdiri atau menetapkan,
jadi, konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online (2016), konstitusi
berarti: (1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; (2) Undang-
undang dasar suatu negara. Maksud pemakaian istilah konstitusi ini adalah
pembetukan suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu negara.
Dalam praktek kenegaraan, pengertian konstitusi mempunyai arti yang
lebih luas dari sekedar pengertian undang-undang dasar. Hal itu dikarenakan
sifat terbatas undang- andang dasar yang hanya meliputi konstitusi tertulis
saja. Padahal selain UUD, masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak
tercantum dalam undang-undang dasar suatu negara.
Dari paparan di atas maka konstitusi dapat dimaknai sebagai kerangka
kerja (framework) dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana tujuan
pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.
Sedangkan dalam ilmu negara dan hukum tata negara, konstitusi diberi
arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut.
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Pertama, pengertian konstitusi pada masa pemerintahan-pemerintahan kuno
(ancien regime). Kedua, pengertian yang baru yaitu pengertian konstitusi menurut
tafsiran modern yakni sejak lahirnya dokumen konstitusi yang dikenal dengan
nama Virginia Bill of rights (1776). Hemat penulis, jauh sebelum lahirnya konstitusi
ini, di dunia Islam yaitu masa Rasulullah Muhammad SAW telah lahir konstitusi
pertama di dunia yang tertulis dan dijalankan oleh warganegeranya yaitu
“Piagam Madinah” (622 M). Akan dikaji pada pembahasan berikutnya.
Pertama, konstitusi diartikan sebagai nama bagi ketentuan-ketentuan
yang menyebut hak-hak dan kekuasaan dari orang-orang tertentu, keluarga-
keluarga tertentu yang berkuasa atau suatu badan-badan tertentu. Sebagai
contoh di masa-masa pemerintahan kerajaan absolut, konstitusi diartikan
sebagai “kekuasaan perorangan yang tak terbatas dari sang raja”.
Kedua, konstitusi, termasuk tiga unsur, yaitu: 1) Konstitusi dipandang
sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), yaitu konstitusi
merupakan hasil atau kongklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina
negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka; 2) Konstitusi sebagai
piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus
penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya;
3) Konstitusi sebagai forma regimenis yaitu kerangka bangunan pemerintahan.
Pengertian konstitusi ini dapat dijumpai pada mukaddimah UUD RI
1945 yang menyatakan “_____untuk membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdeka perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemamusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
Makna konstitusi diatas dapat pula diperoleh dari konstitusi Madinah
atau Piagam Madinah, yang pada simpulannya adalah bahwa negara Madinah
mengatur dan menciptakan suatu kehidupan yang damai, aman, tenteram,
menjamin hak-hak warganegara dan melakukan supremasi hukum dengan
cara adil serta bekerja sama dalam mempertahankan keamanan negara.
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Menurut Lemhannas (2011) konstitusi dalam negara adalah sebuah norma
sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya
dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara,
konstitusi memuat aturan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah
ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai
prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, temasuk dalam
bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara
pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada
warga masyarakatnya. Pada negara modern, jaminan hak asasi warga negaranya
biasanya tercantum dalam konstitusi.
Di sisi lain para para pendiri negara Indonesia (the founding fathers)
mengartikan konstitusi sebagai hukum dasar. Dikarenakan Undang-Undang
Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan konstitusi adalah hukum
dasar tidak tertulis. Namun dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indo-
nesia, tidak membedakan pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar.
Hal terlihat pada masa awal kemerdekaan, di mana Indonesia mengenal UUD
1945. Namun pada masa Indonesia Serikat, penyelenggaraan negara dijalankan
berdasarkan Konstitusi RIS 1949 dan berganti menjadi UUD Sementara
1950, dan kembali kepada UUD 1945 pada tahun 1959 melalui Dekrit
Presiden. Dekrit presiden dikeluarkan untuk menyelamatkan republik dari
perpecahan, mengingat badan konstituante yang tidak kunjung menyelesaikan
tugasnya untuk menghasilkan konstitusi.
Para ahli memiliki pengertian masing-masing tentang konstitusi, dimana
pendapat ahli saling menguatkan satu sama lain. Diantaranya yaitu:
Beberapa definisi konstitusi menurut para ahli di antaranya sebagai
berikut:
1. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu: a)
Konstitusi dalam pengertian politis-sosiologis. Konstitusi mencerminkan
kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, b) Konstitusi
dalam pengertian yuridis. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah
yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan
kaidah hukum, c) Konstitusi pengertiannya lebih luas dari undang-undang
dasar. Konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-
undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
2. K.C. Wheare, mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan
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dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur
atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara”.
3. Prof. Prayudi Atmosudirdjo, merumuskan konstitusi yaitu: a) Konstitusi
suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa
yang bersangkutan, b) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat,
cita-cita kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia, c) Konstitusi adalah
cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi,
adalah kumpulan kaidah sebagai pembatasan kekuasaan terhadap penguasa.
Dapat pula dikatakan sebagai dokumen tentang pembagian tugas ketatanegaraan
dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Konstitusi juga gambaran
menyangkut tentang jaminan hak asasi manusia dan warga negara, serta gambaran
tentang hak dan kewajiban warga Negara, sistem sosial, ekonomi, dan identitas
Nasional.
Pengertian-pengertian di atas, dapat pula dibagi kepada pengertian konstitusi
secara luas dan sempit. Dimana secara luas konstitusi (hukum dasar) meliputi
hukum dasar tertulis dan tidak tertulis (umwritten constitution). Sedangkan
secara sempit konstitusi (hukum dasar) adalah hukum dasar tertulis yaitu
undang-undang dasar. Dengan pengertian ini, undang-undang dasar merupakan
konstitusi atau hukum dasar yang tertulis saja (written constitution).
Perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis relatif tidak begitu penting,
sebab hampir semua konstitusi di dunia merupakan konstitusi tertulis.
Adapaun konstitusi tidak tertulis sangatlah jarang (Mufti, dkk. 2013). Dalan
konteks konstitusi sebagai hukum dasar tertulis, maka konstitusi menjadi
pengikat yang formal. Hal ini terjadi mengingat konstitusi tertulis berisikan
batasan-batasan kewenangan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara yang
harus ditaati dan dilaksanakan.
B. Kedudukan Konstitusi
Konstitusi yang berlaku di dunia pada umumnya merupakan dokumen
atau hasil kodifikasi (dibukukan secara sistematis), yang secara umum berisi
hal-hal yang mendasar dari suatu negara yang berupa aturan-aturan dasar
atau norma-norma dasar yang digunakan sebagai pedoman pokok negara.
Meskipun demikian, untuk negara-negara tertentu masih memiliki konstitusi
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yang tidak dikodifikasikan. Meskipun tidak berupa dokumen, konstitusi
tersebut efektif dijalankan oleh penyelenggara negara tidak tertulis atau disebut
dengan konvensi (convention) misalnya adalah Inggris dan Kanada, dll.
Gambar 12: Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Pada hakikatnya konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu: a) adanya
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, b) ditetapkan
susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, c) adanya
pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat funda-
mental.
Hal di atas menunjukkan bahwa konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan
secara efektif, sehingga penyelenggaraan negara tidak dilaksanakan dengan
sewenang-wenang. Selain itu, konstitusi juga memiliki tujuan agar hak asasi
warga negara terjamin olen karenanya. Agar tujuan konstitusi tersebut berjalan
efektif, maka diperlukan suatu pengorganisasian kekuasaan yang terdistribusi,
dengan kata lain tidak berada pada satu badan atau tangan kekuasaan. Hal
ini menerangkan bahwa konstitusi dipahami sebagai pedoman bernegara
sehingga hubungan konstitusi dengan penyelenggaraan pemerintah suatu
negara sangatlah erat.
Menurut Lemhannas (2011), konstitusi suatu negara pada umumnya
memuat tujuan nasional yang ingin dicapai dalam kehidupan negara, memuat
landasan ideologi yang melandasi filosofi kebijakan politik kenegaraan, memuat
aturan-aturan dasar tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, penetapan
kelembagaan negara, sistem dan tata kelola pemerintahan negara, sistem kewilayahan
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negara, sistem dan tata pemerintahan negara, sistem kewilayahan negara,
sistem politik dan kekuasaan, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial,
memuat tentang hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban warga negara,
serta bahasa, lagu kebangsaan, serta lambang dan simbol-simbol negara.
Sehingga kedudukan formal konstitusi pada setiap Negara adalah sebagai
hukum dasar, dan hukum tertinggi. Sebagai hukum dasar; karena berisi aturan
dan ketentuan tentang hal-hal negara. Jadi, konstitusi menjadi: dasar adanya,
sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara, dan dasar adanya dan sumber
bagi isi aturan hukum vang ada di bawahnya. Sedangkan sebagai hukum tertinggi;
aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hirarkis mempunyai
kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karenanya,
aturan-aturan lain dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau
tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.
Sejalan dengan hal di atas Thaib, (2003) mengungkapkan bahwa konstitusi
berkedudukan sangat krusial sebagai pegangan dan pemberi batas atau pengendali
kekuasaan dan sekaligus mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan
Menurut Lemhannas (2011) kedudukan konstitusi adalah sumber dasar
dari seluruh hukum negara, sehingga semua peraturan perundang-undangan
yang dibentuk dan ditetapkan sebagai kebijakan politik tidak boleh bertentangan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara. Jika suatu perundang-
undangan dianggap menyimpang dari nilai-nilai konstitusi, maka dapat dilakukan
judicial review (uji materil) melalui lembaga seperti mahkamah konstitusi
untuk uji materil undang-undang dan mahkamah agung untuk uji materi
peraturan dibawah undang-undang.
Akan tetapi menjadi masalah yang menjadi pertanyaan adalah, walaupun
lembaga yang berwenang independen dan terlepas dari intervensi penguasa,
akan tetapi orang yang menduduki lembaga tersebut juga merupakan yang
ditunjuk dan dipilih oleh penguasa. Jadi, apakah orang-orang yang didalamnya
dapat terlepas dari penguasa?.
Berikut ulasan Loewenstein berkaitan dengan nilai yang terkandung
dalam konstitusi yang akan terbentur dalam mengimplementasikannya (Lemhannas,
2011), yaitu:
a) Nilai Normatif. Hal ini diperoleh segenap rakyat suatu negara dan diterimanya.
Bagi mereka, konstitusi tersebut merupakan suatu kenyataan hidup dalam
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arti sepenuhnya. Diperlukan secara efektif, artinya konstitusi benar-benar
dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
b) Nilai Nominal. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal yaitu berarti
secara hukum konstitusi berlaku, tetapi kenyataan kurang sempurna. Sebab
pasal-pasal tertentu dalam konstitusi tersebut ternyata tidak berlaku.
c) Nilai Semantik. Dalam hal ini konstitusi hanya sekedar istilah saja. Meskipun
secara hukum konstitusi tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya pelaksanaanya
selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak penguasa. Wallahu a’lambisshowab.
Seharusnya konstitusi menjamin terselenggaranya pemerintahan yang
demokratis. Dengan pengertian lain, negara demokratis merupakan anak kandung
dari konstitusi demokratis. Akan tetapi, banyak dijumpai kasus di dunia,
bahwa konstitusi tidak menjamin mampu melahirkan kekuasaan atau pemerintahan
yang demokratis.
Di Indonesia misalnya, diantaranya persoalan adalah menyangkut pelaksanaan
pasal 33 UUD 45 yang menjamin adanya demokrasi ekonomi, namun pada
kenyataan implementasi pasal ini tidaklah sepenuhnya dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh. Malah sebaliknya, dibalik jaminan konstitusi itu telah terjadi
di monopoli sektor ekonomi nasional yang dilakukan oleh elit penguasa
yang berkolusi dengan sekelompok kecil masyarakat.
Bahkan tidak hanya dalam sektor ekonomi, pada sektor ideology, politik,
kesehatan, pendidikan dll juga terjadi. Pada Pasal 28 B mengatur hak warga
negara untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan tanpa diskriminasi.
Tapi, pada nyatanya warga Negara disarankan bahkan dituntut hanya memiliki
dua orang anak saja.
Pasal 28 E mengatur hak warga negara untuk memeluk agama dan beribadah,
memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal,
berserikat, berkumpul, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Nyatanya,
masih ada saja organisasi awalnya diperbolehkan, tapi karena ada perbedaan
pendapat dengan penguasa akhirnya dibubarkan.
Pasal 28 H mengatur hak warga negara untuk memperoleh hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik,
memperoleh pelayanan kesehatan, berhak atas imbalan jaminan sosial, berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
alih sewenang-wenang oleh siapapun. Nyatanya, masih banyak sekali warga
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Negara yang hidup tidak layak, dan belum maksimal dalam memperoleh
pelayanan kesahatan.
Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”. Nyatanya, dikarenakan terdapat perbedaan
pendapat dan dikwatirkan akan mengkritik dan melawan pemerintah, akhirnya
kegiatan ibadahpun dibubarkan.
Pasal 34 yang mengatur tentang hak bagi rakyat miskin dan anak terlantar
untuk memperoleh pemeliharaan dari negara, hak asasi warga negara untuk
memperoleh jaminan sosial dan hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan
dan pelayanan umum yang layak. Nyatanya, banyak masyarakat yang tidak
mendapat jaminan sosial, fasilitas dan layanan kesehatan yang layak.
Hal seperti ini akan terus akan terjadi, apabila penguasa semena-mena
dan tidak patuh terhadap konstitusi, hanya mementingkan kekuasaannya
agar tidak diganggu bahkan tidak boleh dikritisi oleh warga negaranya. Apalagi
sampai menggunakan konstitusi sebagai alat untuk menghancurkan lawan
politiknya. Seolah bangga mengagungkan ungkapan yang sering didengar yaitu
“peraturan dibuat adalah untuk dilanggar”. Ingat… konstitusi adalah sebagai
pembatas penguasa dalam menjalankan kekuasaan sehingga tidak melampaui
batas. Bukan sebagai alat pemutus pembatas sehingga menjadi kekusaan tidak
terbatas.
C. Tujuan dan Fungsi Konstitusi
Tujuan konstitusi sejalan dan terdapat dalam tujuan Negara, hal ini
dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yakni: (1) melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan
kesejaheraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bane dan (4) ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia.
Selain itu, konstitus memiliki tujuan yaitu: a) memberi pembatasan
sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik; b) melepaskan kontrol
kekuasaan dari penguasa sendiri; c) memberi batasan-batasan ketetapan bagi
para penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya.
Menurut Ubaedilah, dkk. (2011) secara garis besar, tujuan konstitusi
adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-
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hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang
berdaulat. Berdasarkan tujuan konstitusi tersebut, jelaslah bahwa konstitusi
ada untuk menghidari kesewenang-wenangan dari penyelenggara lembaga
negara, selain itu konstitusi juga harus menjamin hak-hak warga negara.
Dalam konstitusi Indonesia, pengaturan menganai hak asasi warganegara diatur
dalam banyak pasal terutama pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.
Sedangkan fungsi dari Konstitusi negara adalah sebagai : a) penentu
atau pembatas kekuasaan Negara; b) pengatur hubungan kekuasaan antar
organ Negara; c) pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan
warga Negara; d) pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara
ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara; e) penyalur atau pengalih
kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ Negara; f) sarana
pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan
(identity of nation) serta sebagai center of ceremony, g) sarana pengendalian masyarakat
(social control), baik di bidang politik maupun bidang sosial-ekonomi, h) sarana
perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineering dan social reform).
Damanhuri (2014), konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan
penguasa agar pemegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang, serta
melindungi HAM bagi seluruh warga negaranya, sehingga setiap penguasa
(pemegang kekuasaan pemerintahan) wajib menghormati HAM dari setiap
warga negara dan memberikan jaminan perlindungan hukum dalam rangka
melaksanakan haknya (Lemhannas, 2011). Kekuasaan penguasa suatu negara
perlu dibatasi. Pembatasan tersebut baik pada lamanya berkuasa maupun
kewenangannya. Hal ini penting, karena menurut Hobbes, manusia memiliki
kecenderungan untuk “gila kekuasaan”. Jika penguasa sudah demikian, maka
ia akan melakukan berbagai cara termasuk cara-cara yang melanggar HAM
demi memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan.
Sebagai contoh, di Indonesia tercatat dalam sejarah bagaimana Era Orde
Lama (Ir. Soekarno) yang memerintah selama kurang lebih 21 Tahun (tahun
1945 sampai dengan tahun 1966). Masa pemerintahan orde lama (Soeharto)
selama 32 tahun (1966-1988) dengan tidak mengurangi segala kelebihannya
masing-masing telah terjadi penyimpangan dari konstitusi, seperti MPRS
mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, presiden membubarkan
parlemen melalui dekrit, padahal dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen
tidak dapat saling menjatuhkan, presiden mengangkat pimpinan lembaga
tinggi dan tertinggi negara menjadi menteri pada kabinetnya.
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Pada masa orde baru, Soeharto memerintah kurang lebih selama 32 tahun
dengan berbagai penyimpangan pada konstitusi seperti menjamurnya korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan, pelemahan fungsi kontrol
media massa, pembangunan yang tidak seimbang antara pembangunan fisik
dengan psikis warganegara yang mengakibatkan lemahnya daya saing sumber
daya manusia Indonesia, orientasi pembangunan fisik juga telah mewariskan
hutang negara yang tidak sedikit. Selain itu, amandemen terhadap UUD dianggap
kaku.
Begitu pula dengan presiden-presiden lainnya, dimaksudkan untuk
membatasi kekuasan dan kewenangan mereka agar tidak melakukan tindakan
sewenang-wenang walaupun mereka diberikan amanah oleh rakyat maupun
Undang-undang, akan tetapi ada batasan yang harus ditaati dan dipatuhi
serta dijalankan.
Sehingga dari tujuan dan fungsi tersebut konstituti memiliki peran
yang sangat strategis dalam mencapai dan meraih tujuan Negara, sebagaimana
menurut Lemhannas (2011) konstusi memiliki peran strategis berupa: a)
Menjaga kredibilitas dan efektivitas berbagai lembaga politik; b) Menjamin
kehidupan demokrasi dan public angagement; c) Menumbuhkan kepercayaan
masyarakat dalam rangka akuntabilitas badan-badan publik.
D. Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi Pertama
NKRI
Terbentuknya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indo-
nesia, tidak terlepas dari sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia. Undang-
Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
yang beranggotakan 21 diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai
wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari
Jawa 3 orang dari Sumatera dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan,
Maluku, dan Sunda kecil.
BPUPKI ini dibentuk bermula dari janji Jepang untuk memberikan
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara
lain berisi: “sejak dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya,
Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan
pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon ðengan serentak menggerakkkan
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angkatan perangnya, baik di darat, Laut maupun udara, untuk mengakhiri
kekuasaan penjajahan Belanda”. Sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang
bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indone-
sia dengan giat dan ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa
Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya.
Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu
ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah
Jepang dipukul mundur tentara sekutu. Jepang tak lagi ingat akan janjinya.
Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas
dan leluasa untuk perkiraan dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat
kemerdekaan tiba. Setelah merdeka kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi
nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan. Sehingga
lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat.
Sehingga dari BPUPKI tersebut, kemudian menetapkan tim khusus yang
bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal
dengan nama Undang-Undang 1945 (UUD 45). Para tokoh perumus itu
adalah: dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata,
Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetardjo Kartohamidjojo,
Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadýr. Drs.Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad
Amir (Sumatera), Abdul Abbas (Sumatera), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang
(pengurangan dari Sulawesi), Latuharhary, Bapak Pudja (Bali) A (Kalimantan),
R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim dan Bapak Mohammad Hassan (Sumatera).
Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang
pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut
1. Menetapkan dan mengesahkan UUD ’45 yang bahannya diambil dari
Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Panitia perumus pada
tanggal 22 Juni 1945;
2. Menetapkan dan mengesahkan UUD ’45 yang bahannya hampir seluruhnya
diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal
16 Juni 1945;
3. Memilih ketua persiapan Kemerdekaan Indonesia Ir.Soekarno sebagai
Presiden dan wakil ketua Drs.Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden;
4. Pekerjaan Presiden untuk waktu yang dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional;
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Dengan terpilihnya Presiden dan wakilnya atas dasar Undang-undang
Dasar 1945 itu, maka secara formil Indonesia sempurna sebagai sebuah negara,
sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada yaitu adanya:
1) Rakyat, yaitu bangsa Indonesia; 2) wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang
terbentang dari Sabang hingga Merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau
besar dan kecil; 3) Kedaulatan yaitu sejak pengucapan proklamasi kemerdekaan
Indonesia; 4) Pemerintahan yaitu sejak terpilihnya Presiden dan wakilnya
sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara; 5) Tujuan negara mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; 6) Bentuk negara yaitu
negara kesatuan (pasal I ayat I UUD’45).
Setelah UUD’45 disahkan menjadi aturan main dan kerangka kerja
pemerintahan Republik Indonesia, sejak itulah berlaku konstitusi yang mengikat
seluruh wilayah dan bangsa Indonesia. Dengan demikian Undang-Undang-
Undang 1945 adalah konstitusi Republik Indonesia yang pertama yang terdiri
atas:
1. Pembukaan yang meliputi empat alinea (berasal dari naskah rancangan
pembukaan Undang-undang Dasar yang disusun panitia kecil pada 22 Juni
1945);
2. Batang tubuh atau isi yang meliputi 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan
dan 2 aturan tambahan (yang berasal dari rancangan Undang-undang
Dasar tanggal 16 Juli 1945 dan disusun oleh BPUPKI):
3. Penjelasan resmi UUD 1945.
E. Perubahan Konstitusi NKRI
Perubahan konstitusi atau biasa disebut dengan istilah Amandemen
bukanlah sesuatu yang dianggap tabu atau terlarang dalam kehidupan negara
yang demokratis. Perubahan merupakan sesuatu hal kehidupan dan sejarah.
Perkembangan kebutuhan dan pemikiran manusia yang selalu berubah menuntut
penyesuaian-penyesuaian suatu undang-undang yang merupakan produk pemikiran
manusia dalam kurun tertentu. Bahkan dalam kehidupan beragama, manusia
telah banyak melakukan perubahan-perubahan penafsiran atas kitab suci
agamanya yang sakral. Perubahan penafsiran atas kitab suci itu bukanlah tergolong
atas nama hukum Tuhan. Sebaliknya merupakan tindakan kreatif manusia
dalam rangka mencari jawaban-jawaban aktual agama terhadap tuntutan dan
perkembangan zaman.
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Dalam sejarah konstitusi Indonesia, sejak kemerdekaan bangsa Indo-
nesia telah tiga kali anggotalakukan konstitusi yang berbeda. Ketiga naskah
konstitusi itu adalah, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Konstitusi Republik
Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar
Sementara tahun 1950 (UUDS 1950). Dari warisan sejarah pergantian konstitusi
ini dapatlah disimpulkan bahwa perubahan undang-undang dasar bukanlah
sasuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Jika pergantian satu konstitusi dengan
konstitusi yang lain pernah dilakukan dilakukan para pendiri republik ini,
maka tindakan yang mengganti pasal-pasal UUD 45 yang tidak sejalan dengan
tuntutan demokrasi dimungkinkan dilakukan dewasa ini.
Perubahan UUD 45 dijamin oleh Pasal 37 UUD 45 yang berbicara
tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan syarat keabsahannya. Pasal
itu menyatakan bahwa (1) untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-
kurang 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil degan persetujuan sekurang-sedikit 2/3 jumlah anggota
yang hadir.
Menarik untuk diamati, meskipun Indonesia pernah berganti-ganti
konstitusi, tetapi hanya sekali saja melakukan perubahan pasal-pasal UUD
45, yaitu pada 19 Oktober 1999. Bergulirnya arus reformasi melahirkan tuntutan
rakyat tentang perlunya melakukan amandemen UUD 45. Seiring dengan
jatuhnya kekuasaan orde baru yang begitu terpusat pada kekuasaan presiden,
maka perintah amandemen UUD 45 ditujukan pada pasal tentang lembaga
kepresidenan. Adapuan pasal-pasal yang diubah pada perubahan yang pertama
ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2). Pasal 14, Pasal 15,
Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. (Selengkapnya lihat lampiran bab ini).
Sedangkam perubahan selanjutnya, berdasarkan Tap.MPR No. IX/ MPR/
1999 ditugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan perubahan
UUD 1945. Perubahan atau amandemen ini diharapakan selesai dan disahkan
dalam Sidang Tahunan MPR pada tanggal 7-18 Agustus 2000.
F. Piagam Madinah sebagai Konstitusi Pertama Di Dunia
Dalam kajian hukum ketatanegaraan Islam (Fiqh Siyasah), konstitusi
disebut dengan dusturi (berasal dari bahasa Persia). Semula artinya adalah seseorang
yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam
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perkembangannya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan
(pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam
bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau
pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur
dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam
sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi)
(Iqbal, 2001).
Piagam Madinah, merupakan piagam perjanjian damai yang mampu
menyatukan berbagai perbedaan; suku, golongan, dan agama untuk hidup
bersama dan saling melindungi satu dengan yang lain (Ismail, 2014).
Piagam Madinah disusun bukan hanya dari pemikiran Nabi Muhammad
saja, tetapi meliputi gagasan-gagasan dari semua tokoh stakeholder dalam masyarakat
Madinah. Untuk itulah Piagam Madinah disusun berdasarkan konsensus bersama
seluruh komponen masyarakat Madinah. Seabgaimana ahli hukum Islam di
Inggris yang berdarah India yaitu Muhammad Hamidullah menyebut bahwa
Piagam Madinah sebagai konstitusi demokratis modern pertama di dunia
(Yakin, 2016).
Gambar 13: Manuskrip Piagam Madinah
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Piagam Madinah dibuat sebagai Konstitusi (aturan tertulis) di Madinah
merupakan cita-cita mulia Nabi Muhammad ketika hijrah bersama kaum
muhajirin Mekkah ke Madinah dimaksudkan untuk menciptakan suatu tatanan
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal inilah yang kemudian mendorong
Nabi Muhammad untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut sebagai Mitsaq
al-Madinah, dari sinilah kemudian dikenal nama Piagam Madinah. Piagam
tersebut juga menjadi dasar hukum bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah,
untuk itu Piagam Madinah juga terkadang disebut sebagai Konstitusi Madinah.
Hal ini dimaksudkan oleh Nabi Muhammad bukan tanpa sebab, dikarenakan
sebelum kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, kota ini secara terus
menerus terjadi konfilk, peperangan, perepecahan satu sama lain. Konflik-
konflik di Madinah merupakan konflik-konflik bermotif antar suku (ashabiyah).
Akibatnya adalah destruktif (merusak, memusnahkan, atau menghancurkan),
sehingga jalan penyelesaian yang ditempuh oleh kaum di Madinah (‘Aus dan
Khazraj) adalah dengan cara contenting (bertanding), peperangan yang tidak
pernah berhenti selama 120 tahun dan belum ada pihak yang menang,
yang akhirnya membuat mereka ‘capek’ dan memutuskan untuk inaction (diam).
Begitu pula permusuhan antara suku Qainuqa’ di satu pihak, an-Nadhir
dan Quraizhah di lain pihak, cara penyelesaian yang diambil dengan with-
draw (menarik diri) dan yielding (mengalah).
Masing-masing mengklaim meyakini bahwa keyakinannya adalah yang
paling benar, perbedatan antara pemeluk agama terus terjadi dan seakan
tidak ada habis-habisnya.
Orang Yahudi selalu memandang keyakinan mereka yang paling benar,
dan meremehkan keyakinan yang lain termasuk tidak menerima keyakinan
dari bangsa Arab. Mereka menganggap bahwa keyakinan nenek moyang orang
Yahudi lebih baik keyakinan nenek moyang bangsa arab. Bangsa Yahudi sering
merendahkan dan terus menunjukkan bahwa agama nenek moyang merekalah
yang paling baik (Salahi, 2006).
Kedua hal inilah membuat masyarakat Madinah pada level yang sangat
membutuhkan perdamaian, nyatanya tidak ada satupun bangsa atau golongan
lain yang ingin mendamaikan kondisi ini (Khalil, 2001).
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Maimunah (2010) bahwa konflik
terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan yang disebabkan oleh ketidak
sesuaian nilai-nilai dan struktur sosial. Adapun secara umum konflik di Madinah,
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berkaitan dengan chauvinisme kesukuan atau assabiyah; kesenjangan sosial,
pertentangan ideologi, perbedaan persepsi, perjuangan kelas, dan adanya perbedaan
karakter pada setiap penduduk jazirah Arab.
Sampai pada akhirnya datanglah masyarakat Islam dari Makkah pada
tahun 622 Masehi yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad dan didukung
oleh semua golongan masyarakat, yang selama ini nama beliau telah didengan
di Madinah sebagai sosok yang dapat dipercaya, cerdas serta bijaksana.
Untuk dapat memahami kondisi dan situasi sosial di Madinah, Nabi
Muhammad SAW kemudian melakukan sensus penduduk Madinah. Hal
ini sesuai dengan diungkapkan oleh Ali Bulac (1998) bahwa terbentuknya
Piagam Madinah, tidak bisa dilepaskan dari adanya sensus terhadap komposisi
penduduk Madinah yang masih sederhana, dari hasil pemetaan Nabi Muhammad
Saw terhadap penduduk Madinah, didapatkan jumlah dan susunan penduduk
Madainah (Yastrib), 10.000 penduduk dengan rincinan; 1500 penduduk
Muslim, 4000 Yahudi, 4500 orang Musyrik Arab. Data ini menunjkkan
pada awalnya kaum muslimin di kota Madinah adalah minoritas.
Langkah pemetaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan
langkah strategis untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan,
sehingga memerlukan pertimbangan secara matang. Adanya sensus atau pemetaan
ini menandakan bahwa perpindahan Nabi Muhammad SAW dan Kebijakan
itu tidak lepas dari adanya power (kekuatan) yang dapat digunakan dalam
mengatur kehidupan masyarakat Madinah (Karim, 2002). Sehingga mengikuti
dan menerima peraturan yang telah ditetapkan secara bersama.
Hal ini menunjukkan kepemimpinan Nabi Muhammad yang bijaksana
bukan gegabah atau terburu-buru dalam mengambil tindakan, serta memerlukan
kecerdasan intelektual dan emosional yang baik. Hal ini dibenarkan oleh Gibb
(1987), ia mengutarakan di Madinah Nabi Muhammad Saw. sebagai arbitrator
(juru damai) dan peacemaker (pendamai).
Di sisi lain, dibutuhkan pula kekuatan Nabi Muhammad dalam menyatukan
suku yang terpecah ini adalah dari aspek keturunan, sebagaimana yang diungkapkan
oleh Sirry (2013) bahwa letak posisi Nabi Muhammad Saw. sebagai peace-
maker (Juru damai) dalam Piagam Madinah, tidak lepas dari adanya posisi,
kedudukan, dan garis keluarga yang mendukung. Sehingga tidak muncul secara
tiba-tiba tanpa ada alasan yang kuat menjadi juru damai. Muhamad memiliki
garis keturunan dari Yastrib dari keluarga Ibu dari kakek Abdul Munthalib
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sebagai pelindung Muhammad dan memiliki power yang kuat di dalam
keluarga Quraisy (Sirry, 2013). Suku Aus dan Khazraj sebelum Hijrah Nabi
Muhammad pun sudah pernah menjadikan Muhammad sebagai juru damai
dalam peristiwa perang buats (perang perebutan mata air).
Hal lain yang mendukung dan pembuktian bahwa Nabi Muhammad
adalah sosok pemimpin cerdas dan bijaksana adalah dibuktikan dengan
fakta yang dicatat oleh sejarah bahwa sebelum lahirnya Piagam Madinah.
Nabi Muhammad menyatukan kaum Muslimin terlebih dahulu, yaitu kaum
muslimin Muhajirin (Mekkah) dan Kaum Muslimin Anshor (Madinah),
Pertemuan antara dua kelompok Muslimin ini diadakan di rumah Anas
bin Malik.
Setelah mempersaudarakan kaum Muslimin Muhajirin dan Anshar,
Nabi Muhammad kemudian menyatukan seluruh kelompok Yahudi dengan
perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Setelah berhasil mempersatukan
seluruh kelompok yang ada di Madinah. Setelah adanya kesepakatan bersama
ini barulah Nabi Muhammad SAW merinci perjanjian sosial-politik Madinah,
perjanjian inilah yang kemudian menjadi Piagam Madinah (Yakin, 2016).
Dengan lahirnya Piagam Madinah, sesungguhnya Rasulullah telah melakukan
lompatan jauh ke depan yang luar biasa. Ia menjadi pijakan untuk realisasi
proyek sosial pluralis, yaitu suatu masyarakat multi-agama dan multi-etnik.
Perjanjian ini mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat baru
yang bernegara, menekankan kerjasama, persamaan antara hak dan kewajiban
di antara semua golongan, baik dalam bidang politik, sosial, agama, serta
mewujudkan pertahanan dan perdamaian (Pulungan, 1993).
Hal penting yang harus diambil, dipahami, dan diterapkan di Indone-
sia adalah bahwa kota Madinah yang selama ini terpecahbelah, berperang
satu sama lain, berkonflik yang berkepanjangan dapat diatas dan diselesaikan
dengan melahirkan konstitusi, ditambah lagi dengan sosok yang fenomenal
yang diakui dan dikenal seluruh dunia, dan tidak ada yang dapat membantahnya.
Bahwa dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya dapat menyelesaikan masalah
(konflik). Sehingga, Indonesia sangat membutuhkan sosok pemimpin yang
dapat menyatukan bangsa Indonesia yang pluralis ini. Konstitusi sudah disusun,
oleh para pendiri bangsa, dan telah disempurnakan oleh tokoh-tokoh bangsa.
Hanya tinggal sosok pemimpin yang dapat menjadi contoh dalam menjalankan
konstitusi yang hingga saat ini belum sepenuhnya dimiliki.
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Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis, yang terdiri dari beragam
agama, suku, adat istiadat dll. Hal ini adalah keniscayaan yang harus diterima.
Kesadaran akan pluralis akan membawa kita pada kesiapan menerima konflik.
Masyarakat yang beranekaragam, akan terjadi konflik yang beragam pula.
Konflik menunjukkan bahwa adanya ketegangan yang mungkin disebabkan
pengalaman-pengalaman deskriminatif, ketidakadilan, kesalahpahaman, distribusi
yang tidak sama atau status yang tidak sah dalam masyarakat.
Lewis Coper mengatakan bahwa konflik justru dapat memberikan atau
menunjukkan “a dynamic change” dalam masyarakat. Yang utama bukanlah
menghilangkan konflik akan tetapi menyelesaikannya dengan cara-cara kreatif
tanpa memunculkan kekerasan. (Elmirzana, 2001).
Sehingga harus disadari, walaupun Indonesia merupakan Negara dengan
jumlah penduduk beragama Islam terbanyak bahkan di dunia, maka penduduk
Muslim di Indonesia tidak boleh memaksakan penduduknya harus semua
beragama Islam, bahkan tidak bisa memaksanakan penduduknya harus melaksanakan
syariat Islam, apalagi sampai memaksakan Negara Indonsia ini adalah Negara
Islam.
Semua harus berdasarkan konsensus (kesepakatan) bersama, bahkan
apabila umat Muslim menginginkan Syariat Islam menjadi dasar negara, maka
tempuhlah jalan yang telah disepakati oleh bangsa yang disahkan oleh Negara
yaitu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Karena konstitusi dapat dirubah,
tapi kesepakatan bangsa ini, merubah konstitusi tidak boleh dilakukan dengan
semena-mena, ada aturan Negara yang telah disepakati bersama. Hal inilah
yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dalam kepemimpinannya.
Di dalam setiap konflik melibatkan adanya tindakan atau cara tertentu
untuk mengatasinya. Tindakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima
kelompok atau lima strategi utama: contenting (bertanding); yielding (mengalah);
problem solving (pemecahan masalah), withdraw (menarik diri); inaction (diam).
Meskipun pembedaan itu sangat bermanfaat secara konseptual, tetapi dalam
kebanyakan konflik, terutama konflik yang mengalami eskalasi, menuntut
penerapan beberapa kombinasi strategi sekaligus (Pruit dan Jeffrey, 2004).
Bangsa Indonesia dengan Pancasilanya, pada sila keempat menyebutkan
“permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyaratan
perwakilan” jelas mengisyaratkan bahwa untuk menangani atau menyelesaikan
konflik adalah dengan jalur musyawarah (problem solving)dan bukan dengan
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kekerasan. Apalagi sampai “memanfaatkan” hukum sebagai alat menyingkirkan
rival, kelompok lawan politik, kelompok yang tidak disenangi, dll.
Piagam madinah sebagai konstitusi yang diterapkan di Madinah merupakan
konsensus (kesepakatan) bersama, bukan hanya untuk kepentingan kelompok
tertentu, begitu pula konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
konsensus bersama yang ditujukan untuk kepentingan bersama jangan sampai
“dimanfaatkan” oleh penguasa, atau kelompok tertentu saja. Wallahua’alam.
Bahan Diskusi:
- Menurut pemahaman saudara, apakah itu konstitusi?
- Apa tujuan dan fungsi serta kedudukan konstitusi bagi suatu Negara?
- Apa yang terjadi apabila Negara tidak memiliki konstitusi?
- Apakah konstitusi bisa diubah? berikan argumentasi!
- Hikmah apa yang saudara dapatkan dari Piagam Madinah sebagai
Konstitusi?




Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari
bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat,
dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi “demos-
cratein” atau “demo cratos” adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan
tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat
dan kekuasaan oleh rakyat (Kencana: 1994, Budiardjo: 1996, Kleden: 2000,
Abdillah, 1999).
Sementara itu secara terminologis demokrasi diartikan oleh beberapa
ahli yang dirangkum oleh Abdillah (1999) yaitu:
1. Josefh A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional
untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh
kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas
suara rakyat;
2. Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-
keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari
rakyat dewasa;
3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi merupakan suatu
sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas
tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak
secara tidak Jangsung melelui kompetisi dan kerjasam dengan para wakil
mereka yang telah terpilih.
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Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa
pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah
mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena
kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Deliar Noer: 1983).
Dari sudut organisasi, “demokrasi”. “demokrasi” berarti pengorganisasian
negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena
kedaulatan berada di tangan rakyat (Mahfud: 1999).
Pendapat lain seperti dinyatakan oleh Henry B. Mayo bahwa demokrasi
merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan
atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat
dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik (Mahfud:
1999).
Dari pendapat para ahli di atas terdapat benang merah atau tentang
titik singgung tentang pengertian demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang
kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam
penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan
kebijakannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya
melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi
diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan
juga tidak mengesampingkan kaum minoritas.
Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat menurut Mahfud
(1999) MD mengandung pengertian tiga hal penting. Pertama, pemerintah
dari rakyat (government of the people); Kedua, pemerintahan oleh rakyat (gov-
ernment by people); ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for people).
Pertama, Pemerintahan dari rakyat (government of the people) berhubungan
erat dengan legitimasi pemerintahan (legitimate government) dan tidak legitimasi
pemerintahan (unligitimate government) di mata rakyat. Pemerintahan legitimasi
berarti suatu pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan
rakyat, Sebaliknya pemerintahan tidak legitimasi berarti suatu pemerintahan
yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan
dukungan dari rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting
karena dengan legitimasi tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda dan
program pemerintahan seperti pembangunan dan pelayanan sebagai wujud
dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya,
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pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang
memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa kekuasaan pemerintah
diperoleh melalui hasil pemilihan dari rakyat bukan pemberian dari wangsit
atau dari kekuasaan supra natural. Karena itu Pemerintah harus mendengar
kehendak dan keinginan rakyat, bukan memaksa rakyat untuk memahami
dan mengikuti kehendak Pemerintah. Berkaitan dengan legitimasi dan tidak
legitimasi pemerintahan sebagai contoh dapat didiskusikan tentang pemerintahan
pada masa Soekarno, Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid.
Kedua, Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) berarti pemerintahan
yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan
oleh rakyat bukan oleh siapa-siapa atau lembaga pengawasan yang ditunjuk
pemerintah. Pemerintah oleh rakyat selama Orde Lama dan Orde Baru telah
terjadi distorsi yang luar biasa. Karena Pemerintah Orde Lama telah menempatkan
dirinya sebagai pemegang dan penguasa tunggal, sementara rakyat dipaksa
untuk tunduk dan patuh kepadanya. Begitu pula terjadi pada Orde Baru
sebagai pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, namun pemerintahan tidak
menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan
penguasa dan kroninya. Juga rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap
pemerintahan Orde Baru karena sistemnya yang represif dan mengedepankan
aspek stabilitas keamananan dengan security approachnya. Padahal dalam teori
demokrasi pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (Social Control)
bukan negara mengawasi rakyat. Selama Orde Baru terjadi sebaliknya, yaitu
yang dominan bukan rakyat mengontrol (social control) terhadap negara tetapi
negara mengontrol masyarakat (State Control Society). Dengan kata lain oleh
Orde Baru, persoalan dibalik sedemikian rupa, 180 derajat, yang seharusnya
masyarakat mengawasi pemerintahan Soeharto, tetapi yang terjadi justru
pemerintahan Soeharto yang mengawasi masyarakat (yang terjadi bukan Social
Control Over State, tetapi State Control Society).
Ketiga, Pemerintahan untuk rakyat (Government for The People) yaitu
suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh
rakyat dipergunakan untuk apa? Apakah pemerintahan takluk apa tidak kepada
apa yang diinginkan rakyat? Misalnya rakyat menolak kenaikan BBM, penolakan
dilakukan dengan demonstrasi besar-besaran, penolakan di media massa
dan elektronik, lantas pemerintah masih saja menaikkan harga BBM, sedangkan
harga minyak dunia tidak mengalami penaikan, hal ini berarti pemerintah
tidak menjalankan demokrasi. Bila pemerintahan menjalankan apa yang menjadi
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aspirasi rakyat, berarti Government for The People telah terwujud. Sebaliknya
bila pemerintahan tidak menjalankan aspirasi rakyat tetapi menjalankan kekuasaan
untuk kepentingan kekuasaan sendiri atau kepentingan kelompok penguasa
dan kroninya, berarti telah terbentuk pemerintahan korup dengan berbagai
modus. Dengan kata lain pemerintahan yang tidak untuk rakyat adalah
pemerintahan korup. Korupsi bukan hanya orang yang mengambil uang,
tetapi bisa juga berupa perubahan etos kerja, kurang maksimalnya jasa pelayanan
kepada rakyat dan sebagainya.
Gambar 14: Peristiwa Reformasi Tahun 1998
Jadi, pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai
legitimasi. Pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat disebut pemerintahan
otoriter. Pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat adalah pemerintahan
korup. Dengan demikian ketiga bentuk pemerintahan tersebut dinamakan
pemerintahan tidak demokratis. Karena suatu pemerintahan dikatakan demokratis
bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-
nilai demokrasi. Selanjutnya dalam pandangan Frans Magnis Suseno (1997)
negara disebut demokratis bila terdapat lima gugus pada negara tersebut
yaitu: negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan
umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan atas hak-hak dasar
rakyat.
Menjadi polemic saat ini adalah, bagaimana apabila rakyat Indonesia
yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi memihak dan mementingkan
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hak-hak rakyat, hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka. Maka,
inilah yang akhirnya akan menjadi Negara yang tidak lagi demokratis. Hal
inilah yang akhirnya akan membuat pemerintahan demokratis berubah menjadi
pemerintahan otoriter. Dikarenakan fungsi pengawasan dan pengontrolan
dari DPR tidak berjalan bahkan telah memihak dan bersekutu dengan pemerintah
dalam hal mempertahankan kekuasaan.
Pemerintah yang otoriter adalah pemerintah yang menggabungkan pelaksanaan
kekuasaan dan pengawasannya ada di satu tangan. Jadi, Pemerintahan otoriter
yang sebenarnya bukan pemerintahan yang suka menembak, menculik, menggunakan
kekuasaan, korup dan sebagainya, tetapi pemerintahan yang menyatukan
ketiga institusi negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) pada struktur pemerintahan
dalam satu tangan kekuasaan. Sedangkan pemerintahan demokratis adalah
pemerintahan yang membagi secara tegas, siapa yang melaksanakan kekuasaan
dan siapa yang mengawasi kekuasaan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasyid
(1997) bahwa pemerintahan demokratis adalah pemerintahan dimana kewenangan
dan kekuasaan dibangun berdasarkan kesepakatan dari rakyat, adanya pemisahan
kekuasaan (separation of power), supremasi hukum (law supremacy).
B. Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi
Berdasarkan define demokrasi di atas, dilihat dari etimologi dan terminologi
sejatinya demokrasi memiliki arti atau makna yang sangat baik dalam sistem
pemerintahan. Hemat penulis, kita harus berupaya menghilangkan dalam
benak kita bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang menyesatkan, membahayakan.
Apalagi ungkapan ini dikeluarkan hanya karena berdasarkan bahwa demokrasi
adalah sistem yang berasal dari Barat, maka tidak boleh atau haram digunakan
bagi umat Islam.
Untuk itu, perlu kajian yang lebih mendalam mengenai demokrasi.
Jangan hanya memaknai demokrasi hanya pada permukaannya saja, harus
lebih komprehensif. Maka, perlu dikaji berkenaan dengan prinsip-prinsip
demokrasi.
Terdapat banyak pendapat ahli berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi,
yang kesemuanya mengarah kepada suatu usaha untuk dapat mensejahterakan
dan memakmurkan serta mengangkat harkat martabat rakyat sebagai manusia
yang memiliki hak asasi.
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Menurut Abdillah (1999) prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari persamaan,
kebebasan dan pluralisme. Prinsip persamaan memberikan penegasan bahwa setiap
warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan
dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Begitu pula
dengan prinsip kebebasan yang menegaskan bahwa setiap individu, Warga negara
atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dalam membentuk
perserikatan. Sedangkan prinsip pluralisme memberikan penegasan dan pengakuan
bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya
merupakan conditio sain quo non (sesuatu yang tidak bisa terelakkan).
Sedangkan menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus
ada dalam sistem demokrasi yaitu: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan
yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat
tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat (Masykuri
Abdillah, 1999 : 74).
Berikutnya menurut Inu Kencana (1994) prinsip-prinsip demokrasi sebagai
berikut:
a. Adanya pembagian kekuasaan (sharing power). Untuk timbulnya iklim dan
budaya demokratis, kekuasaan (power) dipisahkan atau dibagi-bagi antara
pembuatan undang- undang dengan pelaksanaan undang-undang, agar
terjadi pengawasan atau kontrol (checking power with power).
b. Adanya pemilihan umum yang bebas (general election). Untuk terpilihnya
pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, atau anggota-anggota perwakilan
yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri diperlukan pemilihan umum
yang jujur, adil, bebas dan demokratis dilakukan oleh lembaga independen.
c. Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Untuk tidak terciptanya
negara tirai besi yang kaku dan otoriter perlu keikutsertaan rakyat dalam
menilai pemerintahan, Hal tersebut terwujud bila manajemen pemerintahan
dilakukan secara transparan, menerapkan akuntabilitas publik.
d. Adanya kebebasan individu. Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui
rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat mesti memiliki kebebasan berbicara,
kebebasan beribadah dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi
kebutuhan masing-masing. Apabila mahasiswa, wartawan dan aktivis partai
resmi yang bersuara lantang lalu diciduk, hal ini sama sekali tidak demokratis.
e. Adanya peradilan yang bebas. Untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintah
(dalam arti sempit) dalam peradilan umum dan penegakan hukum, maka
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aparat pengadilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga
pejabat pemerintah tersebut atau pejabat pemerintahan itu sendiri dapat
diproses di pengadilan dan dapat diputuskan hukumannya dengan adil.
f. Adanya pengakuan hak minoritas. Untuk adanya perlindungan terhadap
kelompok minoritas, mesti ada pengakuan baik terhadap agama yang minoritas
penganutnya atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang
kaki lima.
g. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Untuk tidak timbulnya
negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), maka hukum
ditempatkan pada rujukan tertinggi. Dengan demikian warga negara sama
kedudukannya di di depan hukum dan lembaga peradilan.
h. Adanya pers yang bebas. Untuk menjamin tegaknya demokrasi, pers itu
sendiri harus bebas menyuarakan hati nurani rakyat, baik penyampaian kritik
terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan maupun terhadap diri
seorang pejabat publik juga dalam penyampaian informasi pembangunan
lainnya. Informasi yang disampaikan pers hendaknya didukung oleh akurasi
data.
i. Adanya multi partai politik. Untuk tidak timbulnya diktator partai atau
sistem monolitik Dartai politik, sistem demokrasi memberikan ruang
tumbuhnya multi partai politik yang bebas dalam mengemukakan dan
mengartikulasikan kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada
negara atau pemerintahan. Dalam alam demokrasi, partai politik berkompetisi
dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan mayoritas rakyat. Karena
itu ada partai yang mendapat suara dan dukungan mayoritas dan ada yang
mendapat dukungan minoritas. Partai politik yang mendapat dukungan
rakyat mayoritas berkesempatan memimpin pemerintahan, sedangkan
partai politik yang mendapatkan dukungan minoritas berada dalam parlemen
atau diluar parlemen sebagai kelompok oposisi (penyeimbang) pemerintah,
sehingga akan timbul chek and balance.
j. Adanya musyawarah. Untuk menyelesaikan konflik secara damai seperti
timbulnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat hendaklah
diselesaikan dengan musyawarah atau negosiasi (syur), bukan dengan
penekanan dan intimidasi apalagi dengan kekerasan senjata. Dengan demikian
dalam sistem demokrasi konflik-baik konflik vertikal maupun konflik hori-
zontal- bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang harus ada
dan diselesaikan dengan cara damai.
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k. Adanya persetujuan parlemen. Untuk menjalankan roda pemerintahan, pihak
eksekutif terutama pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut
kepentingan orang banyak, dalam negara demokrasi dibutuhkan persetujuan
terlebih dahulu dari pihak legislatif sebagai refresentasi rakyat. Sehingga
segala kebijakan dan keputusan eksekutif dapat dikontrol oleh pihak legislatif.
l. Adanya pemerintahan yang konstitusional. Untuk tidak timbulnya negara
yang bersifat absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintahan
harus berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar). Karena konstitusi
sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara.
m. Adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi. Untuk terciptanya
sistem demokratis dalam kehidupan kenegaraan. diperlukan adanya ketentuan
tentang pendemokrasian yaitu Undang-Undang Dasar suatu negara mesti
mencantumkan secara tertulis, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
n. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik. Untuk terciptanya manajemen
dan organisasi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (acountable)
dalam mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya
dan kemerdekaan serta kedamaian, mutlak dibutuhkan adanya pengawasan
terhadap jalannya dan pengaturan administrasi publik itu sendiri.
o. Adanya perlindungan hak asasi manusia. Untuk melindungi harkat dan martabat
manusia warga negara, diperlukan perlindungan hak asasi sepanjang memperhatikan
nilai-nilai luhur moral dan agama. Seperti mengadu domba agama dengan
cara pembakaran rumah ibadah untuk menggoyang kepemimpinan seseorang,
sudah barang tentu tidak menghargai hak asasi manusia. Sebaliknya melindungi
usaha dagang anak pejabat dan konglomerat dengan mengusir dan mematikan
pedangang kecil adalah pelanggaran hak asasi pedagang kecil.
p. Adanya pemerintahan yang bersih (clean and good government). Untuk menjamin
tidak terjadinya kekuasaan di tangan satu orang dan merajalelanya tindakan
korupsi dan kolusi, diperlukan suatu komitmen pemerintah untuk menegakkan
pemerintahan yang bersih dan baik. Lahirnya clean and good government
memerlukan komitmen dari pihak legislatif dan eksekutif.
q. Adanya persaingan keahlian (profesionalitas). Untuk penempatan pejabat
dalam pemerintahan, harus benar- benar sesuai dengan keahliannya, bukan
karena famili atau kolega dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan
demikian tercipta penerimaan pegawai berdasarkan merit system. Sebaliknya
nepotisme, koncoisme dan kekerabatan lainnya merupakan sesuatu yang
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tidak dikehendaki dalam sistem demokrasi, karena hal itu merupakan
ciri ketiranian.
r. Adanya mekanisme politik. Mekanisme politik merupakan sesuatu yang
niscaya dalam sistem demokrasi. Karena dengan mekanisme tersebut akan
terjadi suksesi dan rotasi kepemimpinan berlangsung secarat teratur dan
berkesinambungan. Mekanisme politik terjadi memungkinkan perubahan
politik berlangsung secara damai.
s. Adanya kebijakan negara yang berkeadilan. Untuk terwujudnya kébijakan
negara yang berkeadilan, hendaknya proses pembuatan kebijakan tersebut
dibuat oleh badan perwakilan politik (seperti parlemen), tanpa paksaan
dari pihak mana pun, baik group penekan (pressure group) maupun salah
satu partai politik yang berkuasa.
t. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab. Sistem demokratis
mengedepankan adanya tanggung jawab pemerintahan yang tinggi dalam
menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat kepadanya.
Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, demokrasi berdiri diatas fondasi
fundamental yaitu otoritas, privasi, tanggung jawab dan keadilan. Prinsip-
prinsip di atas kalau diperhatikan satu persatu tidak aka nada yang bertentangan
dengan nilai-nilai kebenaran, baik dari nilai agama, moral, etika, dsb. Untuk
itu, apabila ada yang masih tetap mengatakan bahwa demokrasi merupakan
suatu ajaran, suatu sistem yang sesat, yang tidak pantas digunakan maka
harus kembali mengkajinya lebih dalam.
Walaupun untuk mewujudkan sistem demokrasi yang sesungguhnya
berdasarkan definisi, dan prinsi-prinsip yang ada sangat sulit, bukan berarti
sistem ini harus dipersalahkan. Hanya saja untuk mewujudkan secara maksimal
membutuhkan waktu untuk menydarkan seluruh elemen dalam menajalankan
dan memaksimalkannya dalam hal berbangsa dan bernegara.
C. Perjalanan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahapan
yaitu tahapan pra kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Seperti dikemukakan
oleh Jimly Asshiddiqie telah tumbuh praktik yang dapat dikaitkan dengan
gagasan kedaulatan rakyat (penulis menyebut gagasan demokrasi) di wilayah
Nusantara ini terutama yang terjadi di pedesaan (Asshiddiqie, 1994). Dengan
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demikian bagi bangsa Indonesia tradisi berdemokrasi sebenarnya telah dimulai
sejak zaman kerajaan Nusantara. Karena itu potensi tumbuhnya alam demokrasi
sangat besar.
Sementara itu perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan
mengalami pasang-surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini,
selama perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi
ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan
berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum
dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan yang
demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antara
negara atau pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat
dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan (equilibrium potition)
dan saling melakukan pengawasan (check and balance). Dengan kata lain,
posisi keseimbangan antara pemerintah atau negara dengan rakyat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara menghindari tumbulnya tindakan kotor
dan anarkis baik dilakukan pemerintah atau negara terhadap rakyatnya, partai
politik, militer, maupun oleh rakyat sendiri terhadap negara atau dengan
sesama anggota masyarakat.
Perjalanan Demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan dapat dibagi pada
periode 1945-1959; periode 1959 -1965; Periode 1965-1998; dan Periode
1998-sekarang.
a. Periode 1945-1959
- Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer.
Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah
kemerdekaan di proklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indo-
nesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa
negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi
musuh bersama menjadi koridor dan tidak dapat dibina menjadi
kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena
lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang
untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer
dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara
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konstitusional (constitutional head) beserta menteri-menterinya yang
mempunyai tanggungjawab politik.
- Pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya
menguat pula kedudukan partai politik. Karena itu segala hal yang
terkait dengan kebijakan negara tidak terlepas dari sikap kritis para
anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen
maupun secara sendiri-sendiri (Asshiddiqie, 1994). Salah satu hal
yang penting dalam periode ini adalah adanya perdebatan yang tidak
berkesudahan yang dilakukan oleh anggota parlemen dari partai yang
berbeda. Karena seperti diketahui bahwa pada periode ini tumbuh
era multi partai. Era multi partai diikuti oleh adanya alam kebebasan
(tumbuhnya paham liberalisme) yang tumbuh pada periode ini.
b. Periode 1959 – 1965
- Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden,
terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis
dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam
praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi
terhadap praktik demokrasi.
- Dekrit Presiden 5 di dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk
mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang
konstituante merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik
demokrasi. Begitu pula, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan
bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya lima
tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat
Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan
waktu lima tahun (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang
presiden untuk dipilih kembali) sebagaimana yang ditentukan oleh
Undang-Undang Dasar.
- Selain dari pada itu banyak lagi tindakan yang menyimpang atau
menyeleweng dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya
dalam tahun 1960 Ir. Sockarmo sebagai presiden membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan
Undang- Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditegaskan dan ditentukan
bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.
Karena antara presiden dan DPR berada dalam posisi setara dan tidak
dapat saling menjatuhkan atau membubarkan.
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- Setelah DPR hasil pemilu 1955 yang demokratis dibubarkan, presiden
membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royang yang mengganti
Dewan Perwakilan Rakyat hasil Dalam DPR Gotong Royong sangat
ditonjolkan peranananya sebagai pembantu pemerintah sedangkan
fungsi kontrol sebagai sesuatu yang melekat pada DPR ditiadakan.
Selain itu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong dijadikan
sebagai salah seorang menteri. Dengan demikian dalam posisi itu
pimpinan Dewan hanya difungsikan sebagai pembantu presiden disamping
fungsi sebagai wakil rakyat. Peristiwa tersebut menceminkan telah
ditinggalkannya doktrin trias politika yang intinya adalah adanya pembagian
dan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- Penyimpangan lain dari praktik demokrasi pada masa ini seperti tercermin
dalam beberapa ketentuan lain dari bidang Eksekutif. Misalnya presiden
diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu
dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 19/1964, di bidang legislatif
presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan
tata tertib peraturan presiden No. 14/1960 dalam hal anggota dewan
Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat.
- Selain itu terjadi pula penyelewengan di bidang perundang-undangan
dimana pelbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan
presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum.
Selanjutnya didirikan badan-badan ekstra konstitusional oleh presiden
seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis
sebagai arena kegiatan. Sesuai dengan taktik Komunisme Internasional
pembentukan Front Nasional merupakan langkah persiapan ke arah
terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan pres yang sedikit
menyimpang dari “rel revolusi” tidak dibenarkan oleh pemerintah
dan dibredel. Sementara inu politik mercusuar di bidang hubungan
luar negri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi
menjadi tambah mencengkam.
- Pada periode ini juga sering disebut dengan Demokrasi Terpimpin.
Menurut Soekarno (presiden RI) seperti dikutip oleh Ahmad Syafi’i
Ma’arif adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam kesempatan lain ia (Soekamo)
mengatakan demokrasi terpimpin ialah demokrasi kekeluargaan tanpa
anarkisme, liberalisme dan otokrasi diktator. Demokrasi kekeluargaan
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ialah demokrasi yang mendasarkan sistem kepada musyawarah dan
mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral yang sepuh, seorang
ketua dan mengayomi. Dalam pandangan Ahmad Syafi’i Ma’arif demokrasi
terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai Ayah
dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasan terpusat
berada di tangannya.
- Dari pelanggaran dan penyimpangan di atas, memberikan gambaran
bahwa kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekamo
adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang sebenamya,
melainkan sebagai suatu bentuk otoriterian. Karena itu pada periode
ini sebenarnya alam dan iklim demokrasi tidak muncul, karena yang
sebenarnya terjadi dalam praktik pemerintahan adalah rezim pemerintahan
sentralistik otoriter Soekarno. Demokrasi terpimpin ala Soekarno
berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September 1965 yang didalangi
oleh PKI (Partai Komunis Indonesia).
c. Periode 1965 – 1998
- Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan
dan memurnikan pelaksanaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen. Karena sebelum periode ini telah
terjadi penyelewengan dan pengingkaran terhadap kedua landasan
formal dan yuridis dalam kehidupan kenegaraan. Dalam usaha untuk
meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar
yang telah terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan
tindakan korektif.
- Ketetapan MPRS No. III/1963 pemerintahan yang menetapkan masa
jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan
presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun. Ketetapan
MPRS No. XIX/1966 telah menentukan kembali produk-produk legislatif
dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar itu Undang-Undang
No. 19/1964 telah diganti dengan satu undang-undang baru (No. 14/
1970) yang menetapkan kembali azas “kebebasan badan-badan pengadilan”
Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol,
disamping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.
Pimpinannya tidak lagi mempunyai status sebagai ditininun menteri.
- Begitu pula tata tertib DPR yang memberi wewenang kepada presiden
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untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat
antara anggota badan legislatif dihapuskan. Golongan Karya, di mana
anggota ABRI memainkan peran penting, diberi landasan konstitusionil
yang lebih formil. Selain itu beberapa hak asasi diusahakan supaya
diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih
luas kepada pers untuk menyatakan pendapat dan kepada partai-partai
politik diberikan hak untuk bergerak dan menyusun kekuatannya,
terutama menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian diharapkan
terbinanya partisipasi politik dari golongan-golongan dalam masyarakat.
Disamping itu dakan program pembangunan ekonomi secara teratur
dan terencana.
- Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu
pada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Karena itu Demokrasi pada
masa ini disebut dengan demokrasi Pancasila.
- Demokrasi Pancasila sebagai berikut: a. Demokrasi dalam bidang politik
pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum
dan kepastian hukum. b.Demokrasi dalam bidang ekonomi pada
hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. c.
Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan
dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak,
Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi
pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Karena
dalam demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai
inti dari sistem demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang
sama untuk menentukan dirinya sendiri , Begitu pula partisipasi politik
yang sama semua rakyat. Untuk itu pemerintah patut memberikan perlindungan
dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.
- Namun demikian “Demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya
sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praktis atau
penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim
ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.
- Nyatanya, peran dari legeslatif bukan kepada rakyat, malah sebaliknya
adalah untuk mempertahankan kekuasaan penguasa, katanya pembangunan
ekonomi secara nasional diperuntukkan untuk rakyat, nyatanya pembangunan
ekonomi hanya dinikmati sekelompok elit bangsa dan kelompok
masyarakat tertentu. seperti lahirnya sejumlah konglemerat yang sebagian
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besar berasal dari kalangan etnis Tionghoa. Dibungkamnya suara-
suara kritis kepada pemerintah, sehingga rakyat berada dalam kondisi
ketakutan, dll.
d. Periode 1998-sekarang
- Pelaksanaan demokrasi di era reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan
lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai Presiden selama sekitar 32
tahun, serta diangkatnya BJ. Habibie. Presiden BJ Habibie meletakkan
fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya.
Dalam masa pemerintahan Presiden BJ Habibie muncul beberapa indikator
pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu: Diberikan kebebasan pers
Pada era reformasi diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik
untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Berlakunya sistem
multipartai Di era reformasi sistem multipartai diberlakukan terlihat pada
Pemilihan Umum 1999.
- Terbukanya kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul
sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.
- Era ini, demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.
Dengan karakteristik berbeda dari orde baru dan sedikit mirip dengan
demokrasi parlementer 1950-1959. Kondisi demokrasi Indonesia periode
reformasi dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Warga negara
bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan.
- Akan tetapi selalu saja terdapat terjal yang harus dilalui, BJ. Habibie
juga akhirnya dilengserkan, begitu pula dengan penggantinya yaitu KH.
Abdurrahman Wahid (Gusdur), dilengserkan oleh DPR dan MPR walaupun
belum ada keputusan pengadilan menyatakan bahwa Gusdur bersalah.
- Tahun 2001 dipilih Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan
pertama di Indonesia.
- Dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari
praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Stabilitas nasional masih goyang
sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas
nasional.
- Pemilu lebih demokratis Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis
dari sebelumnya. Sistem Pemilu terus berkembang memberikan jalan bagi
rakyat untuk menggunakan hak politik dalam Pemilu. Puncaknya pada 2004
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rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif serta presiden
dan wakil presiden dipilih secara langsung saat itu presiden pertama yang
dipilih langsung oleh Rakyat Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono
dan Jusuf Kalla. Pada 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati
atau walikota) dipilih langsung oleh rakyat. Rotasi kekuasaan dari pemerintah
pusat hingga daerah Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan
pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik terbuka Rekrutmen
politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap
warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan
politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar warga negara terjamin Sebagian
besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan pers dan sebagainya (Putri, 2020).
- Lambat-laun kondisi demokrasi di Indonesia mengalami penggerusan,
Secara substansi demokrasi di Indonesia menjadi elitis dan dikangkangi
oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level
nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian, munculah sebuah
demokrasi tanpa demos (rakyat).
- Demokrasi di Indonesia mengalami krisis dan kebablasan, bahkan pada
pemilu 2019 merupakan pemilu paling “buruk” hemat penulis, karena
masa ini rakyat satu sama lain saling hujat menghujat, saling menghina
bahkan terdapat kata yang sudah terlabel yaitu Cebong vs Kampret, entah
dari mana istilah ini bisa lahir begitu saja, padahal kata ini menunjukkan
objeknya adalah “binatang” bukankah hal ini sangat buruk dan hina?
Permusuhan antara pendukung merambah sampai ke tingkat masyarakat
bawah, bahkan diduga juga terjadi perpecahan dalam kalangan keluarga.
Walaupun akhirnya istilah ini diakhiri dengan indah, dengan bergabungnya
(berkoalisi) kedua calon presiden tersebut dalam pemerintahan.
- Secara spesifik setidaknya ada sebelas karakteristik demokrasi di Indo-
nesia saat ini yang mencerminkan demokrasi tanpa demos itu Pertama, lemahnya
pelaksanaan checks and balances. Ini terlihat dari lemahnya peran partai,
DPR, kehakiman, dan lain sebagainya di hadapan eksekutif (pemerintah). Kedua,
meredupnya sikap kritis civil society, baik pers, LSM, akademisi, dan sebagainya
sebagai mitra pemerintah; dan pembungkaman kalangan aktivis-kritis.
Akibatnya, demokrasi kita sejatinya tengah tumbuh dalam “tanah yang
gersang”. Ketiga, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan/
pendewasaan berpolitik. Para elite juga tidak cukup berhasil dalam memelihara
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soliditas masyarakat. Inilah yang akhir-akhir ini menjadi pendorong berkembangnya
pembodohan politik dan manipulasi kepentingan serta pembelahan
politik. Keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada
level elite ataupun masyarakat, seiring dengan meningkatnya oportunisme
di kalangan elite dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya
ekonomi masyarakat. Kelima, penegakan hukum yang tebang pilih. Kedekatan
dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum
kita. Selain itu, ada kecenderungan menerabas aturan yang terlihat pada
aturan-aturan kekinian, termasuk omnibus law. Keenam, memudarnya partisipasi
rakyat yang otonom dan genuine. Ini ditandai dengan maraknya politik
uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara masif. Ketujuh,
pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai
dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan kriminalisasi. Kedelapan,
terjadinya “de-demokratisasi internal” pada lembaga-lembaga politik, terutama
partai yang justru menyuburkan nilai-nilai anti-demokrasi dan meningkatkan
personifikasi lembaga demokrasi. Kesembilan, pelaksanaan pemilu dan
pilkada yang sarat dengan manipulasi dan politik uang. Uang demikian
bermakna dan menentukan (money talks and decides). Akibat situasi ini,
muncul fenomena yang disebut sebagai “votes without voice”. Kesepuluh,
repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa, terutama
dalam kontestasi elektoral. Kesebelas, terjadinya diskriminasi politik atas
nama SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan rasa kedaerahan
(Putri, 2020). 
- Dengan kesebelas karakteristik itu, tidak mengherankan jika nilai demokrasi
Indonesia menjadi menurun drastis. Dari hasil studi Economist Intelli-
gence Unit (EIU), dalam dua tahun terakhir ini, di kawasan Asia Tenggara
Indonesia berada di peringkat 3, di bawah Malaysia dan Filipina, dengan
kategori sebagai “flawed democracy” (demokrasi yang cacat).
- Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah menelurkan berbagai kebijakan
kontroversial, yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat.
Ketiga kebijakan itu adalah (1) Revisi UU KPK atau di kalangan pegiat
demokrasi dikenal sebagai UU pelemahan KPK; (2) UU KUHP, yang
membuka peluang intervensi kepentingan negara dalam ranah privat;
dan (3) RUU Cipta Kerja/Omnibus Law, yang dalam banyak aspeknya
lebih memberikan keuntungan kepada kaum pebisnis besar atau investor
ketimbang pekerja/buruh.
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- Dua yang pertama telah memicu ribuan mahasiswa di seluruh Indone-
sia untuk kembali ke jalan. Meski kemudian berhasil diredam oleh aparat,
sebagian dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Apa yang diperjuangkan
pun akhirnya menjadi sia-sia karena baik pemerintah maupun DPR tetap
dengan pendiriannya untuk menetapkan UU tersebut. Ini juga menjadi
sebuah indikasi kuat adanya pelemahan peran mahasiswa sebagai kalangan
muda-kritis yang biasanya selalu diharapkan menjadi agen perubahan.
Sementara itu, RUU yang terakhir telah memicu perlawanan terutama
dari kalangan buruh. Kehadiran ketiga UU/RUU kontroversial itu pada
banyak aspeknya jelas tidak aspiratif. Ketiganya tampak jelas lebih mengakomodir
kepentingan para oligarki
- Ditambah lagi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE (Informasi
dan Transaksi Elektronik), yang menyiratkan banyak sekali persoalan,
seolah oknum-oknum yang bertentangan, mengkritik, dan mengevaluasi
pemerintah, dengan gampangnya diproses hukum dan ditangkap, akan
tetapi oknum-oknum yang membela dan pro dengan pemerintah seolah-
olah bebas menyampaikan pendapat mereka, walaupun terindikasi melanggar
undang-undang tersebut. Undang-Undang ini seakan digunakan untuk
menyingkirkan lawan politik yang ingin menggerus kekuasaan. Walaupun
hal ini perlu ada diskusi mendalam untuk mengkaji dan mengupasnya.
Gambar 15: Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019
Perjalanan demokrasi Indonesia memang penuh dengan warna-warni,
akan tetapi harus disadari hingga saat ini Indonesia masih tetap beridiri
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sebagai Negara Mandiri, Berdaulat. Artinya bangsa dan Negara Indonesia
masih tetap bisa bertahan, bersatu dalam menghadapi dinamika berdemokrasi.
D. Kajian Islam tentang Demokrasi
Prinsip-prinsip utama demokrasi banyak terdapat di dalam Alquran,
antara lain QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 (yang berbicara tentang
musyawarah); al-Maidah: 8; al-Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13
(tentang persamaan); al-Nisa’: 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang
kebebasan mengkritik); al-Nisa’: 59, 83 dan al-Syuro: 38 (tentang kebebasan
berpendapat) dst.(Umar, 2002).
Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan
demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi
berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki
dialeketikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan
bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi.
Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan
yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam
QS. As-Syura: 38: “Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di
antara mereka”. Dalam surat Ali Imran:159 dinyatakan:  “Dan bermusayawarahlah
dengan mereka dalam urusan itu”. Dalam praktik kehidupan umat Islam,
lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada
zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang
bertugas memilih kepala negara atau khalifah (Madani, 1999). Jelaslah bahwa
musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbanagan dan tanggung
jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan
begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi
tanggung jawab bersama.
Berkenaan dengan hal ini, terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan
demokrasi. Di satu pihak ada yang menentang demokrasi, dan di satu pihak
membolehkan dan mendukung.
Sebagian ilmuwan Muslim menolak penyamaan antara demokrasi dengan
beberapa istilah di atas dengan alasan bahwa Muslim tidak dibolehkan untuk
menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan terhadap segala
sesuatu yang dipercaya bertentangan dengan hukum Allah dan hal ini berbeda
105Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
dengan demokrasi, apapun boleh dinegosiasikan. Karena bagaimanapun, konsep
ini bermula dari Barat yang tentunya mempunyai latar belakang alasan kemunculannya
tersendiri.
Imam Khomeini termasuk yang tidak menyetujui demokrasi, ia mengatakan
bahwa di satu sisi di Iran, menganggap bahwa Tuhan sebagai penguasa mutlak
yang semua perintah-Nya harus diikuti, sedangkan di sisi lain sebagai negara
republik, Iran memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang politik, ekonomi,
sosial, dan budaya, seperti lewat pemilu untuk memilih wakil mereka di parlemen,
pemilu presiden. Pemerintah Iran merupakan pemerintahan hukum Tuhan
atas manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga dengan parlemen
yang bertugas menyusun program untuk berbagai kementerian, dengan kekuasaan
tertinggi di tangan seorang faqih (Sihbudi, 1993).
Hal ini ini juga diikuti oleh Taufiq al-Syawi (1997) ia mengatakan bahwa
demokrasi merupakan bentuk shuura versi Eropa. Meskipun begitu, demokrasi
tidak sama dengan shuura karena tidak berpegang pada dasar syariat Islam.
Menurutnya, demokrasi konvensional sangat rentan terhadap prilaku diktator,
karena demokrasi memungkinkan penguasa melakukan upaya tertentu merebut
dan mempengaruhi kekuasaan legislatif, lalu menciptakan undangundang
tersendiri yang berfungsi untuk memperluas kekuasaannya. Dengan begitu
ia menegaskan bahwa sistem shuura sebenarnya telah melangkah lebih maju
ketimbang sistem demokrasi modern, karena sistem shuura mewajibkan para
penguasa berpegang pada syariat atau sumber samawi yang lebih tinggi dari
penguasa yang tidak memungkinkan mereka mencampurinya, sekalipun pada
persoalan yang tidak dijelaskan secara pasti, karena itu wewenang ulama.
Sayyid Qutub juga termasuk dalam kelompok yang menentangnya, ia
mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pelanggaran terhadap kekuasaan
Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang kepada yang
lainya. Menurutnya mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan
secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian,
bentuk, sistem dan kondisi. Ia menambahkan bahwa agresi menentang kekuasaan
Tuhan adalah bentuk jahiliyah. Ia menandaskan bahwa negara Islam harus
berlandaskan pada prinsip musyawarah, karena Islam sebagai sebuah sistem
hukum dan moral sudah lengkap, sehingga dengan demikian tidak ada lagi
legislasi lain yang mengatasinya. Pendapat serupa pula dikatakan oleh Mutawali
alSya’rawi seorang ulama besar asal Mesir yang mengatakan bahwa Islam
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dan demokrasi tidak bersesuaian, dan shuura tidak dengan sendirinya demokrasi
mayoritas (Kamil, 2002).
Terlepas dengan adanya penolakan di atas, masih banyak sekali pendapat
yang menerima demokrasi untuk diterapkan dalam konteks berbangsa dan
bernegara, dengan mengungkapkan dalil naqli dan ‘aqli yang rigit (terperinci)
sehingga penulis berkencederungan mengikuti pendapat pada kelompok
ini.
Yusuf Al-Qardhawy (1997) selaku ulama fiqih kontemporer mengatakan
bahwa secara substansi, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan
ajaran substansi demokrasi telah lama dikenal oleh Islam. Meskipun substansi
demokrasi sudah dikenal oleh Islam, akan tetapi rinciannya diserahkan kepada
ijtihad orang-orang Muslim, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan
dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu
serta trend kehidupan manusia. Lantas pertanyaannya adalah apakah substansi
dari demokrasi itu sendiri?. Ia menjawab bahwa substansi demokrasi terlepas
dari berbagai definisi istilah-istilah akademis adalah suatu proses pemilihan
yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak
memimpin dan mengurus keadaan mereka. Dan hal ini tentu saja mereka
tidak akan mengangkat seseorang yang tidak mereka sukai atau sistem yang
mereka benci. Mereka berhak memperhitungkan pemimpin yang melakukan
kesalahan, berhak mencopot dan menggantinya dengan orang lain jika menyimpang.
Mohammad Taha salah seorang pemikir Sudan mengatakan bahwa
demokrasi sejajar dengan sosialisme. Keduanya adalah dua sayap masyarakat
yang dibutuhkan. Sosialisme merupakan proses mencari kemak muran sosial
yang lebih baik, maka demokrasi merupakan proses pembagian kekuasaan
yang mesti mendahuluinya. Menurut Taha, demokrasi bukan akhir dari sebuah
tujuan, tetapi sebagai sarana untuk meraih tujuan merealisasikan martabat
manusia. Demokrasi tidak hanya pandangan dari suatu pemerintahan, tetapi
juga pandangan hidup, dan demokrasi merupakan pendekatan terbaik bagi
usaha pencapaian martabat manusia. Taha menyadari bahwa dalam demokrasi
banyak ketidaksempurnaan, meskipun begitu menurutnya ketidaksempurnaannya
lebih rendah dibandingkan dengan marxisme. Ia menambahkan bahwa demokrasi
adalah kebalikan dari kediktatoran di mana ia merupakan tipe pemerintahan
yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyediakan kesempatan bagi manusia
untuk merealisasikan kehormatan dan kemuliaannya (Hakiki, 2016).
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Muhammad Husein Heikal (1993) berpendapat bahwa kebebasan, persaudaraan,
dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk
di antara prinsip-prinsip utama Islam. Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh
paham demokrasi sekarang sebenarnya juga merupakan kaidah-kaidah Islam.
Menurut Fahmi Huwaidi (1996), demokrasi adalah sangat dekat dengan
Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Argumentasi yag dihadirkan
oleh Fahmi Huwaidi adalah; Pertama, beberapa hadits menunjukan bahwa
Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. Kedua,
penolakan Islam kepada kediktatoran. Ketiga, dalam Islam, pemilu merupakan
kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu
saja seperti yang diperintahkan Alquran. Keempat, demokrasi merupakan
se-buah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan Khulafa al-Rashidiin yang
memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem
kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. Kelima, negara Islam adalah negara
keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Kelima, suara mayoritas
tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran. Keenam,
legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.
Membandingkan pendapat di atas yang bertolak belakang, nampaknya
keduanya di dalam memandang demokrasi berawal dari persepsi yang berbeda.
Misalnya Yusuf Al-Qardhawy memahami demokrasi dari sisi substansi yang
dibawa oleh demokrasi itu sendiri. Sedangkan Taqiyuddin Al-Nabhani dan
Taufiq al-Syawi memandang demokrasi bukan dari pesan yang dibawanya
melainkan dari sejarah kemunculan istilah itu sendiri yakni dari Barat yang
tentunya berbeda dengan Islam.
Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, ditemukan kebenaran ilmiah
melalui penelitian disertasi Saiful Mujani yang kemudian dibukukan dengan
judul “Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik
di Indonesia Pasca Orde Baru”. Buku yang ditulis ini adalah sebuah bantahan
bagi yang mengatakan bahwa Islam atau masyarakat Islam tak sesuai dengan
demokrasi atau tak akan bisa mene-rima konsep penerapan demokrasi. Berdasarkan
riset Saiful Mujani ditemukan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indo-
nesia beragama Islam, ternyata masyarakat Islam Indonesia cukup menarik
dengan penerapan demokrasinya. ada juga negara yang mayoritas muslim
mendukung secara baik penerapan demokrasi, dan negara itu adalah Indo-
nesia.
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Saeful Mujani (2007) menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada satu
pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan satu
unsur demokrasi. Keseluruhan proposisi bahwa Islam memiliki korelasi negatif
dengan demokrasi jika mengacu pada hasil survai kaum Muslim Indonesia
terbantahkan. Ia menguji sebelas hipotesis yaitu apakah semakin Islami seorang
Muslim maka semakin 1) cenderung tidak percaya kepada orang lain pada
umumnya, 2) semakin cenderung tidak percaya kepada non-Muslim, 3) rendah
pula keterikatannya dalam aktivitas kewargaan yang bersifat secular, 4) cenderung
tidak toleran terhadap orang Kristen, 5) cenderung tidak terlibat dalam politik,
6) cenderung tidak percaya pada institusi politik, 7) semakin cenderung
tidak puas terhadap kinerja demokrasi, 8) cenderung tidak mendukung prinsip-
prinsip demokrasi, 9) cenderung tidak mendukung negara-bangsa, 10) kecil
partisipasinya dalam politik, kecuali jika objek dari partisipasinya itu bersifat
keislaman, 11) kecil kemungkinannya untuk menjadi warga yang setia, dan
semakin besar kemungkinannya untuk menjadi warga yang teralienasi, naif,
dan apatis. Semua hipotesis ini terbantahkan, artinya tidak ada satupun prinsip
demokrasi yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Umat Muslim
Indonesia mendukung diterapkannya demokrasi.
Bahan Diskusi:
- Menurut saudara apakah itu demokrasi?
- Menurut saudara apakah sistem demokrasi itu sesat, tidak boleh
diterapkan di Indonesia? Berikan argumentasi!
- Silahkan saudara indentifikasi perjalanan demokrasi di Indonesia
dari masa-ke masa?
- Apa faktor penyebab, demokrasi di Indonesia belum dilaksanakan
secara maksimal?
- Bagaimana pendapat ulama, dan cendikiawan muslim berkaitan dengan
demokrasi?
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BAB VII
HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Hak Asasi Manusia
Istilah hak memiliki banyak arti, hak dapat diartikan sebagai sesuatu
yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan
yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Demikian juga halnya
dengan kata asasi mempunyai banyak arti. Antara lain dapat dimaknai sebagai
sesuatu yang pokok, yang mutlak yang prinsip, yang paling dasar, sehingga
hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki
oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan.
Oleh karena sifatnya yang dasar dan pokok ini maka hak asasi manusia
sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan (Kusnadi,
Modul 1 Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM).
Istilah HAM yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris human
rights yaitu hak manusia. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada
manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar
yang prinsip sebagai anugerah ilahi yang karena hak-hak itu manusia bersifat
luhur dan suci (Mughni, 2007).
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh
dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam
kehidupan masyarakat. Hak-hak ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa,
ras, agama atau kelamin, karenanya bersifat asasi dan universal. Sejalan dengan
pendapat Jan Materson dari komisi HAM PBB, hak asasi manusia adalah
hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia
mustahil dapat hidup sebagai manusia.
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HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan
oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi
manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaaan
hak asasi manusia. (Majalah What is Democracy, 1991).
Menurut Budiardjo (1982) HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh
manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran
dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa
membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat
asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang
harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-
citanya.
Dalam undang-undang tentang hak asasi manusia pasal 1 Angka 1 UU
No. 39/1999 tentang HAM dinyatakan: “Hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk itu, HAM merupakan
hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku
seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga
negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa
membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain.
Sedangkan pada Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 dituliskan
bahwa Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya
kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi
untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia
dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.
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Gambar 16: Ilustrasi Peristiwa Pelanggaran HAM di Indonesia
Sedangkan menurut deklarasi HAM PBB secara singkat dijelaskan seperangkat
hak-hak dasar manusia yang sangat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak
untuk hidup, tidak menjadi budak, tidak disiksa dan tidak ditahan, dipersamakan
dimuka hukum (equality before the law), mendapatkan praduga tidak bersalah
dan sebagainya. Hak-hak lain juga dimuat dalam deklarasi tersebut seperti
hak-hak akan nasionalitas, pemilikan, pemikiran, agama, pendidikan, pekerjaan
dan kehidupan berbudaya.
Dapat disimpulkan bahwa Hak asasi manusia adalah hak dasar atau
hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang
Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat
mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni ia
tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.
Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia
secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan
kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan
umum, begitu juga upaya dalam menghormati melindungi dan menjunjung
tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu
pemerintah (Aparatur Pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.
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B. Nilai Dasar dan Penggolongan HAM
Manusia selalu memiliki hak-hak dasar (basic rights) antara lain: 1). Hak
hidup, 2). Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh
oleh orang lain, 3). Hak kebebasan, 4) Hak untuk bebas, hak untuk memiliki
agama/kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat,
hak berserikat dan sebagainya, 4). Hak pemilikan, 5). Hak untuk memilih
sesuatu. seperti pakaian, rumah, mobil, perusahaan, pabrik, dan sebagainya.
Tim ICCE (2003) menyimpulkan bahwa sisi pokok hakikat hak asasi
manusia, yaitu : a) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, HAM
adalah bagian dari manusia secara otomatis, yang telah ada sejak lahir, HAM
merupakan anugerah Tuhan. b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul
sosial, dan bangsa. c) HAM harus dihormati, dilindungi dan dijaga oleh
individu, masyarakat dan negara. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tetap mempunyai HAM
walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar
HAM. Intinya adalah Menghormati atau hormatilah manusia sebagai manusia.
Bukan menghormati manusia karena alasan atau pamrih tertentu, baik karena
kekayaan, agama, suku, etnis, peran, jabatan atau status sosialnya.
Setidaknya terdapat tiga nilai dasar yang terkandung di dalam HAM
yaitu:
a. Kesamaan. Nilai kesamaan dalam etika politik disebut “keadilan”. Keadilan
adalah keadaan antar manusia di mana manusia diperlakukan sama dalam
situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah
keadilan. Pembukaan UUD 1945 menjamin bahwa dala mencapai tujuan
negara haruslah antara lain berdasarkan keadilan social. Keadilan sosial
merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur ekonomis,
sosial, politik, budaya dan bahkan ideologis. Strukur-struktur tersebut
merupakan struktur kekuasaan yang menyebabkan segolongan orang tidak
dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak dapat bagian
yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat secara
keseluruhan. Melaksanakan keadilan sosial berarti membongkar seperlunya
struktur-struktur kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan berhadapan
dengan pihak-pihak yang berkuasa. Pihak yang disebut terakhir ini tidak
akan tinggal diam. Mereka tetap berusaha mempertahankan status quo,
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sehngga keuntungan yang didapat dari struktur yang timpang itu tetap
berlangsung. Oleh karena itu, tidaklah mungkin mengusahakan keadilan
sosial hanya datang dari penguasa. Usaha itu harus dilakukan dari diri,
komunitas terpinggir dan dipojokkan oleh sistem. Pembukaan UUD 1945
sesunguhnya membongkar struktur sosial, ekonomi, politik budaya dan
ideologi yang menyebabkan masyarakat Indonesia berada dalam ketidakadilan.
b. Kebebasan. Inti kebabasan adalah setiap orang atau kelompok berhak
mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan bukan
berarti orang berhak hidup atas dasar kemauannya sendiri. Secara hakiki
manusia adalah individu yang bersifat sosial di mana ia hidup dalam jejering
sosial yang mengitarinya. Dengan demikian, kebebasannya dibatasi oleh
orang lain. Kebebasan yang dimaksud sebetulnya tindakan bebas tanpa
tekanan dari pihak lain yang menguasinya.
c. Kebersamaan. Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini
mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota
masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu tatanan
hukum mengharuskan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua,
tidak boleh ada pembiaran, apalagi dikorbankan untuk kepentingan penguasa
(Erwin, 2012).
Mill (1996) yang menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi
dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.
Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi
hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara
ontologism substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri,
bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun pebuatan bebas yang
diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.
Atas dasar pemikiran tersebut, maka jika hanya menekankan pada hak
danmengabaikan kewajiban maka akan melahirkan persoalan-persoalan. Persoalan-
persoalan apa sajakah yang akan muncul? Akankah hal itu merugikan solidaritas
dalam masyarakat? Akankah hak menempatkan individu di atas masyarakat?
Akankah hal itu kontraproduktif untuk kehidupan sosial? Akankah ia memberi
angin pada individualsme? Padahal, manusia itu merupakan anggota masyarakat
dan tidak boleh tercerabut dari akar sosialnya. Hanya dalam lingkungan masyarakatlah,
manusia menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Dalam sejarah peradaban
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umat manusia inovasi hanya muncul ketika manusia berhubungan satu sama
lain dalam arena sosial.
Muncul pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti
menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak
masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu
tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia
adalah totaliterisme, yakni pandangan bahwa Negara mempunyai kuasa absolut
terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara Fasis Jerman dibawah
Hitler dan Italia dibawah Musolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut
terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Teno Heika, yang
menempatkan Kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya (Alisjahbana,
1978). Dengan demikian pengakuan hak-hak manusia menjamin agar negara
tidak sampai menggilas individu-individu.
Penggolongan HAM dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara
lain, yaitu:
a. Hak individu yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang.
b. Hak kolektif, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang
lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi
kebebasan yang dilanggar.
c. Hak sipil dan politik (dimuat dalam international covenant on civil and
political rights dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak
yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti: a) Hak atas
penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya
dilanggar; b) Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi,
hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; c) Hak yang
sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak
politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan
persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan
berekspresi.
d. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (dimuat dalam international covenant
on economic, social, and cultural rights dan terdiri dari 13 pasal) antara lain
memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan,
larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan
hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial,
dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh
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upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk
serikat tani(buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk
bebas dan kelaparan.
HAM bersifat universal, yang berarti bahwa seseorang berhak atas hakhak
tersebut karena ia adalah manusia. Jadi setiap orang harus diperlakukan sesuai
dengan hak-hak itu, dan merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi
individu, kelompok dan golongan lemah terhadap kekuatankekuatan dan
kekuasaan-kekuasaan yang menindas hak itu dalam masyarakat modern.
HAM telah menjadi alat anggota masyarakat untuk menghadapi kekuasaan
dominan dan cenderung menindas (seperti aparatus atau alat-alat negara
baik birokrasi sipil maupun militer). Soal HAM memang berkaitan erat dengan
soal demokrasi. Justru, di negara-negara demokrasi inilah HAM itu mendapat
perlindungan yang paling kuat. Dengan adanya parlemen yang efektif, kehakiman
independen, partai-partai politik yang mapan, lembaga pers yang bebas dan
sebagainya, maka sama sekali tidak mudah bagi pemerintah untuk melanggar
hak-hak asasi rakyatnya.
C. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang RI
Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia terdiri dan berikut ini.
1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan
hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai,
bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup
yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan
hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak
untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan,
dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi
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serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,
sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif
oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan
benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan
mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum,
memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan
tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal
di wilayah Republik Indonesia.
6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu.
7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan
dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta
mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan,
kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi
dan memperjuangkan kehidupannya.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut
serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang
dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan
pemerintahan.
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat
dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan
peraturan perundang-undangan. Di samping itu, berhak mendapatkan
perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap
hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam
rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan
hukum
Hak-hak yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia telah disesuaikan dengan hak asasi manusia
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yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali yang
diberi nama Comission on Human Rights pada tahum 1946. Komisi inilah yang
kemudian menetapkan secara terperinci beberapa hak-hak ekonomi dan sosial,
disamping hak-hak politis yaitu:
1. Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (pasal 3)
2. Larangan perbudakan (pasal 4)
3. Larangan penganiayaan (pasal 5)
4. Larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-
wenang (pasal 9)
5. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (pasal 10)
6. Hak atas kebebasan bergerak (pasal 13)
7. Hak atas harta dan benda (pasal 17)
8. Hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani dan beragama
(pasal 180)
9. Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran (pasal 19)
10. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 200)
11. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (pasal 21)
12. Hak atas pekerjaan (pasal 23)
13. Hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian perumahan
dan kesehatan (pasal 25)
14. Hak atas pendidikan (pasal 26)
15. Hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan
masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan hak
atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil
karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesusastraan, dan seni (pasal
27), (lihat lampiran tentang Deklarasi HAM Universal).
D. Kajian Islam tentang HAM
HAM memiliki tujuan yang mulia, yaitu ingin mendudukkan manusia
sebagaimana mestinya dengan memberikan hakhak dasarnya tanpa ada diskriminasi
mengenai suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin maupun agama. Manusia
yang kebebasan dan hak-hak dasarnya dirampas menjadi tidak sempurna eksistensi
kemanusiaannya. Karena itulah mendudukan manusia sebagaimana mestinya
merupakan sebuah keharusan (Prasetyo dan Sahal: 1993) bahkan Qodir (2004)
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menyatakan bahwa HAM itu merupakan kebutuhan setiap manusia yang
telah ada sejak lahir.
Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi
manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada
kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Secara normatif dapat dikatakan
bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM. Artinya, ajaran-ajaran Islam
pada dasarnya sejalan dengan motivasi HAM (Dwyer, 1991). Ini dapat dilihat
dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun HAM.
Menurut ajaran Islam, perbedaan antara satu individu dengan individu
lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan keimanan
dan ketakwaannya. Adanya perbedaan itu tidak menyebabkan perbedaan
dalam kedudukan sosial. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan
tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-
prinsip hak sasi manusia di dalam masyarakat internasional.
Nilai-nilai dalam Islam dan HAM mempunyai beberapa kesamaan,
antara lain: dalam hal nilai persamaan (equality), kebebasan (freedom), keadilan
(justice) dan nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Namun demikian,
karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal,
maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut.
Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda
antara Islam dengan HAM. Demikian juga dengan beberapa implementasi
nilai universal tersebut.
Hadirnya konsep HAM tersebut akhirnya menimbulkan reaksi bagi
umat Islam dengan ditandai adanya respon yang berbeda dari mereka. Abdullahi
Ahmed An-Na’im, sebagaimana dikutip Ahmed (1996), berpendapat bahwa
sikap atau respon umat Islam terhadap konsep HAM modern yang berasal
dari Barat terbagi menjadi beberapa pandangan, yaitu; Pertama, menolak.
Sikap ini diwakili oleh kelompok ulama tradisional. Mereka menolak semua
gagasan modern yang dilakukan dengan mengisolasikan diri secara emosional
dari perubahan yang terjadi di sekililing sambil berlindung dalam memori
kejayaan Islam di masa lampau. Kedua, secara aktif berusaha mengubah lingkungan
dalam pengertian yang fundamental sehingga supremasi Muslim dalam urusan-
urusan dunia dapat dipugar kembali. Sikap ini diwakili oleh kelompok militan
dari para ideolog, seperti Maududi, Khomeini, Hasan alBana, Sayyid Qutb
dan lain sebagainya. Upaya itu diwujudkan dengan membangkitkan kembali
gagasan negara Islam dengan mengikuti model Khulafa al-Rasyidiin. Ketiga,
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mencari sintesis antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai modern. Respon kategori
ini diberikan oleh kalangan modernis. Keempat, terdiri dari kalangan Mus-
lim yang memilih Barat yang memisahkan antara agama dan negara. Oleh
karena itu, mereka menganut sekularisme.
Secara lebih sederhana Mayer (1995) membagi respon tersebut menjadi
dua kelompok, yaitu disebut kelompok liberal dan kelompok konservatif.
Istilah liberal mengarah kepada cara pandang yang bersifat reformis, progresif
dan demokratis sehingga kelompok Muslim liberalis adalah kelompok yang
cenderung untuk menerima prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia internasional.
Sementara istilah konservatif mengandung konotasi anti perubahan atau
menentang pada setiap perubahan atau pembaharuan. Karena itu, kelompok
Muslim konservatif adalah mereka yang menentang upaya demokratisasi
dan penerapan hak-hak asasi manusia modern.
Ibn Farhun misalnya, mencoba mengelaborasi sumber hukum Islam
sebagai doktrin pemerintahan ke dalam enam prinsip HAM. Prinsip-prinsip
tersebut adalah: perlindungan terhadap kehidupan, perlindungan terhadap
akal, perlindungan terhadap sikap, perlindungan terhadap harta benda, dan
perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Sementara Abdul Aziz Said menetapkan
bahwa prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia
adalah prinsip kemerdekaan individu, kesatuan umat, perlindungan terhadap
minoritas, kewajiban bersama terhadap kesejahteraan umum dan tanggungjawab
terhadap keselamatan generasi masa depan (Wereramantry: t.th, 21-22)
Upaya menemukan rumusan HAM ini semakin menguat dan memperoleh
apresiasi dari beberapa negara Islam. Beberapa negara yang tergabung dalam
Dewan Islam (Islamic Council) yang antara lain terdiri dari Mesir, Pakistan,
dan Saudi Arabia, membidani lahirnya deklarasi HAM versi Islam. Sebagai
upaya responsif, deklarasi ini merupakan bentuk keseriusan menghadapi dinamika
dan tantangan global yang tidak ringan. Karena itu, terlepas dari berbagai
berbagai kelemahan yang ada, apa yang dihasilkan penting untuk diapresiasi.
Rumusan tentang hak-hak asasi manusia tersebut kemudian terkenal dengan
nama Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR), yang dideklarasikan
oleh Dewan Islam di London pada bulan September 1981 (Mayer, 1995).
Dalam deklarasi Islam tentang HAM dinyatakan bahwa Islam telah
memberikan suatu peraturan ideal tentang HAM kepada umat manusia sejak
empat belas abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan agar manusia
memiliki kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan
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dan ketidakadilan. Sementara dasar dan landasan filosofis UDHR bersumber
pada kultur dan tradisi masyarakat Barat atau Eropa.
Salah satu titik kritik HAM dalam masyarakat Islam adalah berkaitan
dengan sifat universalitasnya. Secara normatif dinyatakan bahwa deklarasi
HAM oleh PBB pada tahun 1948 diperuntukkan untuk semua bangsa sebagai
sebuah standar yang tidak mengenal batas waktu dan perbedaan kebangsaan
di seluruh dunia (Kelsay dan Twiss, 1996; Khadduri, 1999). Namun pandangan
ini ditolak oleh beberapa kalangan sarjana Muslim, terutama dari kalangan
fundamentalis. Argumentasi yang dikemukakan adalah deklarasi HAM bukanlah
deklarasi yang bersifat universal karena setiap masyarakat, tidak terkecuali
masyarakat Islam, mempunyai kultur dan tradisi tersendiri terkait dengan
hak-hak asasi manusia. Islam juga telah mempunyai konsep kebebasan, keadilan,
dan persamaan yang menjadi kerangka dasar dalam hak-hak asasi manusia
(Naim, 2015).
Setidaknya dalam sejarah konstitusi Islam terhadap dua deklarasi yang
memuat hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah dan
Deklarasi Kairo (Cairo Declaration).
1. Piagam Madinah
Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi
Muhammad ini adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah
untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa
melihat latar belakang, suku dan agama. Piagam Madinah atau Mitsaqul
Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan
kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat
Madinah yang dipimpin oleh Nabi.
Terdapat dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang diatur
dalam Piagam Madinah, yaitu:
- Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku
bangsa.
- Hubungan antara komunitas Muslim dan Non-muslim didasarkan pada
prinsip-prinsip: a) Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, b)
Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, c) Membela mereka
yang teraniaya, d) Saling menasihati, f) Menghormati kebebasan beragama
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Menurut ahli sejarah, piagam ini adalah naskah otentik yang tidak
diragukan keasliannya. Secara sosiologis piagam tersebut merupakan antisipasi
dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakatnya. Secara umum sebagaimana
terbaca dalam naskah tersebut, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial
penduduk madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah
sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka
yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi.
Nabi Muhammad Saw menemukan cara untuk menghargai dan menghormati
hak-hak orang lain walaupun yang berdeda keyakinan, pendapat, ras, suku,
dll, sehingga dapat mengurangi konflik antar manusia (Suseno, 1997). Menghormati
berarti mengakui hak orang lain, dan perbedaan yang ada antara satu sama
lain.
Setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah,
tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat
legitimasi Muhammad S.A.W. untuk menjadi pemimpin bukan saja kaum
muslimin (Muhajirin dan Anshar), tetapi bagi seluruh penduduk Madinah
(pasal 23-24). Secara substansial, piagam ini bertujuan untuk menciptakan
keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosio-religius dan budaya
seluas-luasnya.
Piagam ini bersifat revolusioner, karena menentang tradisi kesukuan
orang-orang Arab pada saat itu. Tidak ada satu sukupun yang memiliki keistimewaan
atau kelebihan dengan suku lain, jadi dalam piagam tersebut sangat ditekankan
azas kesamaan kesetaraan (equality).
2. Deklarasi Kairo (Cairo Declaration)
Isu tentang pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian ummat Is-
lam, Apalagi mayoritas negara-negara Islam adalah tergolong ke dalam barisan
negara-negara dunia ketiga yang banyak merasakan perlakuan ketidakadilan
negara-negara Barat dengan atas nama HAM. Dalam pandangan negara-negara
Islam HAM Barat tidak sesuai dengan pandangan ajaran Islam yang telah
ditetapakn Allah SWT. Berkaitan dengan itu, negara-negara Islam yang tergabung
dalam Organization of the Islamic Conference (OIC/OKI) pada tanggal 5 Agustus
1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai syariat Islam di
Kairo.
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Konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara-negara OKI ini
selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo. Deklarasi ini berisi 24
pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah yang
dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan
semesta hak-hak asasi manusia (The Universal Declaration of Human Rights/
UDHR)) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.
Bahan Diskusi:
- Coba saudara utarakan konsep HAM baik secara Internasional maupun
yang di Indonesia?
- Kenapa HAM harus tetap ada dalam konteks kehidupan berbangsa dan
bernegara?
- Apa yang membedakan secara substansi antara konsep HAM Internasional
(Barat) dengan konsep HAM dunia Islam?
- Bagaiamana pendapat saudara, tentang keterlaksanaan HAM di Indonesia?
Berikan data, dan argumentasi!




A. Pengertian Wawasan Nusantara
Istilah wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan,
atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yang berarti
memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah
nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah
nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan
gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudra Pasifik dan
samudra Indonesia, serta diantara benua Asia dan benua Australia. Sehingga
secara sederhana wawasan nusantara berarti suatu pandangan bangsa untuk
menjaga dan meningkatkan kedaulatannya.
Lemhanas (1994), mengartikan Wawasan Nusantara sebagai cara pandang
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasaran ide nasionalnya
yang dilandasi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang
merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat,
serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai
tujuan perjuangan nasional.
Menurut Setiawan (2017) bahwa pengertian di atas menunjukkan bahwa
wawasan nusantara bukan hanya konsepsi yang menekankan pada pengembangan
kekuatan pertahanan keamanan, melainkan sebagai petunjuk operasional
tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan bangsa
serta sekaligus merupakan faktor integrasi dalam penyelenggaraan fungsi-
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fungsi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga
daya dan dana di keempat bidang fungsi itu dapat dipacu secara serentak
dan didayagunakan secara terpadu dalam memberikan hasil yang maksimal
bagi pembangunan nasional.
Pengertian serupa sebagaimana pendapat Wahyono (1982) bahwa konsepsi
geopolitik khas Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi doktrin
dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang dalam
kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya
dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional segenap potensi
darat, laut dan angkasa secara terpadu.
Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa
tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah
bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai
tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara memiliki
arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah
nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan
cita-cita nasionalnya.
Senada dengan itu M.Panggabean (1979) menjelaskan wawasan nusantara
adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan
hidup Negara Republik Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD
1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi
dan kemungkinan strategik yang tersedia. Dengan perkataan lain, wawasan
Nusantara adalah geopolitik sekaligus geostrategi Indonesia.
Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila dan UUD 1945
yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera
kesatuan RI memberikan kaedah nilai, moral dan etika serta tuntunan sikap
Bangsa Indonesia yang harus mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
di segala aspek kehidupan nasional sebagai Visi Bangsa yang harus dijunjung
Tinggi dan ditaati bersama.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara
pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam menjaga dan meningkatkan
martabatnya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai
dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau
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cita-cita nasionalnya. Dari cara pandang inilah yang nantinya akan menghasilkan
strategi-strategi politik dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional tersebut.
Nilai yang terkandung didalam wawasan nusantara telah diintegrasikan
didalam lima aspek secara intern yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa,
kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan
pertahanan dan keamanan, dan, dan sedangkan untuk ekstern nilai integrasi
itu diusahakan dengan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pertama, Satu kesatuan wilayah dalam arti bahwa wadah bangsa yang
sarwa nusantara dengan segala isi dan kekayaanya merupakan satu kesatuan
tumpah darah. Kedua, kesatuan bangsa dalam arti bahwa bangsa Indonesia
memiliki satu ideologi yaitu pancasila yang melandasi, membimbing dan
mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya, serta memiliki UUD dan
politik pelaksanaanya. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan serta satu
tekad untuk mencapai. Ketiga, Satu kesatuan sosial budaya dalam arti bahwa
perwujudan budaya nasional atas dasar asas Bhineka Tunggal Ika merupakan
modal dan landasan pengembangan budaya bangsa, selanjutnya budaya bangsa
dapat di nikmati oleh bangsa Indonesia dengan pengertian bangsa bahwa budaya
Indonesia hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada,
menggambarkan 5 kekayaan budaya bangsa; pula memiliki satu tertib sosial
dan tertib hukum yang mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Keempat,
Satu kesatuan ekonomi dalam arti bahwa perekonomian di susun sebagai
usaha bersama berdasar asas kekeluargaan kekayaan seluruh wilayah nusantara
merupakan modal serta milik seluruh bangsa yang pengembangan dan pembinaannya
di selenggarakan secara seimbang dan serasi tanpa meninggalakan ciri khas
yang di miliki oleh tiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
Kelima, Satu kesatuan Hankam dalam arti bahwa pembinaan hankam dilaksanakan
berdasarkan daya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagi intinya
dan bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau satu daerah hakekatnya merupakan
ancaman terhadap seluruh bangsa serta negara dan bahwa tiap-tiap warga
negara mempunyai hak melakukan pembelaan terhadap negara.
Ditinjau dari kronologis istilahnya, sebenarnya telah sejak lama pemikir-
pemikir bangsa Indonesia mengembangkan suatu konsep yang kini dikenal
dengan nama Wawasan Nusantara. Penggunaan istilah ini baru muncul dalam
seminar Pertahanan Keamanan pada tahun 1966. Namun Wawasan Nusantara
yang dilahirkan dalam seminar itu belum merupakan suatu konsepsi sebagaimana
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yang dikenal sekarang, melainkan baru merupakan suatu wawasan bagi pengembangan
kekuatan pertahanan keamanan. Atas dasar perkembangan dari urgensi wawasan
tersebut, kini konsepsi Wawasan Nusantara telah ditetapkan sebagai geopolitik
Indonesia.
Wawasan Nusantara sebagai konsepsi juga dirumuskan sebagai salah
satu usaha dalam rangka menumbuhkan dan membentuk karakter kebangsaan
generasi muda. Setiawan dan Fandi (2014), memaknai karakter sebagai cara
berpikir dan berprilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama,
baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang
berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap
mempertanggung jawabkan setiap akibat dari keputusannya.
Wawasan Nusantara dimaksudkan bagaimana negara menyusun suatu
konsepsi strategis untuk menyelenggarakan dan menjamin tata-kelangsungan
hidup secara nasional, seperti halnya Negara telah berhasil merumuskan dalam
konsepsi ketahanan nasional. Sesungguhnya, kelangsungan itu dituntut oleh
hidup sendiri, karena tanpa kelangsungan, hidup itu akan mandek. Dan “mandek”nya
hidup, berarti mati. Oleh sebab itu, disamping kita harus menyelenggarakan
dan menjamin tata-pengamanan hidup nasional kita, maka yang terpokok
justru kita harus pertama-tama menyelenggarakan dan menjamin tata-kelangsungannya.
Untuk maksud dan tujuan itulah perlunya kita mengkonsepsi Wawasan Nusantara,
yang menyeluruh-bulat dan utuh lengkap meliputi segenap aspek perkehidupan
nasional kita.
B. Isi Wawasan Nusantara
Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia
Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal
yang terpadu.
a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945
yang meliputi:
1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas.
3. Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan
127Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
umum, mencerdaskan bangsa dan ikutmmelaksanakan ketert iban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal,
utuh menyeluruh yang meliputi:
1. Satu kesatuan wilayah Nusantra yang mencakup daratan, perairan
dan digantara secara terpadu.
2. Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik peelaksanaannyaserta
satu ideologi dan identitas nasional.
3. Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat
Indonesia atas dasar “BhinekaTunggal Ika”, satu tertib sosil dan satu
tertib hukum.Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas
usaha bersama dan asas kekelurgaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
4. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)
5. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan
dan hasil- hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.
Falsafah pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan
bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara kesatuan Republik
Indonesia sampai sekarang. Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagi sila pertama yang kemudian melahirkan
hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya.
Wawasan nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan
dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian wawasan
Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan
nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta
upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.dan Wawsan
Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan
Nasional.
Wawasan nusantara ini harus terus disosialisasikan dan diterapkan
dalam hidup berbangsa dan bernegara sehingga tujuan berbangsa dan bernegara
terwujud secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian Setiawan (2014) bahwa:
(a) kecenderungan pemahaman mahasiswa terhadap konsepsi wawasan nusantara
secara umum berada pada tingkat sedang yakni 40,84 %, sedangkan tingkat
pemahaman yang rendah 31,67 % dan tingkat tinggi hanya 27,49 %; (b)
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kecenderungan sikap nasionalisme mahasiswa secara umum berada pada
tingkat sedang yakni 38,34 %, sedangkan sikap nasionalisme berada pada tingkat
tinggi 31,66 % dan tingkat rendah 30,00 %; (c) kecenderungan karakter
kebangsaan mahasiswa secara umum berada pada tingkat rendah yakni 45,83
%, sedangkan karakter kebangsaan pada tingkat tinggi 27,50 % dan tingkat
sedang 26,67 %; (d) pemahaman mahasiswa mengenai konsepsi wawasan
nusantara memiliki hubungan yang kuat dengan sikap nasionalisme. (e) begitu
pula terdapat hubungan yang sedang antara pemahaman mahasiswa mengenai
konsepsi wawasan nusantara dengan karakter kebangsaan.
Sehingga dari hasil penelitiannya, merekomendasinkan perlunya rancangan
pembelajaran yang inovatif dalam mata kuliah Kewarganegaraan, khususnya
dalam penyampaian materi wawasan nusantara melalui pembelajaran kontekstual
(contextual learning). Penyajian materi konsepsi wawasan nusantara dengan
mengangkat kasus-kasus faktual dapat menjadi stimulus bagi mahasiswa dalam
memahami konsepsi wawasan nusantara, penginternalisasian nilai-nilai nasionalisme
dan karakter kebangsaanya.
C. Konsep Geopolitik Indonesia
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang
berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis
yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia
yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu
bangsa (Sunarso, 2006). Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam
menentukan alternatif kebijaksanaan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan
tertentu.
Sebagai acuan bersama, geopolit ik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan
negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi
wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah
ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut geographical
politic dan disingkat geopolitik.
Sebelum membahas tetang Geopolitik Indonesia, perlu terlebih dahulu
dikaji teori-teori yang berkenaan tentang geopolitik, yaitu:
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel (1844–1904), berpendapat bahwa
negara itu seperti organisme yang hidup. Negera identik dengan ruangan
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yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara
mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup
yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup
maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu,
jika negara ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan
wilayah sebagai ruang hidup). Teori ini dikenal sebagai teori organisme
atau teori biologis.
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen (1964–1922) melanjutkan ajaran Ratzel,
tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan Negara
seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa Negara adalah
suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem
politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik,
demo politik, sosial politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan
intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya
dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas
negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan
adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut. Mereka
juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran
adu kekuatan (Power Politics atau Theory of Power).
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer (1896–1946) mengungkapkan jika jumlah
penduduk suatu wilayah Negara semakin banyak sehingga tidak sebanding
lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas
wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara. Menurutnya
suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas
dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul (berkualitas) saja yang dapat
bertahan hidup dan terus berkembangan, sehingga hal ini menjurus
kearah rasialisme. Teori Geopolitik ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman
di bawah pimpinan Hittler sehingga menimbulkan Perang Dunia II.
Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer
yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman dibawah pimpinan
Hitler. Pemikiran Haushofer disamping berisi paham ekspansionisme
juga mengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman
adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan
semacam ini juga berkembang di dunia, berupa ajaran Hako Ichiu yang
dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.
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4. Teori Geopolitik Halford Mackinder (1861–1947) mempunyai konsepsi
geopolit ik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah
jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jant
ung. Barang siapa menguasai „daerah jantung (Eropa Timur dan Rusia)
maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada
akhirnya akan menguasai dunia. Unt uk menguasai dunia dengan menguasai
daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan (1840–1914) mengembangkan
lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan
serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Memunculkan
konsep Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai
lautan akan menguasai kekayaan dunia.
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, (1869–1930), William Mitchel (1878–
1939). Kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan
melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun
armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara
memungkinkan beroperasi sendiri t anpa dibantu oleh angkatan lainnya.
Di samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya
musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan
hal ini maka muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan
di udara.
7. Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman. Nicholas J. Spijkman (1879–1936)
terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya bahwa diperlukan
kekuatan kombinasi dari angkatan-angkatan Perang untuk dapat menguasai
wilayah-wilayah dimaksud. Pandangannya ini menghasilkan teori Garis
Batas (Rimland) yang dinamakan Wawasan Kombinasi.
Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis
dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud
kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam
satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para
pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan
Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan
kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi
pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
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Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan
bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk mempeluas
wilayah sebagai ruang hidup (lebensraum).
Secara historis, kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia
adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda
atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki “Le desir d’etre
ensemble dan Character-gemeinschaft” – menurut Soekarno – itulah yang harus
kita satukan dan pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya
bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Ciri
nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvisnisme (sikap
atau cinta kepada tanah air yang sangat berlebihan) dan juga bukan kosmopolitanisme.
(semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal yang
memiliki moralitas yang sama)
Nasionalisme Indonesia tumbuh dalam internasionalisme, mengembangkan
hubungan baik dengan bangsa lain secara sederajat. Sejalan dengan hal tersebut,
bangsa Indonesia berkepent ingan untuk mewujudkan hal-hal di atas. Upaya
untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan
wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah
Wawasan Nusantara.
Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-
nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam
Pembukaan UUD 1945. bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai,
tetapi lebih cinta kemerdeklaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk
penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun
atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan
sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan
Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan
dan geopolit ik bangsa Indonesia (HAN, Sobana : 2005). Wawasan Nusantara
dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.
(Chaidir Basrie, 2007).
Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme
dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak
paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama,
dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-
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nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal. Dalam hubungan internasional,
bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaaan atau nasionalisme yang
membentuk suatu wawasan kebangsaan. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk
menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan.
Semua ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.
Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal
ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung
konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang
tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan
(Suradinata; Sumiarno: 2005).
Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan
bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu
merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun
visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indo-
nesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tujuan
nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945
alinea IV, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No. VII/MPR/2001
tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah adalah terwujudnya masyarakat
Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokrat is, adil, sejahtera,
maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Sejalan
dengan hal tersebut , bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan
hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah
adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional
bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.
D. Konsep Geostrategi Indonesia
Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan
pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta penggunaan sarana-
sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi
suatu Negara (Zaedun, 2012).
Sebagai suatu strategi (rencana dan tindakan) yang memanfaatkan tatanan
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wilayah dan ruang bangsa Indonesia, yang digunakan untuk membina atau
mengelola sumber daya yang dimiliki dalam menjangkau masa depan dengan
memperhitungkan berbagai faktor yang ada.  Sederhannya geostrategi merupakan
perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan tatanan
geografis yang juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, SDA,
lingkungan regional maupun internasional, dapat pula dikatakan sebagai
strategi ketahanan nasional. 
Geostrategi juga merupakan suatu strategi yang memanfaatkan kondisi
lingkungan didalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan
nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang
strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih
baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah
merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan
untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
Geostrategi nasional dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional.
Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan UUD 1945 dalam
segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh menyeluruh dengan berpedoman
pada wawasan nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan
ketahanan nasional. Jadi dengan demikian jika wawasan nusantara merupakan
geopolitik Indonesia maka disini ketahanan nasional merupakan geostrateginya
yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan nusantara.
Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik
menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin
untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan
pembangunan nasional guna merealisasikan amanat Pembukaan UUD 1945
di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur; serta mewujudkan tujuan nasional:
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone-
sia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadailan sosial
Kekuatan dan ketahanan bangsa sangat diperlukan dalam mempertahankan
ruang hidup atau wilayah kedaulatan Negara, terutama dalam menentukan
garis batas imajiner (frontier) dari pengaruh asing atau seberang batas Negara
secara hukum (boundary) terhadap rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal
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itu peranan pemerintah pusat sangat diperlukan secara tepat, cepat dan aman
untuk mengeliminir permasalahan sehingga tidak berkembang ke ranah politik
yang bisa mengancam kehendak untuk memisahkan diri dari wilayah sebatas
frontier.
Pemerintah wajib membangun sistem keamanan dan kesejahteraan
bangsa melalui upaya peningkatan dan pemantapan kondisi dinamik kehidupan
nasional sebagai langkah geostrategi dengan mengerahkan seluruh sumber
daya nasional untuk mengendalikan situasi, ruang dan waktu.
Geostratgis dalam ranah pemikiran Indonesia merupakan Idea atau
ide dasar adalah awal mula satu tatanan pemikiran yang pada ujung paling
akhirnya berupa tindakan nyata. Dalam masyarakat yang menegara atas dasar
commitment para pendiri Republik ini, ide yang dijadikan acuan bersama adalah
terbentuknya masyarakat yang berazaskan kekeluargaan dengan atribut tata
laku sebagaimana berlaku pada umumnya diantara masyarakat timur, selanjutnya
ide dasar harus dijadikan acuan masyarakat bangsa dalam bertatalaku, maka
dapat dikatakan bahwa telah berubah dari satu ide menjadi pandangan hidup
yang operasional, dan apabila pandangan hidup tadi diberikan kerangka
ilmiah dan dikodifikasikan secara jelas maka terbentuklah satu falsafah bangsa.
Sehubungan  dengan hal itu, apabila falsafah bangsa dijadikan landasan
negara maka akan terwujud sebagai satu ideologi negara. Untuk Indonesia,
pandangan hidup berbangsa, falsafah bangsa, maupun ideologi negara semua
diberi nama yang sama, yaitu Pancasila. Bagi bangsa/negara lain tidaklah demikian
halnya, masing-masing mempunyai nama yang berbeda-beda sehingga mengurangi
kerancuan.  Tidak semua negara memiliki ideologi negara karena memang
bukanlah salah satu syarat untuk berdirinya satu negara. Akan tetapi bagi
negara yang memiliki ideologi, maka akan selalu dijadikan acuan bagi seluruh
sistem yang ada maupun tata-laku masyarakatnya.   
Sebagai satu kumpulan cita-cita ia harus dikejar dan diupayakan agar
secara bertahap dapat diwujudkan. Misalnya saja Sila Persatuan Indonesia,
keadaan kita saat ini memang amat jauh dari cita-cita itu, akan tetapi tidak
berarti bahwa hal tersebut tidak dapat diwujudkan dikemudian hari, entah
kapan. Itulah cita-cita, yang pencapaiannya merupakan satu never ending goal.
Geostrategi Indonesia selanjutnya dirumuskan dalam wujud konsep
Ketahanan Nasional (National Endurance) Republik Indonesia. Saat Presiden
Soekarno memerintah, beliau menyampaikan bahwa ketahanan nasional Indonesia
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terdapat pada tiga aspek, yaitu ketahanan militer, ketahanan ekonomi, dan
ketahanan jiwa. Harapan ini sangat erat berkaitan dengan kelangsungan
hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensinya sebagai negara-
bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Akan tetapi saat ini, berkaitan dengan rumusan ketahanan nasional
dibakukan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Rumusan baku
Ketahanan Nasional yang harus dipahami sama bagi seluruh warga negara
Indonesia, yakni: Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa
Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi,
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengem-
bangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT
baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas,
integritas, kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara, serta perjuangan
mencapai tujuan nasional.
Konsepsi Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah konsepsi
pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan
kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh
aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan
Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Kesejahteraan berarti kemampuan
bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional terhadap
AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) dari luar ataupun
dari dalam negeri. Keamanan berarti kemampuan bangsa melindungi nilai-
nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri.
Gambar 17: Ilustrasi Geostrategi Indonesia
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BAB IX
PERAN PKN BAGI GENERASI MILENIAL
DALAM MEWUJUDKAN GOOD CITIZENSHIP
A. Konsep Generasi Milenial
Menurut Kupperschmidt (2000), generasi adalah sekelompok orang
yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman
historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki
pengaruh seignifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi, dapat dikatakan
pula bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa-
peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula (Putra, 2016).
Mannheim membahas tentang konsep generasi pada tahun 1952, yang
kemudian diteliti secara lebih mendalam oleh Howe dan Strauss dan telah
berkembang dan semakin relevan hingga saat ini. Mannheim mengelompokkan
generasi berdasarkan lokasi, aktualisasi diri, serta unit. Generasi berdasarkan
lokasi yang dimaksudkan oleh Mannheim adalah suatu golongan manusia
tertentu yang berbagi pengalaman yang sama dalam kelompok sosial masyarakat
dan proses sejarah yang mengelompokkan mereka secara kronologis berdasarkan
rentang waktu kelahiran mereka. Pengelompokan tersebut membentuk suatu
kesamaan dalam cara berpikir, kepercayaan (beliefs), nilai, perilaku, dan karakteristik
tertentu. Kemudian, suatu generasi juga digolongkan berdasarkan cara suatu
golongan memberikan respons terhadap perubahan sosial yang terjadi serta
cara perubahan itu membentuk kepribadian, atau generasi berdasarkan aktualisasi
diri suatu kelompok.
Ciri-ciri generasi digunakan untuk membangun pola umum seperti
sikap terhadap pekerjaan, perilaku sosial, politik, pola konsumen, kualitas di
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tempat kerja, dan orientasi keluarga. Ciri-ciri, nilai-nilai, dan kepercayaan ini
didefinisikan oleh para ahli demografi, pers dan media, budaya populer, peneliti
pasar, sosiolog, dan oleh anggota generasi itu sendiri. Perilaku setiap generasi
tersebut dalam kehidupan bernegara akan memberikan dampak yang signifikan.
Generasi milenial adalah generasi yang terlahir dan hidup di era perkembangan
teknologi informasi yang sangat pesat. Kehidupan seharihari mereka tidak
terlepas dari penggunaan dan pengaruh dari teknologi digital, mulai dari
bangun tidur di pagi hari, sampai tidur lagi di malam hari. Intensnya penggunaan
teknologi ini membentuk karakteristik tertentu terhadap generasi ini, yang
tentu saja berbeda dari generasi sebelumnya. Sebagai pendidik dalam mata
kuliah yang berhubungan dengan pengembangan karakter kebangsaan, adalah
suatu keniscayaan bahwa perubahan dalam sistem, konten, konteks, dan metode
pembelajaran mata kuliah ini mengarah kepada kewarganegaraan digital
(digital citizenship) (Roza, 2020).
Generasi milenial adalah generasi yang paling menonjol dari Generasi
Y. Yang tertua dari generasi milenial sekarang berusia sekitar 40 tahun,
yang termuda sekitar 25 tahun. Generasi milenial tumbuh di masa teknologi
komputer yang tertanam kuat dalam semua aspek kehidupan mereka. Generasi
milenial atau yang terkenal juga dengan MilGen. Oleh karena itu, MilGen
dicirikan sebagai orang-orang yang kompeten dalam mengoperasikan komputer
dan internet secara multitasker, dengan perspektif global. Untuk lebih terperinci
mengenai karakteristik generasi milenial dapat dilihat pada tabel berikut:
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ekonomi, sosial, agama, politik dll. Dikarenakan, pemuda merupakan tulangpunggung
dan harapan dari suatu bangsa dan Negara, sebagai penentu masa depan
Indonesia.
B. Karakteristik Generasi Milenial
Sebagai generasi yang terpapar terhadap perkembangan teknologi informasi
dan telekomunikasi yang pesat, terutama internet, generasi milenial sangat
akrab dengan penggunaan media sosial dan teknologi digital dalam semua
aspek kehidupan. Pengguna media sosial yang fanatik ini menggunakan ponsel
pintar untuk berkomunikasi, belajar, berpartisipasi dalam politik, ekonomi,
menikmati berbagai macam hiburan dan lain-lain.
Mereka menyukai sensasi permainan interaktif, dan bagi mereka waktu
diukur dalam hitungan detik. Mereka memiliki fokus baru pada kerja tim,
prestasi, kesederhanaan, dan perilaku yang baik. Mereka hidup di dunia
dengan globalisasi dan kapitalisme cepat adalah norma. Menurut ahli teori
yang meramalkan dampak MilGen, generasi ini memiliki potensi yang sangat
besar, generasi muda yang akan “berhenti berbicara dan mulai melakukan”
(Howe & Strauss, 2000).
Menurut Sebastian (2016) terdapat beberapa keunggulan generasi milenial
yaitu serba cepat, mudah berpindah pekerjaan dalam waktu singkat, kreatif,
dinamis, melek teknologi, dekat dengan media sosial, dan sebagainya.
Ditambahkan lagi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Youth Lab
(sebuah lembaga studi mengenai anak Muda Indonesia) pada kota besar di
Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Makasar, Medan diperoleh hasil bahwa
generasi milenial memiliki karakter yang jauh lebih kreatif dan informatif.
Generasi tersebut juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan generasi
sebelumnya (Prasasti dan Erik, 2020).
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Gambar 17. Ilustrasi Generasi Milenial
Mengacu pada Teori Generasi, dengan perubahan dan pengaruh kondisi
sosial dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Generasi milenial akan
menentukan perubahan konstruksi sosial di masa yang akan datang. Generasi
inilah yang pada era sekarang dan yang akan datang yang akan menjadi dominan
dalam memegang berbagai macam profesi seperti guru, akademisi, para industrialis,
ahli ekonomi, pembuat kebijakan, pejabat publik, aktivis, jurnalis, bahkan
mungkin presiden. Di tangan merekalah nasib dan masa depan bangsa ditentukan.
Generasi milenial dengan karakteristik, sifat, kepercayaan, sistem nilai tertentu
melakukan aktivitas yang memberikan pengaruh dan dampak terhadap kelangsungan
kehidupan, termasuk kehidupan demokrasi. (Roza, 2020).
C. Peran PKn bagi Generasi Milenial dalam Mewujudkan Good
Citenzenship
Masa depan kehidupan akan didominasi oleh suatu generasi berikutnya
yaitu generasi Y atau yang sering disebut generasi milenial dan generasi-generasi
yang mengikutinya. Namun, secara proporsional generasi milenial ini mungkin
yang paling dominan dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Generasi milenial sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia diharapkan
dapat memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara
yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Budimansyah (2010), menyatakan bahwa, penumbuhan terhadap generasi
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muda menjadi warga negara yang baik menjadi perhatian utama, tidak ada
tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggungjawab,
efktif dan terdidik. Pendapat ini sangat faktual dengan kondisi dan bangsa
Indonesia saat ini. Generasi bangsa saat ini membutuhkan penumbuhan dalam
sikap dan kepribadian guna menumbuhkan pribadi yang demokratis, bertanggungjawab,
dan toleran dengan diimbangi sikap dan akhlak yang mulia. Hal tersebut
jelas bahwa pendidikan dan penumbuhan generasi muda sangat penting dalam
mewujudkan cita-cita pendidikan guna menyiapkan generasi emas di masa
yang akan datang. Untuk merealisasikan hal tersebut maka dibuatkan kurikulum
sebagai rancangan pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman dan racangan
pelaksanaan pendidikan yang dijadikan sebagai penuntun dan pegangan dalam
pelaksanaan sistem pendidikan.
Nyatanya, data yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) 2015-2017, menunjukkan bahwa sebanyak 160 juta atau 59% dari
total penduduk Indonesia menghabiskan waktunya di dunia maya. Kemudian,
yang lebih mencengangkan lagi berdasarkan riset situs HootSuite dan agensi
marketing sosial We Are Social yang dirilis akhir Januari 2020, pengguna internet
di Indonesia usia 16-64 tahun memiliki waktu rata-rata selama 7 jam 59
menit per hari untuk berselancar di dunia maya, melampaui rata-rata dunia
yang hanya menghabiskan waktu 6 jam 43 menit di internet per harinya.
Hal ini sangat mengkwatirkan, apalagi waktu yang habis dalam menggunakan
internet hanya untuk bermain game, atau hal-hal yang kurang bermanfaat.
Untuk itu, PKn sebagai mata kuliah (mata pelajaran) yang memfokuskan
pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan
hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,
terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD RI 1945,
harus mampu mengantsipasi hal tersebut di atas.
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi generasi milenial merupakan
usaha para pakar pendidikan dalam upaya menghadirkan kembali generasi
yang kuat, kokoh dan konsisten dengan Pancasila dan UUD 1945.
Hal ini sejalan dengan pendapat Maftuh dan Sapriya (2005), menyatakan
bahwa tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
adalah ...agar setiap warga Negara menjadi warga negara yang baik (to be good
citizens), yakni warga yang memiliki kecerdasan (Civic Intelligence) baik intelektual,
emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab
(Civic Responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat
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dan bernegara (Participation skill) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta
tanah air.
Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses
penyiapan generasi muda guna mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai
warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya
sekolah, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.
Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan bagi generasi milenial diharapkan
agar mereka memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, rasional,
dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan juga dapat berpartisipasi
secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memahami pendidikan anti-
korupsi. Selain itu diharapkan tumbuh dan berkembang secara positif dan
demokratis pembentukan diri mereka berdasarkan karakter-karakter masyarakat
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, dan yang
terpenting lagi adalah mereka dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain
dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi (Soemantri, 2010).
Pendidikan Kewarganegaraan harus dilaksanakan secara efektif agar dapat
mendorong masyarakat berpartisipasi dalam lingkungan kehidupan sehingga
dapat memberikan kontribusi perubahan dalam masyarakat kearah yang
lebih baik, apalagi menurut Djahiri (1985) secara sosiologis bahwa anak didik
tersebut hidup dalam dunia nyata kehidupan lingkungannya serta harus mampu
hidup fungsional dan bermasyarakat (sociatable).
Sedangkan menurut Winataputra (2007) pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan yang efektif adalah mengajar warga Negara tentang bagaimana
berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap perubahan dalam masyarakat
merupakan hal yang kritis bagi kelangsungan komitmen partisipasi warga
Negara lebih lanjut. Usia sekolah lanjutan merupakan saat yang krusial dalam
pengembangan peran dan tanggung jawab warga negara. Pada usia inilah siswa
menemukan identitas dirinya dan perannya dalam masyarakat sekitarnya
dan masyarakat dalam arti keseluruhan.
Pendidikan kewarganegaraan idealnya harus diketahui dan dipelajari
oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia terutama bagi generasi milenial
agar generasi milenial akan:
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1. Menjadi pribadi yang mengetahui akan hak serta kewajibannya sebagai
warga Negara Indonesia. Dengan demikian generasi milenial dapat menjadi
pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berkemanusiaan,
dan berdemokrasi.
2. Berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Diharapkan,
generasi milenial menjadi agent of change atau agen pembaharu yang mendorong
perubahan pendidikan,sosial, budaya dan ekonomi secara berkelanjutan.
3. Menjadi pribadi yang mempunyai toleransi tinggi dengan cara memahami
budaya dan adat dari segala suku, bahasa, bangsa di Indonesia. Dengan
begitu, generasi milenial bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki
toleransi tinggi terhadap adat,suku,bahasa dan budaya yang plural dan
majemuk.
4. Menjadi pribadi yang cinta damai.Dengan belajar bagaimana berdemokrasi
yang baik dan benar diharapkan generasi milenial bisa menjadi sosok penerus
bangsa yang demokratis dan cinta damai, sehingga tujuan demokrasi pancasila
di Indonesia bisa tercapai.
5. Menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam memberi makna
dalam kehidupan.
Generasi muda Indonesia haruslah insan yang tidak hanya berkompeten
dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tetapi juga generasi
yang memiliki kekuatan iman dan takwa (IMTAK) serta berperilaku moral
yang luhur. Ketika aspek-aspek tersebut terpenuhi maka akan muncul generasi
masa depan yang peduli terhadap kemajuan Indonesia, mampu bersaing,
beretika, bermoral, sopan dan santun dalam bermasyarakat berbangsa dan
bernegara. Karakter dan nilai-nilai yang sudah menyerap kedalam diri dan
diaplikasikan kedalam lingkungan masyarakat juga dapat berdampak pada
perilaku yang tidak melanggar norma dan nilai agama, hukum, dan budaya.
Teknologi informasi yang berkembang dengan cepat saat ini telah membawa
dampak bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah adanya trend kehidupan
yang semakin dinamis, terutama dari segi penerapan nilai dan budaya. Kondisi
ini memunculkan kecenderungan permasalahan baru yang semakin beragam
dan multi dimensional.
Kualitas demokrasi dalam sebuah Negara ditentukan oleh kualitas partisipasi
warganya. Keterlibatan warga negara dalam melakukan partisipasi dimungkinkan
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karena tersedianya ruang yang cukup untuk melakukan partisipasi yang dijamin
oleh negara, juga kemampuan dan keterampilan dari warga negara untuk
berpartisipasi dalam berbagai bentuk dan berbagai macam aspek. Dalam hal
ini, mulai mencanangkan inisiatif untuk pembuatan agenda publik, memonitor,
mengevaluasi menganalisis, dan mengkritisi kebijakan, sampai melakukan
konsensus atau musyawarah.
Secara umum disepakati bahwa untuk dapat menjalankan perannya
secara baik dalam negara demokratis warga negara perlu memiliki dan menguasai
beberapa persyaratan seperti dijelaskan oleh Margaret Stimmann Branson
(1999: 8) bahwa terdapat tiga kompetensi kewarganegaraan yaitu warga negara
harus mempunyai pengetahuan yang cukup (civic knowledge), kemudian keterampilan
kewarganegaraan (civic skills), dan sikap kewarganegaraan (civic disposition)
yang baik. Masalahnya adalah, bagaimana generasi milenial dapat memberikan
kontribus dalam mewujudkan good citizenship kalau keterlibatannya dalam
dunia maya (internet) lebih cenderung kepada hal-hal yang kurang relevan
dan kurang bermanfaat.
Belajar PKn pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar
untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa
kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Karena itu, seorang sarjana
atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu
memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki
rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia.
Bahan Diskusi:
- Apa itu generasi Milenial?
- Jelaskan Karakteristik generasi Milenial?
- Apakah kamu memiliki tanggugjawab terhadap good citizenship?
- Kalau kamu termasuk pada generasi Milenial, apa yang saudara lakukan
untuk membantuk pemerintah dalam mewujudkan good citizenship?
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